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SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);



Menetapkan

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang
mempunyai kedudukan yang = strategis  untuk
menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BABV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD
SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

‘Sahnan »Sesuai dengan aslinya
/AVREP: LA\\BIRO HUKUM,

;RMADI SH, MH

na Tk. I (IV/b)
%'1984(1)326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat, dan Karunia Nya
penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau
Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau maka seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
mempunyai Pedoman Kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan demi terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan yang tangguh,
berdaya saing dan lestari di masa yang akan datang.

Penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu diharapkan
saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam upaya
tercapainya rencana kerja yang akuntabel dan transparan atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.

Akhir kata atas nama seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian
Dokumen ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendukung pencapaian

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2925
- P{t Keﬁa&a D| gs Kelautan dan Perikanan

vik: Pl ‘hayu S.Pi, M.Si
“wPembina FK.1 / IV.b
NIP=49700508 199703 2 004
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BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau disusun berpedoman pada Renstra Perangkat daerah

dan (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanahkan bahwa

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melakukan koordinasi,
sinkronisasi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka
penyusunan Renja Tahun 2026 melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;

Meliputi (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, (b) Orientasi mengenai
Renja Perangkat Daerah, (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja
Perangkat Daerah, serta (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis
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2

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, dan (b) Hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat
edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan
disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat Daerah dan

sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerabh;

Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman
target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan proses penyempurnaan
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi Rancangan
Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan PERKADA
tentang RKPD 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan

penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja (Renja) kedalam
program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah, sehingga berkontribusi
kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan
strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan
disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-
3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu (satu) tahun kedepan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
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1.2. Dasar Hukum

3

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)

Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dijadikan dasar

hukum dalam penyusunannya adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran

Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3).

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22).

Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi RiauTahun 2026;

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Nomor :
000.7.2/DKP-Sekr/2025/1/001.4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau Tahun.

1.3. Maksud dan Tujuan

4

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)

Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah

untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di

Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2026 yang dituangkan

dalam program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah.
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1.4.

5

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan kondisi yang ingin

dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran

pada Renstra 2025-2029 melalui program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat

Daerah.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi

Riau Tahun 2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

Bab I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bab II.

2.1.

2.2.

2.3.

Pendahuluan
Latar Belakang
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja PD Tahun 2025 dan capaian untuk Tahun 2025, mengacu pada

APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target rencana strategis berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja (Renja) Perangkat

Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan

Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi

APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi.

3. Dampaknya terhadapa pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

terhadap capaian program nasional/internasional.
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4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program.
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab Ill. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan
tugas pokok dan fungsi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Darah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan:
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
RKPD.
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V. Penutup
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BAB I I HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa

kondisi objektif atas permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih

dihadapi perangkat daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk

mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi PD saat ini serta

estimasi kondisi yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait
dengan hal tersebut Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari
hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau.

Pada Tahun 2024 memiliki program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Riau untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 6 (enam)
Kegiatan;

2. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 2

(Dua) Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (Empat) Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 4 (empat) Kegiatan;

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan 2

(dua) Kegiatan;

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 ( dua)

kegiatan;

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel
Tabel 1 berikut:
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1.

s/d Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.29)

Indikator Kinerja
ujuan,Sasaran,Program, (Outcome)

Target Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Yang Lalu

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d

dan Kegiatan Target o Tahun Berjalan
Kinerja Realisasi Target
Capaian . Tgrget . Program dan . .
Program Kinerja Hasil Kegiatan Realisasi
. (Renstra Program dan S . Capaian
Kode Program, Keg_latan dan Sub Dinas Satuan Keluaran Target Renja Realls_aS| (Renja Program Tingkat
Kegiatan : Renja ) Perangkat .
Kelautan kegiatan s/d Perangkat Tingkat dan Capaian
Perangkat L Daerah . D
(Out put) dan dengan Daerah Daerah Realisasi Tahun n-1) kegiatan Realisasi
Perikanan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2024 (%) 2025 s/d Tahun Target
Tahun (n-3) (n-2) (n-2) Berjalan Renstra (%)
2025-2029 (Tahun n-
1)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan Kebutuhan
25 | 00 URUSAN PEMERINTAHAN Pelavanan Administrasi Perkantoran % 0 100 100 100 0 100 1
DAERAH PROVINSI 4
Administrasi Keuangan Jumlah laporan administrasi
25|01 | 1.02 Perangkat Daerah kc_auangan perangkat daerah yang
dipenuhi
o5 | o1 | 1.02 | o0oo1 Penyedlaan Gaji dan Jum_lah Orang yang Menerima Gaji dan Orang 143 143 143 100 143 429 15
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Administrasi Barang Milik -
25| 1 | 103 Daerah Penunjang Urusan Jl;:jnal‘ahelraarr)]orka:t 32:}23 rr;::k gﬁ(eerl?)Ta
Pemerintah Daerah P P g yang
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
251 1.03 | 0006 Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 100 ! l 100 14 121 0.605
Administrasi Umum Jumlah jenis layanan administrasi
25| 1 | 1.06 : .
Perangkat Daerah umum yang dipenuhi
o5 | 1 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 16 62 62 100 5 113 0.86
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
25 | 1 106 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah_ Pak_et Bahan Logistik Kantor Paket 5 10,428 10,428 100 5 10,438 5219
Kantor yang Disediakan
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3|25 1 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang_Cetakan dan Paket 15 15 15 100 37 67 1.20
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3125| 1 1.06 | 0009 gz%rgmag dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 155 1 1 100 260 416 0.73
3125 1| 108 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3 (25| 1 1.08 | 0002 Y ) ) Komunikasi, Sumber Daya Air dan Laporan 4 4 4 100 4 12 0.23
Sumber Daya Air dan Listrik - o
Listrik yang Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125 1 1.08 | 0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 44 41 41 100 44 129 0.91
Umum Kantor N
Disediakan
Pengadaan Barang Milik Jumlah Jenis barang milik daerah
3125| 1 1.07 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintah Daerah daerah yang diadakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
3125| 1 1.07 | 0010 | Prasarana Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jenis 14 15 15 100 14 43 1.79
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Jenis barang milik daerah
3(125| 1 | 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah daerah
Pemerintahan Daerah yang diadakan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3125| 1 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Jenis 27 27 27 100 27 81 1.05
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
3|95 1 109 | 0006 Pemellhqraan Peralatan dan Jumlah_ Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 278 278 278 100 278 834
Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
3125| 1 1.09 | 0010 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1 1 1 100 1 3 0.33
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
BIDANG KELAUTAN DAN
PENGAWASAN
PROGRAM PENGELOLAAN Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan
3125] 2 KELAUTAN, PESISIR DAN A . Ha 18.542 141507.85 147128.70 103.97 223.426 10,016
PULAU-PULAU KECIL Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha) 280,624.00
Pengelolaan Ruang Laut Jumlah Luas Ruang Laut sampai
3125 2 1.01 Sampai Dengan 12 Mil di Luar | dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas
Minyak dan Gas Bumi Bumi yang dikelola (Ha)
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Pengelolaan Kawasan
Konservasi di Wilayah Pesisir Luasan Kawasan Konservasi di
3125| 2 1.01 | 0002 | dan Pulau-Pulau Kecil _ Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ha 18.539 144.633.74 144,633.74 100 144.633.73 HHHTHHHT 144643.00
Berdasarkan Penetapan dari yang Terkelola
Pemerintah Pusat
Rehabilitasi Wilayah Perairan Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan
31252 1.01 | 0003 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Ha 3 2 2 100 6 n 1.57
Penerbitan Izin Pemanfaatan
3 (25| 2 | 1.02 Ruang Laut di Bawah 12 Mil Jumlah lIzin yang Diterbitkan
di Luar Minyak dan Gas Bumi
Penetapan Persy_aratan dan . | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan
Prosedur Penerbitan Izin Lokasi Prosedur Penerbitan Perizinan
3125| 2 1.02 | 0001 | dan Izin Pengelolaan Ruang Rekomedasi 0 0 0 0 0 0 0
. o Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut
Laut di Bawah 12 Mil di Luar ang Menjadi Kewenangan Provinsi
Minyak dan Gas Bumi yang ! 9
Eg&lgibgzﬂ ::;enkgzr?nglzls;;znln Jumlah Rekomendasi Perizinan
3125| 2 1.02 | 0002 - g L Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi . 0 9 9 100.00 9 18 1.125
Ruang Laut di Bawah 12 Mil di L2 2 Rekomendasi
h . Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan
Luar Minyak dan Gas Bumi
3125 2 | 103 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang
' Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | diberdayakan
Pengembangan Kapasitas Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-
3|125| 2 1.03 | 0001 | Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkat Orang 0 0 0 0 90 90 0.64
Pulau Kecil Kapasitasnya
Pemberian Pendampingan, Jumlah kelompok Masyarakat yang
Kemudahanan Akses limu memperoleh Pendampingan,
Pengetahuan, Teknologi dan Kemudahanan Akses limu
31252 1.03 | 0004 Informasi, serta Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Kelompok 0 0 0 0 9 9 064
Penyelenggaraan Pendidikan serta Penyelenggaraan Pendidikan dan
dan Pelatihan Pelatihan
PROGRAM PENGAWASAN Persentase Pelanggaran yan
3|25 5 SUMBERDAYA KELAUTAN ditangant (%) ggaran yang 16 18 16 16 100 7 16 112,5
DAN PERIKANAN 9 °
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Pengawasan Sumber Daya
Perikanan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
3(125| 5 | 1.02 Genangan Air Lainnya yang Pelaku Usaha Perikanan 9
Dapat Diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
Pengawasgn psaha Perlkanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
Tangkap di Wilayah Sungai, h iK kap di Wilavah
Danau. Waduk. Rawa. dan Usa a.Perl anan Tangkap di Wilayal
Genany an Air Lainn a{ an Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
3[125| 5 1.02 | 0001 9e yayang Genangan Air Lainnya yang dapat Dokumen 0 20 5 25 200 205 0.68
Dapat Diusahakan Lintas . I
Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) | h S .
Daerah Provinsi Sesuai dengan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai
dengan Kewenangannya
Kewenangannya
Pengawasan Usaha Perikanan .
Bidang Pembudidayaan Ikan di Jumrl1ah Do_IT(umen H_zsll Pengawasan
Wilayah Sungai, Danau Usaha Perikanan Bidang
' ’ Pembudidayaan lkan di Wilayah
Waduk, Rawa, dan Genangan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
3[125| 5 1.02 | 0002 | Air Lainnya yang Dapat gal, S ’ ! Dokumen 20 30 23 76.67 20 63 0.21
) ) Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan Lintas iusahak . b /
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Diusahakan Lintas Kabupaten/kota
e . dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai
Daerah Provinsi Sesuai dengan
dengan Kewenangannya
Kewenangannya
Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
Pemasaran dan Pengolahan Usaha Pemasaran dan Pengolahan
3|25 | 5 | 1.02 | 0003 | Hasil Perikanan Lintas Daerah Hasil Perikanan Lintas Daerah Dokumen 0 20 3 15 10 13 0.04
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) | Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Daerah Provinsi Provinsi
Pengawasan Sumber Daya
3(125]| 5 1.01 Kelautan dan Perikanan
sampai dengan 12 Mil
Penumbuhan dan
Jumlah Kelompok Masyarakat
3|25| 5 | 101 | 0004 ,\Pﬂir;%z?;i:ga” Kelompok Pengawas (POKMASWAS) yang Kelompok 2 2 2 100 10 14 7
Pengawas(POKMASWAS) Terdaftardan Aktif
BIDANG TANGKAP
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan
3|125| 3 PERIKANAN TANGKAP Tangkap(Ton) 157.199,87 135.773,42 157,199.87 125.775,56 80.01 157.199,87 292.173 18,586
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pengelolaan Penangkapan Jumlah wilayah perikanan tangka
3|25| 3| 101 lkan di Wilayah Laut Sampai , yan p gkap
: dilaut yang dimanfaatkan
Dengan 12 Mil
Penvediaan Data dan Informasi Jumlah data dan Informasi Sumber
3125| 3 1.01 | 0001 Y Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Dokumen 1 100 1 15
Sumber Daya Ikan h - 1 1
Laut sampai dengan 12 Mil
Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha Perikanan
3 (25| 3 1.01 | 0003 | Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut Unit 2283 100 1520 5348 1.95
- - 1,545 1,545
Tangkap sampai dengan 12 Mil
Pengelolaan Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Jumlah wilayah perikanan tangkap
3 (25| 3 | 1.02 Genangan Air Lainnya yang diperairan umum daratan yang
dapat Diusahakan Lintas dimanfaatkan
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
Penvediaan Prasarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha Perikanan
3125 3 1.02 | 0002 b Tangkap yang Tersedia di Wilayah Unit 0 0 0 0 0 0 0
Perikanan Tangkap .
Perairan Darat
Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha Perikanan
3125| 3 1.02 | 0003 | Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Unit 364 40 262 655 45 671 6.85
Tangkap Perairan Darat
Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Tangkap untuk Jumlah perizinan berusaha
3125| 3 1.03 Kapal Perikanan Berukuran di | perikanan tangkap yang diterbitkan
atas 10 GT sampai dengan 30 | untuk kapal perikanan
GT
Penetapan P ersyaratan Qan Jumlah Persyaratan dan Prosedur
Prosedur Izin Usaha Perikanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan
3125 3 1.03 | 0001 | Tangkap untuk Kapal Perikanan - Dokumen 1 0 0 0 100 101 101
- Berusaha Perikanan Tangkap yang
Berukuran di Atas 10 GT o U
; Menjadi Kewenangan Provinsi
sampai dengan 30 GT
Penerbitan Rekomendasi 1zin
Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha
3125| 3 1.03 | 0002 | untuk Kapal Perikanan Perikanan Tanakap vang Diterbitkan Rekomedasi 150 170 244 143.53 170 564 2.56
Berukuran di Atas 10 GT gkap yang
sampai dengan 30 GT
BIDANG PERIKANAN
BUDIDAYA
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan
3|125]| 4 PERIKANAN BUDIDAYA Budidaya(ton) 131.379,52 124.733,54 131,379.52 127.470.63 97.02 131.379,52 252.865 19,247
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Penerbitan Izin Usaha
Perikanan di Bidang
Pembudidayaan lkan yang Jumlah perizinan berusaha
3(125]| 4 1.02 Usahanya di Laut Sampai perikanan budidaya di Laut sampai
Dengan 12 Mil serta Tidak Dengan 12 Mil yang
Menggunakan Modal Asing
dan/atau Tenaga Kerja Asing
Penetapan Persyaratan dan Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan
Prosedur Penerbitan Izin Usaha | Prosedur Penerbitan Perizinan .
3125 4 1.02 | 0001 Perikanan Bidang Berusaha Bidang Pembudidayaan lkan Rekomendasi 0 0 0 0 0 0 0
Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan
Penerbitan Rekomendasi I1zin Jumlah Rekomendasi Perizinan
3 (25| 4 1.02 | 0002 | Usaha Perikanan Bidang Berusaha Bidang Pembudidayaan lkan Rekomendasi 0 10 40 400 10 50 5
Pembudidayaan lkan yang Diterbitkan
Penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudi I_Daya Ikan Kec'l Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi
(TDPIK) di Laut dan Lintas . h
3125 4 1.04 Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan
Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Penerbngn Tanda Daftalf bagi Jumlah Rekomendasi Perizinan
Pembudi Daya Ikan Kecil Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut
3|125| 4 | 1.04 | '0002 | (TDPIK) di Laut dan Lintas dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi 0 80 79 98.75 100 179 0.895
Daerah Kabupaten/Kota dalam dalam 1 (Satu) Daerah Pprovinsi
1 (Satu) Daerah Provinsi
. Jumlah kawasan/wilayah perikanan
3|25| 4| 105 Pengelolaan Pembudidayaan |\ yiqava ikan dilaut yang
Ikan di Laut .
dimanfaatkan
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana Pembudidayaan .
3|25| 4| 105 0002 Pembudidayaan lkan di Laut lkan di Laut Unit 0 0 0 0 5 5 0.5
Penjaminan Ketersediaan . .
3(125]| 4 1.05 | 0004 | Sarana Pembudidayaan lkan di i;ﬂllah Sarana Pembudidayaan Ikan di Unit 12 17 1 5.88 17 30 0.91
Laut
Pengelolaan Kesehatan Ikan
3125 4| 105 | 0006 dan Lingkungan Budidaya di Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Dokumen 1 1 1 100 10 12 0.39
Laut dan Lintas Daerah Teruji Sehat
Kabupaten/Kota
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Pembinaan dan Pemantauan
Pembudidayaan lIkan di Laut
3(125]| 4 1.05 | 0007 | dan di Kawasan Konservasi Jumlah Pembudidaya Orang 115 90 90 100 20 295 1.05
yang Dikelola oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
Bidang P2HKP
PROGRAM PENGOLAHAN Jumlah Produksi hasil Olahan
3|125| 6 DAN PEMASARAN HASIL : 19.738,45 25.725,26 78.60 19.738,45 52364 26,529
Perikanan (Ton) 19,738.45 15,514,06
PERIKANAN
Penerbitan Izin Usaha
Pemasaran dan Pengolahan
3|25 6 101 Hasil Perikanan Lintas Jumlah izin usaha pemasaran dan
' Daerah Kabupaten/Kota pengolahan hasil yang diterbitkan
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Penetapan Persyaratan dan Jumlah Rekomendasi Perizinan
Prosedur Penerbitan Izin Usaha | Berusaha Sesuai dengan Standar
Pemasaran dan Pengolahan Usaha Bidang Pengolahan dan
3|25 6 1.01 1 0001 Hasil Perikanan Lintas Daerah Pemasaran Hasil Perikanan ! L 0 0 0 6 ! !
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) | Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat
Daerah Provinsi Risiko melalui Proses Verifikasi
Penerbitan Rekomendasi I1zin Jumlah Rekomendasi Perizinan
Usaha Pemasaran dan Berusaha Penunjang Bidang
3 (25| 6 | 1.01 | 0002 | Pengolahan Hasil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 12 0 0 0 0 7 7 0.58
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pembinaan Mutu dan Jumlah unit usaha pengolahan dan
Keamanan Hasil Perikanan pemasaran hasil perikanan skala
3125| 6 1.02 bagi Usaha Pengolahan dan menengah dan besar yang
Pemasaran Skala Menengah menerapkan standar mutu dan
dan Besar keamanan
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Pelaksanaan Bimbingan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang
Penerapan Persyaratan atau Mendapatkan Pembinaan Terhadap
3125| 6 1.02 | 0001 | Standar Pada Usaha Penerapan Persyaratan Perizinan 12 0 3 3 100 1 4 1
Pengolahan dan Pemasaran Berusaha pada Usaha Pengolahan dan
Skala Menengah dan Besar Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai
Skala Usaha dan Risiko

14

RENJA PD TH 2026




Penyediaan dan Penyaluran
E:Egglgr?la(rl: IIE:r:JsLtirr:tas Jumlah Bahan B_aku Ir_]dustri
3|125| 6 1.03 Daerah Kabupaten/Kota ?gpsgec;jl;han Hasil Perikanan Yang
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Pemetaaan dan Pemantauan Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan
Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku
3125| 6 1.03 | 0001 | Pengolahan/Distribusi Ikan Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan 2 1 1 1 100 1 3 15
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | (Satu) Daerah Provinsi
UPT.PSDKP WIL 1
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan Kebutuhan
31251 URUSAN PEMERINTAHAN Pelavanan Administrasi Perkantoran 100% 1 100 100 100 100 100 10000
DAERAH PROVINSI Y
Administrasi Kepegawaian Jumlah layanan Administrasi
3125 1| 105 . o LY
Perangkat Daerah Kepegawaian yang difasilitasi
Pengadaan Pakaian Dinas : :
3|25| 1| 105 | 0002 | Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Stel 0 0 0 0 0 0
Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
Administrasi Umum Jumlah jenis layanan administrasi
3125 1 | 1.06 ) .
Perangkat Daerah umum yang dipenuhi
3|95 1 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 9 9 9 100 9 27 3375
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
31925 11 106 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah_ Pakgt Bahan Logistik Kantor Paket 16 1 1 100 16 33 33
Kantor yang Disediakan
31925 11 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang_Cetakan dan Paket 5 11 1 100 1 27 27
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3125| 1 1.06 | 0009 gzc')prgmaa dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 24 1 1 100 31 56 1.44
3125 1| 108 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0004 Y Y Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 4 6 6 100 7 17 4.25
Umum Kantor S
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3(125| 1 | 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3 (25| 1 | 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 2 3 3 100 2 7 0.875
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya .
3 (25| 1 | 1.09 | 0006 Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 0 0 0 0 1 1 0.5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
3125| 1 1.09 | 0010 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 16 18 18 100 13 47 2.94
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGAWASAN 'Persentase Pelanggaran yan
3|25 5 SUMBERDAYA KELAUTAN . : ggaran yang 16 0 18 18 100 16 36 112,5
ditangani (%)
DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya
3[125| 5 1.01 Kelautan dan Perikanan kelautan dan Perikanan sampai 12
sampai dengan 12 Mil Mill yang diawasi
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
3[125| 5 1.01 | 0002 9 ] . Usaha Perikanan Tangkap sampai Dokumen 55 60 41 68.33 30 126 2.17
Tangkap sampai dengan 12 Mil )
dengan 12 Mil
. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
Pengawasan Usaha Perikanan Usaha Perikanan Bidan
3[125| 5 1.01 | 0003 | Bidang Pembudidayaan lkan di . 19 . Dokumen 9 9 7 77.78 5 21 0.35
. ) Pembudidayaan lIkan di Laut sampai
Laut sampai dengan 12 Mil .
dengan 12 Mil
UP.PSDKP WIL 2 458 0
PROGRAM PENUNJANG
3251 URUSAN PEMERINTAHAN ﬁg{;e;‘;zieAZenTiﬁ?s“t?;sr} ﬁg:’k“;r‘:&?gn % 100 100 100 100 100 200 100
DAERAH PROVINSI Y
Administrasi Kepegawaian Jumlah layanan administrasi
3125 1| 105 ! e
Perangkat Daerah kepegawaian yang difasilitasi
Pengadaan Pakaian Dinas ; ;
3|25| 1| 105 | 0002 | Beserta Atribut Jumiah Paket Pakaian Dinas Beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0
Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi umum
3125 1| 1.06 . O
Perangkat Daerah yang dipenuhi (jenis layanan)
3|95 1 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 6 9 9 100 6 21 0.81
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3|25 1 1.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah_ Pak_et Bahan Logistik Kantor Paket 5 288 276 05.83 5 286 28.6
Kantor yang Disediakan
3125 1] 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang_Cet{:tkan dan Paket P 3 3 100 P 7 14
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
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Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3|25| 1| 1.06 | 0009 | Koordinasi dan Konsultasi p s d Y ggl ; Laporan 12 12 12 100 12 36 1.64
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3 o5 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0004 Y Y Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 5 4 4 100 5 14 1.4
Umum Kantor NS
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3(125| 1 | 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3125| 1 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 2 2 2 100 2 6 1.2
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
3125 11 109 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 0 13 12 92.31 3 15 115
Mesin Lainnya yang Dipelihara
PROGRAM PENGAWASAN Persentase Pelanggaran yan
3|25 5 SUMBERDAYA KELAUTAN ditongant (%) ggaran yang 16 0 16 16 100 16 19 112,5
DAN PERIKANAN 9 °
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya
3125| 5 1.01 Kelautan dan Perikanan kelautan dan Perikanan sampai 12
sampai dengan 12 Mil Mill yang diawasi
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
3125| 5 1.01 | 0002 9 ] . Usaha Perikanan Tangkap sampai 161 15 5 5 100 180 200 3.57
Tangkap sampai dengan 12 Mil .
dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan fJuSrgghPDecr)iIl((uar::: ;zzlLPengawasan
3 (25| 5 | 1.01 | 0003 | Bidang Pembudidayaan Ikan di . 19 . 60 3 4 4 100 10 17 0.28
. ) Pembudidayaan Ikan di Laut sampai
Laut sampai dengan 12 Mil .
dengan 12 Mil
UPT.PSDKP WIL 3
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan Kebutuhan
3125 1| 102 URUSAN PEMERINTAHAN Pelavanan Administrasi Perkantoran % 0 100 100 100 100 200 1
DAERAH PROVINSI y
Administrasi Kepegawaian Jumlah layanan administrasi
3(125| 1 | 1.05 ! oI
Perangkat Daerah kepegawaian yang difasilitasi
Pengadaan Pakaian Dinas . .
3| 25| 1| 105 | 0002 | Beserta Atribut i‘:r’i“b'sthKZel"e‘ﬁt E;k:r']a” Dinas Beserta Paket 0 0 0 0 0 0 0
Kelengkapannya gkap
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Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi umum
3125 1| 1.06 . -
Perangkat Daerah yang dipenuhi
31925 11 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 6 5 5 100 6 17 0.52
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3|95 1 106 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah_ Pak_et Bahan Logistik Kantor Paket 5 4 4 100 5 14 28
Kantor yang Disediakan
3|05 1 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang_Cet{:tkan dan Paket 5 4 4 100 5 14 14
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3125 1 | 1.06 | 0009 | Koordinasi dan Konsultasi poran Fenyeenggaraz Laporan 12 8 8 100 10 30 15
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3(125| 1 | 1.07 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintah Daerah daerah yang diadakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
3125| 1 1.07 | 0010 | Prasarana Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 8 7 7 100 8 23 1.44
Bangunan Lainnya yang Disediakan
3125 1| 108 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0004 Y Y Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 7 7 7 100 8 22 2.00
Umum Kantor o
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3(125| 1 | 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3 (25| 1 | 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 3 2 2 100 1 6 15
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
3125| 1 1.09 | 0010 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 0 4 4 100 9 13 1.44
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGAWASAN 'Persentase Pelanggaran yan
3|25 5 SUMBERDAYA KELAUTAN | =000 %0 ggaran yang 16 0 16 16 100 16 36 1125
DAN PERIKANAN gant ¢
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya
3[125]| 5 1.01 Kelautan dan Perikanan kelautan dan Perikanan sampai 12
sampai dengan 12 Mil Mill yang diawasi
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Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
3[125| 5 1.01 | 0002 Tangkap sampai dengan 12 Mil Usaha Perlka_nan Tangkap sampai Dokumen 51 75 69 92 75 195 3.36
dengan 12 Mil
) Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
Pengawasan Usaha Perikanan Usaha Perikanan Bidan
3125| 5 1.01 | 0003 | Bidang Pembudidayaan lkan di . 9 . Dokumen 0 30 8 26.67 8 16 0.27
. ) Pembudidayaan lkan di Laut sampai
Laut sampai dengan 12 Mil .
dengan 12 Mil
UPT.Budidaya Perikanan
PROGRAM PENUNJANG
3251 URUSAN PEMERINTAHAN gg{;e;‘;ilie;en'ﬂﬁ?s“t?;sr} ﬁg:’k“;:tr;?gn 100% 0 100 100 100 100 101 100
DAERAH PROVINSI Y
Administrasi Kepegawaian jumlah layanan administrasi
3|25 1| 105 h e
Perangkat Daerah kepegawaian yang difasilitasi
Pengadaan Pakaian Dinas . :
3| 25| 1| 105 | 0002 | Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Stel 0 0 0 0 0 0 0
Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi umum
3125 1 | 1.06 . :
Perangkat Daerah yang dipenuhi
3 o5 1 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 6 8 8 100 6 20 167
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3|95 1 106 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah_ Pak_et Bahan Logistik Kantor Paket 5 3 3 100 6 14 14
Kantor yang Disediakan
3125 11 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang_Cetgkan dan Paket 4 4 4 100 6 14 175
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3 25| 1| 1.06 | 0009 | Koordinasi dan Konsultasi i ot Konooia: Laporan 21 1 1 100 28 50 0.98
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3 o5 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0004 Y Y Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 18 25 25 100 18 61 1.69
Umum Kantor NS
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3(125| 1 | 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3 (25| 1 | 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 5 2 2 100 3 10 1
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
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3|25 1 109 | 0006 Pem_eliha_raan Peralatan dan Jumlah_ Pe_ralatan dan Mesin Lainnya Unit 0 0 0 0 15 15 375
Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
3125| 1 1.09 | 0010 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 3 1 1 100 37 41 0.55
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan
3|25 4 PERIKANAN BUDIDAYA Budidaya (ton) 509.001,54 124.733,54 131,379.52 122,427.60 93.19 131.379,52 252865 24,82
Kegiatan: Pengelolaan Jumlah kgwasa_n/wilayah perikanan
3(125]| 4 1.05 Pembudiaayaan Ikan di Laut budidaya ikan dilaut yang
dimanfaatkan
Penyediaan PraSarana
Pembudidayaan ikan di air
payau dan air tawar yang
penggunaan sumberdayanya
3 25| 4 | 1.05 | 0003 | lebih efisien apabila dilakukan Unit 0 0 0 0 3 3 0.5
oleh daerah provinsi dan/atau
manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah
kabupaten/kota
Penyediaan Sarana
Pembudidayaan ikan di air
payau dan air tawar yang
penggunaan sumberdayanya
3 25| 4 | 1.05 | 0005 | lebih efisien apabila dilakukan Unit 0 0 0 0 3 3 0.5
oleh daerah provinsi dan/atau
manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah
kabupaten/kota
. Jumlah kawasan/wilayah perikanan
3(125]| 4 1.06 Penge_lolaaq Pembudidayaan budidaya ikan diperairan darat yang
Ikan di Perairan Darat di
imanfaatkan
Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan lkan di Air Jumlah Prasarana Pembudidayaan
Payau dan Air Tawar yang Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang
Penggunaan Sumber Dayanya Penggunaan Sumber Dayanya Lebih
3(125]| 4 1.06 | 0001 | Lebih Efisien apabila Dilakukan Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Unit 3 2 2 100 2 7 0.875
oleh Daerah Provinsi dan/atau Provinsi dan/atau Manfaat atau
Manfaat atau Dampak Dampak Negatifnya Lintas Daerah
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Penyediaan Sarana
Pembudidayaan lkan di Air Jumlah Sarana Pembudidayaan lkan di
Payau dan Air Tawar yang Air Payau dan Air Tawar yang
Penggunaan Sumber Dayanya Penggunaan Sumber Dayanya Lebih
3 25| 4 | 1.06 | 0002 | Lebih Efisien apabila Dilakukan | Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Jenis 7 10 10 100 8 25 1.47
oleh Daerah Provinsi dan/atau Provinsi dan/atau Manfaat atau
Manfaat atau Dampak Dampak Negatifnya Lintas Daerah
Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
UPT.PMHP
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan Kebutuhan
3125 1| 102 URUSAN PEMERINTAHAN Pelavanan Administrasi Perkantoran 100 0 100 0 100 100 101 100
DAERAH PROVINSI y
3|25 1 1.06 Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi umum
' Perangkat Daerah yang dipenuhi (jenis layanan)
31925 11 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 7 5 5 100 5 17 283
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
31925 11 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang'Cetgkan dan Paket 4 4 4 100 4 12 3
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat
3|25| 1 | 1.06 | 0009 | Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 6 1 1 100 4 11 0.92
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3|25 1| 108 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
Penvediaan Jasa Pelavanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0004 Y Y Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 10 10 10 100 10 30 1.5
Umum Kantor oo
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3125| 1 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3125| 1 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang unit 3 3 3 100 3 9 3
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
3125| 1 1.09 | 0010 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 0 9 9 100 9 18 1
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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PROGRAM PENGOLAHAN Jumlah Produksi hasil Olahan
3|125| 6 DAN PEMASARAN HASIL ) 68.825,06 25.725,26 78.58 19.738,45 36051,2 26,07
Perikanan (Ton) 19,738.45 15,509.68
PERIKANAN
Pembinaan Mut'u dar_1 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Keamanan Hasil Perikanan Pemasaran Skala Menengah dan
3 (25| 6 | 1.02 bagi Usaha Pengolahan dan 9
Besar Yang menerapkan Standar
Pemasaran Skala Menengah . -
Mutu dan Keamanan hasil perikanan
dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan, Jumlah Unit Usah_a yang Diberikan
A Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan,
Fasilitasi, Pemantauan, dan )
p dan Evaluasi Terhadap Mutu dan
Evaluasi Terhadap Mutu dan ; .
Keamanan Hasil Perikanan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya
3125| 6 102 | 0002 . Saing serta Pemberdayaan Usaha 36 1 4 1 25.00 10 12 0.55
dalam rangka Menghasilkan .
dalam Rangka Menghasilkan Produk
Produk yang Aman untuk ang Aman dan Bermutu untuk
Dikonsumsi atau Digunakan, yang ; ;
; Dikonsumsi atau Digunakan, dan
dan Berdaya Saing .
Berdaya Saing
UPT.PELABUHAN
PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan Kebutuhan
3|125| 1 URUSAN PEMERINTAHAN Pelavanan Administrasi Perkantoran 100% 0 100 100 100 100% 2 100
DAERAH PROVINSI y
3 o5 1 1.06 Administrasi Umum Jumlah layanan administrasi umum
' Perangkat Daerah yang dipenuhi (jenis layanan)
3125 11 106 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan o Paket 1 9 9 100 6 16 16
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3|95 1 106 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah_ Paket Bahan Logistik Kantor Paket > 1 1 100 6 9 0.50
Kantor yang Disediakan
3125 1] 106 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang_Cetakan dan Paket 3 2 2 100 1 6 0.6
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3 (25| 1 | 1.06 | 0009 | Koordinasi dan Konsultasi poran Feny ygaraz Laporan 29 1 1 100 1 31 0.65
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3251 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan
' Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah yang dipenuhi
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 11 1 1 100 1 13 0.59
Umum Kantor Disediakan
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Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3125| 1 1.08 | 0002 dan Perlengkapan Kantor Peralatgn d_an Perlengkapan Kantor Paket 0 1 1 100 20 21 0.7
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik daerah
3 (25| 1 | 1.09 Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
3(125| 1 1.09 | 0001 | Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 2 2 2 100 3 7 1.17
Kendaraan Perorangan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
3125| 1 1.09 | 0010 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 0 0 0 0 14 14 1
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
3125 3 PERIKANAN TANGKAP (Ton) 603.226,75 135.773,42 157199.87 123447.55 78.53 157.199,87 304377 25,22
Penetapan Lokasi
Pembangunan serta Jumlah Pelabuhan Perikanan yang
3|125| 3 | 1.06 :
Pengelolaan Pelabuhan dikelola
Perikanan Provinsi
Penyediaan Sarana dan
3125 3 1.06 | 0002 | Prasarana Pelabuhan Jumiah Sarana_ dan Prasarana . Unit 3 5 5 100 1 9 3
: Pelabuhan Perikanan yang Tersedia
Perikanan
ﬁglr?\gier‘] T:ﬁ;n':;:r?s' Fungsi Pemerintahan dan
3125| 3 1.06 | 0003 Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Layanan 1 0 0 0 1 2 2
Pengusahaan Pelabuhan
- yang Terlaksana
Perikanan
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2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara umum telah
berjalan dengan baik, akan tetapi karena beberapa hal, permasalahan,
maupun regulasi yang ada, maka tidak semua target tercapai. Terdapat tiga
program yang belum mencapai target dapat dijelaskan seperti dibawah ini :
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Pada Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memiliki
target 141.507,85 Ha dan Realisasi 147.128.7 Ha dengan Tingkat Capaian
103,97 %. Akan tetapi ada beberapa Sub Kegiatan yang belum tercapai target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak

dan Gas Bumi

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin
Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas
Bumi
Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin
Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak
dan Gas Bumi belum tercapai dikarenakan Izin belum dapat dikeluarkan
karena PERDA RTRW yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan
pada pada tahun 2024.

- Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses IImu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Iimu
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak

dianggarkan pada pada tahun 2024.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki target 157.199,87 dan
Realisasi 125.775,56 Ton dengan Tingkat Capaian 80,01 %.

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap tingkat
capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun
2024.

Penerbitan lzin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan

Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap
untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30
GT

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur I1zin Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan
30 GT tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada
pada tahun 2024.

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan Provinsi

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan
Perikanan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan
Pelabuhan Perikanan tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak

dianggarkan pada pada tahun 2024.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki target 131.379,52 dan
Realisasi 127.470,63 dengan Tingkat Capaian 97,02 %

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang

Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal

Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin
Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan tingkat capaian realisasi

0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan di Laut

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut tingkat
capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun
2024.

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan lkan di
Laut tingkat capaian realisasi 5,88% % dikarenakan Rasionalisasi dan

Efisiensi Anggaran
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4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki target
19.738,45 dan Realisasi 15.514,06 dengan Tingkat Capaian 78,60 %.

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha
Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin
Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi
0 % dikarenakan Belum ada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah dan
besar yang memiliki sertifkat menengah besar.

Penerbitan 1zin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan belum
adanya Unit Pengolahan lkan (UPI) menengah dan besar yang

mengusulkan sertifikat standart sesuai kewenangan.

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,

Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai
dengan Kewenangannya.

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan
Kewenangannya tingkat capaian realisasi 25 % dikarenakan adanya
Rasionalisasi dan Efesiensi Anggaran.

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya

Sub Kegiatan - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
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Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya tingkat
capaian realisasi 76,7 % dikarenakan adanya Rasionalisasi dan Efesiensi
Anggaran.

- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
tingkat capaian realisasi 15 % dikarenakan adanya Rasionalisasi
Anggaran.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.
UPT Wilayah | :
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12
Mil pada UPT Wilayah | tingkat capaian realisasi 68,3% dikarenakan
rasionalisasi dan efesiensi anggaran.
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut
sampai dengan 12 Mil
UPT Wilayah I :
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan
Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil tingkat capaian realisasi 77,78 %
dikarenakan rasionalisasi dan efesiensi anggaran.
UPT Wilayah Il :
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan
Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil tingkat capaian realisasi 26,67 %

dikarenakan rasionalisasi dan efesiensi anggaran.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di UPT

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada
tahun 2024.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tingkat
capaian realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun
2023.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tingkat capaian
realisasi 0 % dikarenakan tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.
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- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya tingkat capaian realisasi 0 % dikarenakan
tidak dianggarkan pada pada tahun 2024.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 secara
umum telah berjalan dengan baik, dimana semua capaian output
kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan, dan terdapat
tiga program yang telah memenuhi target kinerja. Capaian

program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target adalah :

1. SEKRETARIAT dan UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Untuk Sekretariat dan UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau Ketercapaian hampir semua sub kegiatan mencapai 100%,

dengan Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

2. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,
seperti penjelasan dibawah ini :
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan
Gas Bumi
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- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat
capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan
tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

Penerbitan lzin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar

Minyak dan Gas Bumi

- Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang
Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin
Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas
Bumi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan
tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan

12 Mil

- Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat
Pengawas(POKMASWAS)
Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok
Masyarakat Pengawas(POKMASWAS) dengan tingkat capaian
kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir
periode (2025) sebesar 100%

. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,

seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12

Mil

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya lkan
dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat
capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan
Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan diperkirakan

tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar 100%
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4. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,

seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di

Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Provinsi

- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di
Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya lkan
Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100%
dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar
100%

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya di Laut
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan I|kan dan Lingkungan
Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat
capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra
akhir periode (2025) sebesar 100%

- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan lIkan di Laut dan di
Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan lkan di
Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan
diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2024) sebesar
100%

5. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN

PERIKANAN

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,

seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
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- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau

Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan
atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan
diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar
100%

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan lkan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha
Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku
Usaha Pengolahan/Distribusi lkan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan tingkat capaian kinerja output
100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025)
sebesar 100%

6. UPT. PSDKP WILAYAH I

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,

seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan

12 Mil

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai
dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan
diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar
100%

- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan di
Laut sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan lkan di Laut sampai dengan 12 Mil dengan tingkat
capaian kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra
akhir periode (2025) sebesar 100%

. UPT. PSDKP WILAYAH Il

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,
seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan
12 Mil
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- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai
dengan 12 Mil dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan
diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar
100%

8. UPT. BUDIDAYA

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,

seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

- Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air
tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan Penyediaan PraSarana Pembudidayaan ikan di air
payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian
kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir
periode (2025) sebesar 100%

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau dan air
tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan ikan di air payau
dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan tingkat capaian
kinerja output 100% dan diperkirakan tingkat capaian renstra akhir
periode (2025) sebesar 100%

9. UPT PELABUHAN

Ketercapaian hampir semua kegiatan/sub kegiatan mencapai 100%,

seperti penjelasan dibawah ini :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan Provinsi

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan
Perikanan dengan tingkat capaian kinerja output 100% dan
diperkirakan tingkat capaian renstra akhir periode (2025) sebesar
100%
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2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 terdapat

dua program yang melebihi target kinerja. Capaian program/kegiatan/sub

kegiatan yang melebihi target adalah :
1. BIDANG TANGKAP

Proram Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12

Mil

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan
Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 230,74% dikarenakan
adanya penambahan bantuan untuk masyarakat setelah penetapan

RKPD sesuai usulan dari masyarakat.

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,

Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan
Tangkap dengan tingkat capaian kinerja output 655% dikarenakan
adanya penambahan bantuan untuk masyarakat setelah penetapan

RKPD sesuai usulan dari masyarakat.

Penerbitan lzin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan

Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk
Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai
dengan 30 GT dengan tingkat capaian kinerja output 143,53%
dikarenakan kepatuhan nelayan untuk mengikuti regulasi yaitu

membuat izin persiapan Penangkapan lkan Terukur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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Indikator Kinerja yang diukur dalam pelayanan Perangkat Daerah yang

dilaksanakan terdiri dari 3 sasaran strategis, dengan 8 indikator sasaran dari 11

program sebagaimana yang dievaluasi dari Renja Perangkat Daerah. Secara

ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran Strategis dalam mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan, mengacu pada Indikator Kinerja yaitu meningkatnya Produksi

Perikanan dalam hal ini Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta

Poduksi hasil pengolahan perikanan.
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2. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan
untuk mewujudkan Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan.

3. Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk
mewujudkan Sasaran strategis ini dengan indicator kinerja yaitu Persentase

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C.30)

SPM/ Target Capaian Setiap Tahun Realisasai Capaian Proyeksi
Indikator Standar IKK Catatan
Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun 2027 Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis

2024 (n-2) | 2025 (n-1) 2026 (n) (n-+1) 2024 (n-2) | 2025 (n-1) 2026 (n) 2027 (n-+1)

NTN 113.00 105.34 105.95 105.97 104.44 103.88 113.00 113.00

NTPi 113.00 101.56 102.98 103.00 100.35 100.27 113.00 113.00

Produksi Perikanan (Ton) 288,589.39 | 255,915.02 256,855.60 257,799.38 253,246.20 260,843.59 268,668.89 276,728.96

Produksi perikanan Budidaya (Ton) - éﬂrgilggygr?}jgﬁ)s' perikanan 131,389.52 | 128,115.02 128,755.60 129,399.38 127,470.63 131,294.75 135,233.59 139,290.60

Produksi Perikanan Tangkap (Ton) - ii?gi';ﬁﬁ‘iﬂ)ks' Perikanan 157,199.87 | 127,800.00 |  128,100.00 128,400.00 | 12577557 | 129,548.84 |  133,435.30 137,438.36

Produksi Hasil Olahan Perikanan - Jumlah Produksi Hasil Olahan

(Ton) . 19,738.45 16,802.33 17,306.21 17,825.40 15,514.06 16,802.33 17,306.21 17,825.40

Perikanan (Ton)

Persentase Kepatuhan Pelaku - Persentase Kepatuhan Pelaku

Usaha Kelautan dan Perikanan Usaha Kelautan dan Perikanan

terhadap ketentuan Perturan terhadap ketentuan Perturan 59.05 69.50 70.00 70.01 59.05 69.50 70.00 70.01

Perundang-undangan (%) Perundang-undangan (%)

Persentase pengelolaan - Persentase pengelolaan

sumberdaya kelautan dan sumberdaya kelautan dan 11.66 11.70 11.70 14.70 11.66 11.70 11.70 14.70

perikanan (%) perikanan (%) ' ) ’ ’ ' ) ) ’

Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Nilai SAKIP

(Poin) 68,20 70 72 74 68,20 69,00 72 74
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Berdasarkan Tabel 2 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu:
1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari
perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang
dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan yang
menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh
nelayan.

NTN Tahun 2024 memiliki target 113 % dan realisasi 104,44 %, sehingga
capaiannya adalah 92,42 % dari target dengan menggambarkan bahwa nelayan
memiliki tingkat kesejahteraan yang baik pada tahun 2024.

2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

NTPi adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nilai tukar pembudidaya ikan
yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya
dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Bisa dikatakan salah satu faktor
yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan pembudidaya ikan adalah
jumlah hasil yang diterima oleh pembudidaya. Nilai NTPi tahun 2024 memiliki target
113 % dan realisasi 100,35 %, sehingga capaiannya adalah 88,81 % dari target
menggambarkan bahwa pembudidaya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik
pada tahun 2024.

3. Meningkatnya Produksi Perikanan

Meningkatnya Produksi Perikanan, untuk jumlah produksi Kelautan dan
Perikanan ini merupakan akumulasi dari produksi perikanan budidaya dan
produksi perikanan tangkap, dimana capaian jumlah produksi Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024 sebesar 253.246,20 ton atau 87,75% % dari target sebesar
288.589,39 Ton.

Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar

127.470,63 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yakni

sebesar 124.733,54 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah

sebesar 97,02 persen. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya mengalami

kenaikan pada tahun 2024. Adapun usaha yang telah dilakukan untuk

meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah diadakannya program

pakan mandiri.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Budidaya :

1. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya dan pembenih
ikan sehingga menjadi kelompok yang mandiri.

2. Pemenuhan kebutuhan induk dan benih bermutu secara mandiri

3. Mendorong tumbuhnya industri penghasil sarana/peralatan/mesin
perikanan budidaya di dalam daerah sesuai standar.

4. Pengembangan perikanan budidaya secara intensif dan berkelanjutan.
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5. Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara
Pembenihan lkan yang Baik (CPIB).

6. Peningkatan daya saing produk perikanan budidaya melalui
sertifikasi Cara Budidaya lkan yang Baik (CBIB) sehingga proses
budidaya dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi.

7. Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya
yang efisien dan modern.

8. Pengembangan komoditas unggulan.

9. Penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan
dan sesuai dengan daya dukung.

10.Backyard Aquaculture (budidaya di pekarangan) dan pemanfaatan lahan
marginal.

11.Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species
ikan tahan perubahan lingkungan.

12.Pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya

13.Menggerakkan GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri)

Produksi Perikanan Tangkap

Capaian Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2024 memiliki target

157.199,87 ton dengan realisasi 125.775,57 ton atau 80,01 % belum

tercapai angka 100 %. Menurunnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

pada tahun 2024 disebabkan :

1. kurang memadainya Sarana Penangkapan ikan nelayan, Pola
penangkapan yang one day trip, Armada penangkapan masih
didominasi ukuran berskala kecil, dan Pelaksanaan pendataan masih
kurang optimal yang disebabkan jumlah SDM Pendata dengan luas
wilayah pendataan yang tidak ideal.

2. Mayoritas nelayan di Provinsi Riau merupakan nelayan kecil dengan
area penangkapan ikan dipesisir. hal ini menyebabkan ikan hasil
tangkapan sedikit.

3. Penurunan produksi terbesar terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir
disebabkan oleh :

- Pelaksanaan Pendataan kembali sarana penangkapan ikan
sehingga data penunjang khususnya jumlah RTP dan Armada
mengalami perubahan;

- Jumlah trip/hari melaut nelayan berkurang, jumlah RTP dan armada
pada perairan laut dan Perairan Daratan mengalami penurunan;

- Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan daratan
merupakan nelayan sambilan bukan nelayan penuh sehingga RTP
dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan berkurang.
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Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Penangkapan, seperti
Penerbitan Izin Usaha Penangkapan ikan sebanyak 200 rekomendasi izin.
Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target perikanan tangkap:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha perikanan tangkap dengan
melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada nelayan/kelompok
nelayan

2. Pembentukan kelompok nelayan tangkap.

3. Pemberian bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan
ikan.

4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota untuk
melibatkan penyuluh perikanan dalam pelaksanaan pendataan hasil
produksi perikanan tangkap.

Produksi Hasil Olahan Perikanan

Target Capaian Produksi Hasil Olahan Perikanan pada tahun 2024

sebesar 19.738,45 dengan realisasi capaian 15.514,06 atau 78,60 %.

Menurunnya Produksi Hasil Olahan Perikanan pada tahun 2024

disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Perubahan cuaca yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku
(kabupaten Bengkalis, Pelalawan);

2. Permintaan pasar dan minat masyarakat terhadap hasil olahan
mengalami penurunan karena lebih memilih ikan segar (Kabupaten
Siak);

3. Beberapa UPI tidak berproduksi karena pelaku usaha yang sudah tua
dan tidak ada keluarga yang melanjutkan usaha, meninggal dunia, dan
beralih ke profesi lain (Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan
Singingi;

4. Adanya perubahan cara menghitung produk olahan segar di kabupaten
Kampar yang pada tahun 2023 semua produk ikan segar dimasukkan
kedalam produk olahan segar. Sedangkan pada tahun 2024 yang
dimasukkan kedalam produk olahan segar hanya ikan segar yang
mengalami perlakuan.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di

pencapaian kinerja Tahun 2024 dalam produksi hasil olahan perikanan

sebagai berikut :

1. Menampilkan produk perikanan melalui pameran;

2. Melakukan pembinaan mutu hasil produk olahan ikan dalam
menciptakan SDM UPI yang berkualitas sehingga produknya bisa
dijual ke provinsi dan negara tetangga;

3. Melakukan Koordinasi dengan dinas terkait untuk pengembangan
produk olahan;

4. Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.
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5. Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan

2.3
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Meningkatnya Kepatuhan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan
yaitu Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (%) memiliki target 59,05 % realisasi
59.05 % atau 100 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi
Presentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 memiliki realisasi
sebesar 87,59%. Tingginya capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan
dan perikanan ini karena telah aktif kegiatan pengawasan yang dilakukan

Meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Meningkatnya Tata Kelola Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu
Persentase Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%) pada tahun
2024 memiliki target 11.66%, realisasi 11,66% atau 100%. Terpenuhinya Capaian
Presentase Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dikarenakan upaya
yang dilakukan dengan percepatan proses integrasi RZWP3K kepada RTRW
Provinsi Riau, sehingga legalitas pemanfaatan, dan pengembangan wilayah

pesisir di Provinsi Riau dapat berjalan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai fungsi
berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam
pelaksanaan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berkoordinasi
dengan instansi terkait pada pemerintahan daerah serta instansi vertikal dibawah
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tugas utama Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau antara lain bidang administrasi
kesekretariat, perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, bidang
pengawasan kelautan, bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan
perikanan yang implementasikan melalui peningkatan nilai produksi hasil
perikanan, peningkatan konsumsi ikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kelautan dan perikanan.

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan
berdasarkan atas asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Pada
pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang
sesuai dengan fungsi teknisnya di dalam mengkoordinasikan kegiatan, antara lain
untuk kegiatan administrasi perencanaan anggaran dan evaluasi dilaksanakan
oleh sekretariat, untuk pelaksanaan teknis kegiatan perikanan budidaya
dilaksanakan oleh bidang perikanan budidaya, kegiatan perikanan tangkap
dilaksanakan oleh bidang perikanan tangkap, untuk kegiatan pengawasan dan
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh bidang kelautan dan
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pengawasan serta pada kegiatagn pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

dan kelautan yang meliputi pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan

perikanan, akses pasar dan promosi serta usaha dan logistik.

Untuk mendukung kegiatan-kegiaan bidang dari aspek teknis dibantu oleh

unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan spesifikasi teknisnya yaitu unit

pelaksana teknis (UPT), meliputi :

1.

Budidaya perikanan yang mengurusi produksi benih dan pengembangan

benih budidaya air payau dan laut.

. Penerapan mutu hasil perikanan yang mengurusi masalah mutu hasil

perikanan

Pelabuhan perikanan yang menangani kegiatan pelabuhan untuk kapal-kapal
perikanan di wilayah perairan provinsi Riau

Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah | yang menangani
pengendalian dan pengawasan sumberdaya | serta penegakan hukum
kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indragiri Hilir dengan area sungai
kabupaten Pelalawan.

Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikana wilayah 1l yang menangani
pengendalian dan pengawasan sumberdaya Il serta penegakan hukum
kelautan dan perikanan di wilayah perairan Merantidan Siak

Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikana wilayah 11l yang menangani
pengendalian dan pengawasan sumberdaya Il serta penegakan hukum
kelautan dan perikanan di wilayah perairan Rokan Hilir dengan Wilayah jelajah
Kota Dumai.

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas

dan fungsi dari bidang teknis dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Riau adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3. Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis

Program Masalah Isu Strategis Rencana Perumusan
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Prioritas
Perikanan 1. Terjadinya penurunan Masih - Penjaminan Ketersediaan
Tangkap SDI dan Over Fishing rendahnya Sarana Usaha Perikanan
pada beberapa perairan | produktivitas Tangkap sampai 12 Mill
2. Masih dominannya tangkap - Penjaminan Ketersediaan
armada penangkapan Sarana Usaha Perikanan
ikan skala kecil Tangkap untuk Perairan

3. Kualitas dan kuantitas Umum
sarana dan prasarana
pelabuhan belum
memenuhi standar
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Perikanan Ketersediaan benih dan | Masih Penjaminan Ketersediaan
Budidaya induk bermutu masih rendahnya Sarana Pembudidayaan
rendah produktivitas Ikan di Laut
Belum berkembangnya | budidaya Pengelolaan Kesehatan
skala usaha perikanan Ikan dan Lingkungan
budidaya Budidaya di Laut dan
Sarana dan prasarana Lintas Daerah
perikanan budidaya Kabupaten/Kota
belum memadai Penyediaan Sarana
SDM dengan keahlian Pembudidayaan lkan di Air
tertentu dibidang Payau dan Air Tawar yang
budidaya payau dan laut Penggunaan Sumber
terbatas Dayanya Lebih Efisien
Komoditas jenis ikan apabila Dilakukan oleh
yang dihasilkan terbatas Daerah Provinsi dan/atau
Sarana dan prasarana Manfaat
budidaya yang
memenuhi persyaratan
teknis masih kurang
Pengolahan Terbatasnya SDM dan Rendahnya Pelaksanaan Bimbingan
Pemasaran penguasaan teknologi industrialisasi dan Penerapan
Hasil produksi perikanan non | produk hasil Persyaratan atau Standar
Perikanan konsumsi kelautan dan Pada Usaha Pengolahan
Terbatasnya SDM dan perikanan dan Pemasaran Skala
penguasaan teknologi Menengah dan Besar
produk olahan hasil
perikanan
Terbatasnya akses
permodalan dalam
mendukung tataniaga
pemasaran hasil
perikanan
Biaya operasional
monitoring keamanan
pangan produk
perikanan masih rendah
Biaya operasional
pengujian mutu masih
terbatas
Sarana, prasarana, SDM
UPT PMHP masih
terbatas
Kelautan Kurangnya pemahaman | Belum Pengawasan Usaha
dan masyarakat dalam optimalnya Perikanan Tangkap
Pengawasan pemanfaatan pengawasan sampai dengan 12 Mil
sumberdaya kelautan terhadap Pengawasan Usaha
dan perikanan yang sumberdaya Perikanan Bidang
bertanggung jawab dan | kelautan dan Pembudidayaan lkan di
berkelanjutan perikanan Laut sampai dengan 12

Sarana, prasarana, SDM
dan biaya operasional
pengawasan terbatas
Terbatasnya SDM PPNS
yang memiliki sertifikasi
Rendahnya biaya
operasional
pengawasan di wilayah
Provinsi Riau

Sarana dan prasarana
UPT masih rendah

Mil

Pengawasan Usaha
Perikanan Bidang
Pembudidayaan lkan di
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya
yang Dapat Diusahakan
Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi Sesuai dengan
Kewenangannya
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Adapun permasalahan — permasalahan yang ada pada kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

a.

Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Riau belum dapat
menyelesaikan seluruh permasalahan pokok diantaranya adalah kemiskinan
nelayan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta
keterbatasan sarana dan prasarana.

Terjadinya inflasi harga-harga kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan
harga bahan baku pakan ikan ikut melonjak dan berakibat pada semakin
tingginya biaya produksi.

Masih rendahnya nilai tambah budidaya perikanan karena sebagian besar
masih dijual berupa ikan segar, belum berupa hasil industri sebagaimana
yang kita harapkan.

Masih terjadi illegal fishing di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri
Hilir yang menggunakan pukat harimau (Trawl), cantrang, dan lampara yang
berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan dan penurunan stok ikan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas kelautan dan

Perikanan Provinsi Riau yaitu:

Tantangan meliputi :

Sumberdaya Ikan yang semakin terbatas pada zona penangkapan dbawah
4 mil,

IUU Fishing (lllegal, unreported, unregulated) diantaranya Pelaku usaha
melakukan operasional penangkapan ikan tidak dilengkapi dokumen
perizinan,

Ketimpangan Pemanfaatan : Konflik Antar Wilayah Nelayan, Alat Tangkap
Yang Tidak Ramah Lingkungan

Kebiasaan nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara one day trip /
one day fishing

Harga pakan ikan relatif mahal sementara 70 persen ongkos produksi untuk
pembelian pakan ikan

Sebagian besar usaha perikanan budidaya masih di skala usaha mikro kecil
Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada permendagri no. 90 tahun
2019 bahwa pembinaan pada Unit Pengolahan lkan (UPI)/UMKM yang
berskala menengah dan besar.

belum optimalnya peningkatan kapasitas dan stabilitas pemenuhan bahan
baku bagi usaha pengolahan ikan yang berkelanjutan, serta belum
optimalnya promosi hasil usaha pengolahan unit pengolahan ikan

Adanya Kewenangan Pengelolaan Ruang Laut 0-12 Mil dan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki UPT

berupa kapal pengawas maupun kendaraan pengawas dalam menunjang
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kinerja patroli pengawasan dari O s/d 12 mil laut sesuai kewenangan yang
dimiliki.
Masih sering terjadi konflik sosial baik yang melibatkan sesama nelayan

dalam satu Kabupaten maupun antar Kabupaten

Peluang meliputi :

Tersedianya SDM sektor Perikanan Tangkap cukup banyak dan terampil
serta membuka lapangan kerja baru dengan jumlah nelayan 57.607 orang
nelayan.

Sumber daya ikan masih tersedia di WPP 711 (Laut China Selatan dengan
potensi lestari 767.126 Ton) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman
dengan potensi lestari 425.444 Ton).

Potensi Perikanan Budidaya yang sangat besar 237.639,37 ha terdiri dari
perikanan air tawar 57.340,12 ha, air laut 149.030,68 ha dan air payau
31.268,57 ha.

Adanya kampung kakap putih (Kab. Kep. Meranti) dan kampung patin (Kab.
Kampar) di Riau

Dukungan pemerintah bagi kemudahan birokrasi perizinan pengolahan
perikanan

Adanya Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan telah
dicadangkan oleh gubernur.

Kebutuhan Benur Udang Vaname di Provinsi Riau mencapai 2,3 milyar
ekor/tahun

Jumlah pelaku usaha pembenihan rakyat (UPR) ikan air tawar cukup tinggi

di Provinsi Riau

2.4 Reviuw Terhadap Rencana Awal RKPD
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Review terhadap RKPD Provinsi Riau tahun 2026 dilakukan untuk

membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelauatan

dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk merumuskan Program atau Kegiatan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 upaya dalam

menunjang aspek perencanaan yang mencakup semua sector Kelautan dan

Perikanan melalui Peningkatan Koordinasi antar Stakeholder, Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang

lainnya serta pemutakhiran data yang akurat untuk menghasilkan perencanaan

yang optimal.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dibandingkan dengan RKPD Tahun

2026 terdapat beberapa catatan antara lain :

1.

2.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat penyesuaian
indikator Program dan penyesuaian kekurangan pendanaan.

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat
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penyesuaian indikator program kegiatan dan sub kegiatan serta target
indikator.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat penyesuaian
indikator program kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator. Dari
kegiatan ini akan menghasilkan usaha pengolahan skala menengah dan

besar.

Hasil review RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.
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Tabel. 2.4
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN PERIODE 2026 (Tabel T-C 31)

Hasil Analisis Kebutuhan

N Rancangan Awal RKPD CATATAN
0.
Program/ Kegiatan Lokasi Indikatorr Kinerja -(I;:lr;?afi!;n Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikatorr Kinerja Target Capaian | Kebutuhan Dana PENTING
1) 2 3 4 ®) (6) ) (8 9 (10) (11) (12)
SENASAG 35,174,363,891.48 SENRSAST 30,202,614,262
Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
BES(SBAR\QI\SIS\I/?EFEJIEJTAA\II\‘-&N Kebutuhan Pelayanan 100 Persen URUSAN Kebutuhan Pelayanan 100 Persen
DAERAH PROVINSI Administrasi 35,174,363,891.48 PEMERINTAHAN Administrasi 30,202,614,262
Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
Perencanaan, Jumlah Laporan 1 Laporan Perencanaan, Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 35,021,028.98 Penganggaran, dan Kinerja Perangkat 150,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Daerah (Laporan)
Daerah (Laporan) Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Pekanbaru | Perencanaan ) Perencanaan Perangkat Pekanbaru | Perencanaan 1 Dokumen 50.000.000
Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah e
Evaluasi Kinerja Perangkat Pekanbaru ‘i?&l:jlz Laporan Evaluasi 1 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Pekanbaru ‘|]<lijr?;|rej‘2 Laporan Evaluasi 1 Laporan
Daerah Perangkat Daerah 19,999,760.00 Daerah Perangkat Daerah 50,000,000
Penyelenggaraan Walidata %ZT;T;S;;QZE Hasil Penyelenggaraan Walidata ‘Ill:e?;/irl]easg:?;gﬂ \|-l\|laejli|data
gzrel?:tl:ung Statistik Sektoral Pekanbaru Walidata Pendukung 1 Dokumen 15,021,268.98 ggﬂtocl)urlgrgzesrt;t:snk Pekanbaru Pendukung Statistik 1 Dokumen 50,000,000
Statistik Sektoral Daerah Sektoral Daerah
Terpenuhinya
Administrasi Keuangan Jumlah laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Laporan Administrasi Keuangan administrasi keuangan 5 Laporan

Perangkat Daerah

31,944,949,844

Perangkat Daerah

perangkat daerah yang
dipenuhi

24,717,817,818
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Penyediaan Gaji dan

Jumlah Orang yang

210 Orang/

Penyediaan Gaji dan

Jumlah Orang yang

: Pekanbaru | Menerima Gaji dan : Pekanbaru | Menerima Gaji dan 143 Orang
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bulan 31,944,949,844 Tunjangan ASN Tunjangan ASN 24,717,817,818
Administrasi Barang Milik Tgla_k;ananya Administrasi Barang Milik Ju_lmkle(tjh Iap(r)]randbarang
Daerah pada Perangkat A. T“'”'S”as' Barang 1 Laporan Daerah pada Perangkat miiik daeran paca 1 Laporan
Daerah Milik Daerah pada 49,785,000 Daerah perangkat daerah yang 378,000,000
Perangkat Daerah dikelola
Pengamanan Barang Milik Jumiah Dokumen Pengamanan Barang Milik Jumiah Dokumen
Dae?ah SKPD 9 Pekanbaru | Pengamanan Barang ) Dae?ah SKPD 9 Pekanbaru | Pengamanan Barang Milik 2 Dokumen 220.000.000
Milik Daerah SKPD Daerah SKPD e
Jumlah Laporan Hasil .
Penilaian Barang Milik ‘lllérrr:ilg?ahag:::;] Hﬁﬁ:ll(
Koordinasi dan Penilaian Pekanbaru Daerah dan Hasil 1 Laporan Koordinasi dan Penilaian Pekanbaru | Daerah dan Has?l 14 Laporan
Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian P 49,785,000 Barang Milik Daerah SKPD o o P 70,000,000
e Koordinasi Penilaian
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah SKPD
SKPD g
- Jumlah Laporan Jumlah Laporan
BZZ?LiUSZSZZnKEgang Milik Pekanbaru | Penatausahaan Barang ) ;tie”nkatDa;J;gr;]aag dgaéinlgD Pekanbaru | Penatausahaan Barang 14 Laporan 88.000.000
P Milik Daerah pada SKPD P Milik Daerah pada SKPD e
Administrasi Umum ;erz?rngRI:;aUmum 6 Jenis Administrasi Umum ‘;:rr?;?:uggﬁ;;ezrsi 6 Jenis
Perangkat Daerah 552,441,931.50 Perangkat Daerah ) . P 1,246,766,873
Perangkat Daerah Dinamis pada SKPD
Jumlah Paket Komponen Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan Pekanbaru | Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan | Pekanbaru | Listrik/Penerangan 2 Paket
- 90,000,000
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan Penyediaan Peralatan dan dan
Perlengkapan Kantor Pekanbaru Perlengkapan Kantor 5 Paket 126,231,495.50 Perlengkapan Kantor Pekanbaru Perlengkapan Kantor yang 5 Paket 50,000,000

yang Disediakan

Disediakan
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Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah Paket Bahan

Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah Paket Bahan

Kantor Pekanbaru Lc_ngst_lk Kantor yang 5 Paket 46,760,000 Kantor Pekanbaru Lc_)glst_lk Kantor yang 5 Paket 235,002,000
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang

Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan

dan Penggandaan Pekanbaru Penggandaan yang 15 Paket 49,450,436 Cetakan dan Penggandaan Pekanbaru Penggandaan yang 15 Paket 103,300,873
Disediakan Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan

LS . Penyelenggaraan Rapat LS . Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Pekanbaru Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 330,000,000 Koordinasi dan Konsultasi Pekanbaru Koordinasi dan Konsultasi 155 Laporan 738,464,000

SKPD SKPD
SKPD SKPD

Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen

Dinamis Pekanbaru | Penatausahaan Arsip a Dinamis Pekanbaru | Penatausahaan Arsip 11 Dokumen 30.000 000

pada SKPD Dinamis pada SKPD pada SKPD Dinamis pada SKPD e

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jenis jasa

Penunjang Urusan Penunjang Urusan 2 Jenis Penunjang Urusan penunjang urusan 2 Jenis

/ d 2,268,280,311 g pemerintah daerah yang 3,147,549,151

Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dipenuhi
Jumlah Laporan Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Pekanbaru | Komunikasi, Sumber 4 Laporan Komunikasi, Sumber Daya Pekanbaru | Komunikasi, Sumber Daya 4 Laporan

Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang 1,889,992,983 Air dan Listrik Air dan Listrik yang 1,769,992,995
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Umum Kantor Pekanbaru Pelayanan Umum Kantor 44 Laporan 378,287,328 Pelayanan Umum Kantor Pekanbaru Pelayanan Umum Kantor 44 Laporan 1,377,556,156
yang Disediakan yang Disediakan

- Jumlah Jenis barang Pengadaan Barang Milik Jumlah Jenis barang
FEmEEREE [EEreEg) (Al milik daerah penunjan Daerah Penunjan milik daerah penunjan
Daerah Penunjang Urusan p jang jang P lang 2 Jenis

Pemerintah Daerah

urusan pemerintah
daerah yang diadakan

Urusan Pemerintah
Daerah

urusan pemerintah
daerah yang diadakan

160,494,125
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Pengadaan Sarana dan

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung

Pengadaan Sarana dan

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor

Prasarana Gedung Kantor Pekanbaru | | -t atau Bangunan ) Prasarana Gedung Kantor Pekanbaru | . Bangunan Lainnya 14 Unit 135,494,125
atau Bangunan Lainnya . g™ atau Bangunan Lainnya e
Lainnya yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung kanb d Prasarana Pendukung Kkanb d .
Gedung Kantor atau Pekanbaru | Gedung Kant(_)r atau ) Gedung Kantor atau Pekanbaru | Gedung Kant(_)r atau 3 Unit 25.000.000
Banaunan Lainnva Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnva Bangunan Lainnya yang ' '
9 Y Disediakan 9 Y Disediakan
. . Terlak_sananya Pemeliharaan Barang Jumlah Jenis barang
Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang ilik h . ilik d h ;
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang 27 Jenis Milik Daerah Penunjang milik daeran penunjang 27 Jenis
. ) 323,885,776 Urusan Pemerintahan urusan pemerintah 401,986,295
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan .
Daerah daerah yang diadakan
daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kenda_raan Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kenda_raan
. . Perorangan Dinas atau . . Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak . . Pemeliharaan dan Pajak : .
. Pekanbaru | Kendaraan Dinas Jabatan 27 Unit Pekanbaru | Kendaraan Dinas Jabatan 27 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas ang Dipelihara dan 277,445,776 Kendaraan Perorangan ang Dipelihara dan 167,166,295
atau Kendaraan Dinas }éibg arEan Paiaknva Dinas atau Kendaraan éibg arEan Paiaknva
Jabatan y jaKny Dinas Jabatan y jakny
Pemeliharaan Peralatan dan Pekanbaru i/luen;:?\hin?\;alztagndan 278 Unit Pemeliharaan Peralatan Pekanbaru ‘Igl'lvlen;:ﬁhLZiirnathagndan 278 Unit
Mesin Lainnya esir yayang 46,440,000 dan Mesin Lainnya esir ya yang 135,000,000
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana ! .
Pekanbaru | Kantor atau Bangunan Pekanbaru | atau Bangunan Lainnya 1 Unit
Gedung Kantor atau Lainnya yang - Gedung Kantor atau yang 99,820,000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Bidang Kelautan dan Bidang Kelautan dan
Pengawasan 328,092,460 Pengawasan 1,480,974,630
Persentase Laut, Pesisir PROGRAM Persentase Laut, Pesisir
PROGRAM PENGELOLAAN dan Pulau-pulau kecil PENGELOLAAN Provinsi dan Pulau-pulau kecil
i 0, i 0,
KELAUTAN, PESISIR DAN yang meningkat 11,70% 328,092,460 KELAUTAN, PESISIR Riau yang meningkat 11,70% 1,480,974,630

PULAU-PULAU KECIL

efektivitas
pengelolaannya (%)

DAN PULAU-PULAU
KECIL

efektivitas
pengelolaannya (%)
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Pengelolaan Ruang Laut

Jumlah Luas Ruang
Laut sampai dengan 12

Pengelolaan Ruang Laut

Jumlah Luas Ruang Laut

) A . . 126097,64 Sampai Dengan 12 Mil di sampai dengan 12 Mil
Sampa! Dengan 12 Mil di _ Pekanbaru | Mil D|Iuar'M|nyak_dan ha 283,069,460 Luar Minyak dan Gas Pekanbaru Diluar Minyak dan Gas 205601,64 Ha 1,105,974,630
Luar Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi yang dikelola . ; dikelol
(Ha) Bumi Bumi yang dikelola (Ha)
Pengelolaan Kawasan Pengelolaan Kawasan
9 A . Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Luasan Kawasan
Konservasi di Wilayah Pesisir . i di Wilavah isir d | | . i di Wilavah
dan Pulau-Pulau Kecil Proy|n3| Kon_s«_erva3| i Wilayal 18536 10 Ha Pes!sw an Pulau-Pulau Proy|n3| Kon_st_erva5| i Wilayal 201491.72
. Riau Pesisir dan Pulau-Pulau ’ 146,949,460 Kecil Berdasarkan Riau Pesisir dan Pulau-Pulau ’ 650,000,000
Berdasarkan Penetapan dari ) ) . .
: Kecil yang Terkelola Penetapan dari Pemerintah Kecil yang Terkelola
Pemerintah Pusat
Pusat
AT . . Luasan Wilayah Perairan Rehabilitasi Wilayah . Luasan Wilayah Perairan
Reh_a_blllta3| Wilayah Peralrarj Pro_vlnS| Pesisir dan Pulau- Pulau 2 Ha 136120000 | Perairan Pesisir dan Pulau- Pro_\/lnSI Pesisir dan Pulau- Pulau 6 Ha 264338068
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Riau . . S . Riau . . S
Kecil yang Direhabilitasi Pulau Kecil Kecil yang Direhabilitasi
Jumlah Masyarakat Jumlah Masyarakat Pesisir
Pesisir dan Pulau-Pulau Mitigasi Bencana Wilavah dan Pulau-Pulau Kecil
Mitigasi Bencana Wilayah Provinsi Kecil yang memperoleh ) Pes?sir dan Pulau ula)l/J Provinsi yang memperoleh 50 Oran
Pesisir dan Pulau pulau Kecil Riau informasi terkait mitigasi - Kecil P Riau informasi terkait mitigasi 9 100,000,000
Bencana Melalui Program Bencana Melalui Program
Mitigasi Bencana WP3K Mitigasi Bencana WP3K
Penyusunan Materi Teknis ,\Dﬂzgtjan;]ege'\r’l;:grr: Leelg?sl?r Penyusunan Materi Teknis “Dﬂﬂlgl:;;ege'\:l;:gﬂ L‘;I;?Sllsr
Perairan Pesisir dan Pulau- Perairan Pesisir dan Pulau-
. . Pekanbaru | pada RTRW - . . Pekanbaru | pada RTRW 1 Dokumen
pulau Kecil/Dokumen Final o . - pulau Kecil/Dokumen Final o : 91,636,562
RZWP-3-K Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi/Dokumen Final
RZWP-3-K RZWP-3-K
Penerbitan Izin Penerbitan lzin
Pemanfaatan Ruang Laut di Jumlah Izin yang 9izin Pemanfaatan Ruang Laut Jumlah lIzin yang 9 Izin
Bawah 12 Mil di Luar Diterbitkan 45,023,000 di Bawah 12 Mil di Luar Diterbitkan 75,000,000
Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi
Jumlah Dokumen Jumlah Rekomendasi
Pengelolaan Perizinan Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Perizinan dalam
Berugaha Sektor Kelautan Provinsi Pengelolaan Perizinan 1 Dokumen Izin Pelaksanaan Provinsi Pelaksanaan Reklamasi di 1 Rekomedasi
Riau Berusaha Sektor 45,023,000 Reklamasi di Perairan Riau 75,000,000

dan Perikanan

Kelautan
dan Perikanan

Pesisir

Perairan Pesisir yang
Diterbitkan
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Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kelompok

Pemberdayaan

Jumlah Kelompok

Pesisir dan Pulau-Pulau Prgi\glrjm Masyarakat yang - ) Masyarakat Pesisir dan Prlgi\glrJSI Masyarakat yang 18 Kelompok 300.000.000
Kecil diberdayakan Pulau-Pulau Kecil diberdayakan e
Pengembanaan Kapasitas Jumlah Masyarakat Pengembanaan Kapasitas Jumlah Masyarakat Pesisir
Masgarakat %esisir%an Provinsi Pesisir dan Pulau-Pulau i} Masgarakat gesisir%an Provinsi dan Pulau-Pulau Kecil 60 Oran
4 ; Riau Kecil yang Meningkat - Y - Riau yang Meningkat 9 150,000,000
Pulau-Pulau Kecil ) Pulau-Pulau Kecil ;
Kapasitasnya Kapasitasnya
Jumlah kelompok Jumlah kelompok
Masyarakat yang Penguatan dan Masyarakat yang
Penguatan dan . mengikuti penguatan dan Pengembangan . mengikuti penguatan dan
Pengembangan Provinsi Provinsi
A pengembangan - Kelembagaan Masyarakat ; pengembangan 2 Kelompok
Kelembagaan Masyarakat Riau kelemb. K - isir d | Riau kelemb. K 150,000,000
Pesisir dan Pulau-Puau Kecil elembagaan masyarakat Pesisir dan Pulau-Puau elembagaan masyarakat
pesisir dan pulau - pulau Kecil pesisir dan pulau - pulau
kecil kecil
BIDANG TANGKAP 1,123,447,580 BIDANG TANGKAP 5.842,652,454
Jumlah Produksi Jumlah Produksi
Perikanan(Ton) 256,855.60 Perikanan(Ton) 256,855.60
PROGRAM PENGELOLAAN ﬁ,‘é’:i‘l'(zrr']:nmd“ks' EESSE?OMLAAN Jumlah Produksi 198.100.00
PERIKANAN TANGKAP Tangkap(Ton) 128,100.00 1,123,447,580 PERIKANAN TANGKAP Perikanan Tangkap(Ton) 5,842,652,454
Pengelolaan Penangkapan Jléﬂi:;’:}”@;]ahka Ezggﬁloklgagn kan di Jumlah wilayah
lkan di Wilayah Laut P gkap 2 Wilayah gkap perikanan tangkap dilaut 3 Wilayah

Sampai Dengan 12 Mil

dilaut yang
dimanfaatkan

667,976,000

Wilayah Laut Sampai
Dengan 12 Mil

yang dimanfaatkan

3,925,995,811
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Jumiah d_ata dan ’ Jumlah data dan Informasi
. - Informasi Sumber Daya Penyediaan Data dan -
Penyediaan Data dan Provinsi Ikan yang Tersedia di 1 Dokumen Informasi Sumber Daya Provinsi Sumber Daya lkan yang 1 Dokumen
Informasi Sumber Daya lkan Riau N yang : 104,530,000 4 Riau Tersedia di Wilayah Laut 200,000,000
Wilayah Laut sampai lkan - :
. sampai dengan 12 Mil
dengan 12 Mil
Jumlah Sarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha
Penyediaan Sarana Usaha Provinsi Perikanan Tangkap yang 330 Unit Penyediaan Prasarana Provinsi Perikanan Tangkap yang 2 Unit
Perikanan Tangkap Riau Tersedia di Wilayah Laut 563,446,000 Usaha Perikanan Tangkap Riau Tersedia di Wilayah Laut 300,000,000
sampai dengan 12 Mil sampai dengan 12 Mil
Jumlah Prasarana Usaha I . Jumlah Sarana Usaha
. - . Penjaminan Ketersediaan - :
Penyediaan Prasarana Provinsi Perikanan Tangkap yang Sarana Usaha Perikanan Provinsi Perikanan Tangkap yang 1522 Unit
Usaha Perikanan Tangkap Riau Tersedia di Wilayah Laut - Riau Tersedia di Wilayah Laut 3,425,995,811
3 : Tangkap B -
sampai dengan 12 Mil sampai dengan 12 Mil
Pengelolaan
Pengelolaan Penangkapan Penangkapan Ikan di
lkan di Wilayah Sungai, Jumlah wilayah Wilayah Sungai, Danau, .
; Jumlah wilayah
Danau, Waduk, Rawa, dan perikanan tangkap Waduk, Rawa, dan )
- . . ) ] : . perikanan tangkap :
Genangan Air Lainnya yang diperairan umum 1 Wilayah Genangan Air Lainnya . - 4 Wilayah
; : 412,891,580 . diperairan umum daratan 1,680,000,000
dapat Diusahakan Lintas daratan yang yang dapat Diusahakan ang dimanfaatkan
Kabupaten/Kota dalam 1 dimanfaatkan Lintas Kabupaten/Kota yang
(Satu) Daerah Provinsi dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Jumlah Data dan Jumlah Data dan Informasi
Informasi Sumber Daya Sumber Daya lkan yang
P di Data d Provinsi Ikan yang Tersedia di Penyediaan Data dan Provinsi Tersedia di Wilayah
enyediaan Data dan rovinsi Wilayah Perairan Darat i rovinsi Perairan Darat
Informasi Sumber Daya lkan Riau y - :Efac:]rmaa Sumber Daya Riau 1 Dokumen 180,000,000
Jumlah Sarana Usaha Peniaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha
Penyediaan Sarana Usaha Provinsi Perikanan Tangkap yang 287 Unit Sarrjma Usaha Perikanan Provinsi Perikanan Tangkap yang 45 Unit
Perikanan Tangkap Riau Tersedia di Wilayah 412,891,580 Tanaka Riau Tersedia di Wilayah 1,500,000,000
Perairan Darat gkap Perairan Darat
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Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Tangkap untuk

Jumlah Penerbitan Izin
Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal

Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Tangkap untuk

Jumlah Penerbitan Izin
Usaha Perikanan
Tangkap untuk Kapal

Kapal Perikanan Berukuran Perikanan Berukuran di 180 Izin Kapal Perikanan - . 180 Izin
di atas 10 GT sampai atas 10 GT sampai 42,580,000 Berukuran di atas 10 GT Perikanan Berukuran di 236,656,643
dengan 30 GT dengan 30 GT sampai dengan 30 GT atas 10 GT sampali
9 enga P 9 dengan 30 GT diterbitkan
diterbitkan
Rekomendasi Perizinan Provinsi Tingkat Penyelesaian 100 Penerbitan Rekomendasi Provinsi Jumlah Rekomendasi 160
Berusaha Subsektor Riau Rekomendasi Perizinan Persentase 42,580,000 1zin Riau Perizinan Rekomendasi 85,000,000
Penangkapan dan Berusaha Subsektor Usaha Perikanan Tangkap Usaha Perikanan Tangkap
Pengangkutan lkan untuk Penangkapan dan untuk yang
kapal ukuran diatas 5 GT - 30 Pengangkutan Ikan untuk Kapal Perikanan Berukuran Diterbitkan
GT dan beroperasi sampai kapal ukuran diatas 5 GT di
dengan 12 mil - 30 GT dan beroperasi Atas 10 GT sampai dengan
sampai dengan 12 mil 30
GT
Penyediaan Data dan Provinsi Jumlah Data dan Penyediaan Data dan Provinsi Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen
InformasiUsaha Perikanan Riau Informasi PerizinanUsaha InformasiUsaha Perikanan Riau PerizinanUsaha Perikanan 151,656,643
Tangkap untukKapal Perikanan Tangkap Tangkap untukKapal Tangkap yangTersedia
Perikanan Berukuran diAtas yangTersedia Perikanan Berukuran
10 GT sampai dengan 30GT diAtas 10 GT sampai
) dengan 30GT
BIDANG BUDIDAYA 582,465,929 BIDANG BUDIDAYA 4.716,637,138
L Jumlah Produksi PROGRAM L Jumlah Produksi
PROGRAM PENGELOLAAN Provinsi ] Provinsi ]
PERIKANAN BUDIDAYA Riau Perikanan 128,755.60 582,465,929 PENGELOLAAN Riau Perikanan 128,755.60 4.716,637,138

Budidaya(Ton), Ekor

PERIKANAN BUDIDAYA

Budidaya(Ton), Ekor
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Penerbitan Izin Usaha
Perikanan di Bidang
Pembudidayaan lkan Yang

Jumlah Izin Usaha
Perikanan di Bidang
Pembudidayaan lkan

Penerbitan Izin Usaha
Perikanan di Bidang
Pembudidayaan lkan

Jumlah Izin Usaha
Perikanan di Bidang
Pembudidayaan lkan

. Yang Usahanya Lintas Yang Usahanya Lintas Yang Usahanya Lintas 5izin
E:\Srllare]\)t/:nhl(n()t?;dz?;r;aq Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota 20,000,000
(satu)pDaerah Provinsi dalam 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi Provinsi Provinsi
Jumiah Data dan ) Jumlah Data dan Informasi
. Informasi Usaha Penyediaan Data dan ) P
Penyediaan Data dan . iK di Bid f . h ik . Usaha Perikanan di Bidang
Informasi Usaha Perikanan di Provinsi Perikanan di Bidang Informasi Usaha Perikanan Provinsi Pembudidayaan lkan di 1 Dokumen
) . Riau Pembudidayaan Ikan di di Bidang Pembudidayaan Riau 20,000,000
Bidang Pembudidayaan Ikan Laut Berdasarkan Skala
Laut Berdasarkan Skala lkan Usaha dan Tinakat Risiko
Usaha dan Tingkat Risiko 9
Jumlah Izin Kapal Jumlah lIzin Kapal
Penerbitan lzin Kapal Pengangkut Hasil Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil
Penganakut Hasilp Pembudidayaan lkan Pengangkut Hasil Pembudidayaan lkan
Pemgbudgida aan Ikan Berukuran sampai Pembudidayaan lkan Berukuran sampai
Berukuran gam ai denaan dengan 30 GT yang Berukuran sampai dengan 30 GT yang
p ga Beroperasi di Wilayah dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah -
30 GT yang Beroperasi di g ] PR e ] 3izin
Wilavah Administrasinva Administrasinya, serta Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta 20,000,000
serta)(Tidak Men unalzlaﬁ Tidak Menggunakan Administrasinya, serta Tidak Menggunakan
Modal Asin dar?/gtau Modal Asing dan/atau Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau
Tenaga Ker'ga Asin Tenaga Kerja Asing Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang
9 ! 9 yang di terbitkan yang Tenaga Kerja Asing di terbitkan yang di
di terbitkan terbitkan
Penerbitan Rekomendasi 1zin i:mgﬁzz:kgriﬁ?f;slﬁm Penerbitan Rekomendasi Jumlah Rekomendasi 1zin
Kapal Pengangkut Hasil . p =ngang 1zin Kapal Pengangkut . Kapal Pengangkut Hasil
- Provinsi Pembudidayaan Ikan . . Provinsi : .
Pembudidayaan Ikan A P Hasil Pembudidayaan Ikan ] Pembudidayaan lkan yang 1 Rekomendasi
) Riau yang menjadi . Riau - 20,000,000
Berukuran sampai dengan 30 Kewenanagan Provinsi Berukuran sampai dengan menjadi Kewenangan
GT anga 30 GT Provinsi yang Diterbitkan
yang Diterbitkan
Penerbitan Tanda Daftar Penerbitan Tanda Daftar
bagi Pembudi Daya lkan Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Jumlah Tanda Daftar
Kecil (TDPIK) di Laut dan bagi Pembudi Daya lkan Kecil (TDPIK) di Laut dan bagi Pembudi Daya lkan 3 Kawasan
Lintas Daerah Kecil (TDPIK) di Laut Lintas Daerah Kecil (TDPIK) di Laut 70,000,000

Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

dan Lintas Daerah
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Penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudi Daya lkan Kecil

Jumlah Rekomendasi
Perizinan Berusaha Skala

Penerbitan Tanda Daftar
bagi Pembudi Daya Ikan

Jumlah Rekomendasi
Perizinan Berusaha Skala

(TDPIK) di Laut dan Lintas Provinsi Mikro dan Kecil di Laut Kecil (TDPIK) di Laut dan Provinsi Mikro dan Kecil di Laut dan 100
Daerah Kabupaten/Kota Riau dan Lintas Daerah - Lintas Daerah Riau Lintas Daerah Rekomendasi 70,000,000
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Kabupaten/Kota dalam 1 Kabupaten/Kota dalam 1
Provinsi (Satu) Daerah Provinsi (Satu) Daerah Provinsi (Satu) Daerah Provinsi

Jumlah . Jumlah kawasan/wilayah
Pengelolaan kawasan/wilayah Pengelolaan perikanan budidaya ikan
Pembudidayaan lkan di perlka_nan budidaya 3 Kawasan 150,695,929 Pembudidayaan lkan di dilaut yang 3 Kawasan 2.506,637,138
Laut ikan dilaut yang Laut .

. dimanfaatkan

dimanfaatkan

Penyediaan Data dan Jumiah D_ata dan Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi
. : — Informasi h - L - ;

Informasi Pembudidayaan Provinsi Pembudidavaan Ikan di Informasi Pembudidayaan Provinsi Pembudidayaan lkan di 1 Dokumen
lkan di Laut dan Lintas Riau Y - lkan di Laut dan Lintas Riau Laut dan Lintas Daerah 70,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Laut dan Lintas Daerah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
Penvediaan Prasarana Provinsi Jumlah Prasarana Penyediaan Prasarana Provinsi Jumlah Prasarana

yeal: . A Pembudidayaan Ikan di Pembudidayaan Ikan di p Pembudidayaan lkan di 6 Unit

Pembudidayaan Ikan di Laut Riau . - Riau . 709,974,138

Laut (unit) Laut Laut (unit)
Penjaminan Ketersediaan Provinsi Jumlah Sarana Penjaminan Ketersediaan Provinsi Jumlah Sarana
Sarana pembudidayaan ikan ) Pembudidayaan Ikan di Sarana pembudidayaan ; Pembudidayaan lkan di 12 Unit

) Riau - : . Riau 1,500,000,000
di laut Laut ikan di laut Laut
Pembinaan dan
Pembinaan dan Pemantauan Pemantauan
Pembudidayaan Ikan di Laut Provinsi Pembudidayaan Ikan di Provinsi
dan di Kawasan Konservasi ) Jumlah Pembudidaya 50 Orang Laut dan di Kawasan ] Jumlah Pembudidaya 90 Orang
) Riau 51,580,000 . : Riau 125,000,000
yang Dikelola oleh Konservasi yang Dikelola
Pemerintah Daerah Provinsi oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Sarana Pengelolaan Kesehatan
dan Lingkungan Budidaya di Provinsi E[aa:\saglil)r;:al:nr?esehatan 10 unit g(sgic?: naL(Ij?gll_(:thgc?arl]n Provinsi iiunmllzjhnH:r? ! ke dan 10 Dokumen
Laut dan Lintas Daerah Riau 9 108,115,929 4 Riau gkung 101,663,000

Kabupaten/Kota

Ikan dan Lingkungan
yang Tersedia

Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

yang Teruji Sehat
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Pengelolaan

Jumlah
kawasan/wilayah

Pengelolaan

Jumlah kawasan/wilayah
perikanan budidaya ikan

Pem_budldayaan lkan di perlka_nan b_udldaya 422,770,000.00 Pem_budldayaan lkan di diperairan darat yang 5 Kawasan 2.100,000,000
Perairan Darat ikan diperairan darat Perairan Darat .
: dimanfaatkan
yang dimanfaatkan
Penyediaan Sarana Jumlah Sarana
Pembudidayaan Ikan di Air Pembudidayaan lkan di Air
Payau dan Air Tawar yang Payau dan Air Tawar yang
. Jumlah Sarana
Penyediaan Sarana : . Penggunaan Sumber Penggunaan Sumber
: . i Pembudidayaan Ikan di ; - . ; -
Pembudidayaan lkan di Air Provinsi Air Pavau dan Air Tawar 12 Unit Dayanya Lebih Efisien Provinsi Dayanya Lebih Efisien 4 Unit
Payau dan Air Tawar Lintas Riau " ey 422,770,000 apabila Dilakukan oleh Riau apabila Dilakukan oleh 1,100,000,000
Lintas Daerah L -
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi dan/atau Daerah Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota
Manfaat atau Dampak Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana
Pembudidayaan Ikan di Air Pembudidayaan lkan di Air
_ Jumlah Prasarana Payau dan Air Tawar yang Payau dan Air Tawar yang
Penyediaan Prasarana . . Penggunaan Sumber Penggunaan Sumber
: . . Pembudidayaan Ikan di ; - . ; -
Pembudidayaan Ikan di Air Provinsi Air Pavau dan Air Tawar Dayanya Lebih Efisien Provinsi Dayanya Lebih Efisien 3 Unit
Payau dan Air Tawar Lintas Riau - Y - apabila Dilakukan oleh Riau apabila Dilakukan oleh 1,000,000,000
Lintas Daerah A e
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah Provinsi dan/atau Daerah Provinsi dan/atau
P Manfaat atau Dampak Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Bidang P2HKP 195,000,000 Bidang P2HKP 1,112,500,000
PROGRAM
gig%ﬁg&gg&fﬁhﬁgﬁj\' Provinsi Volume Produk hasil PENGOLAHAN DAN Provinsi Volume Produk hasil 17.306.21
Riau olahan perikanan (Ton) 17,306.21 195,000,000.00 PEMASARAN HASIL Riau olahan perikanan (Ton) e 1,112,500,000.00

PERIKANAN

PERIKANAN
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Penerbitan Izin Usaha
Pemasaran dan

Meningkatnya perizinan
berusaha bidang
pengolahan dan

Penerbitan Izin Usaha
Pemasaran dan

Jumlah izin usaha

Pengolahan Hasil Provinsi emasaran hasil 3 Pengolahan Hasil Provinsi pemasaran dan 6 izin
Perikanan Lintas Daerah Riau p ik I d h Rekomendasi 16,706,500.00 Perikanan Lintas Daerah Riau pemprosesan hasil yang 50,000,000.00
Kabupaten/Kota dalam 1 Ee” anan lintas daera Kabupaten/Kota dalam 1 diterbitkan
o abupaten/kota dalam 1 L
(Satu) Daerah Provinsi . (Satu) Daerah Provinsi
(satu) daerah Provinsi
Jumlah Rekomendasi
Penetapan Persyaratan Perizinan
dan Berusaha Sesuai dengan
Penertiban rekomendasi Jumlah Rekomendasi Prosedur Penerbitan 1zin Standar
perizinan perusahaan untuk Perizinan Berusaha Usaha Usaha Bidang Pengolahan
menunjang kegiatan us_aha Provinsi Untl_Jk Menunjang 3 Pemasaran dan Provinsi dan _ _
subsektor pengolahan ikan Riau Kegiatan Usaha Rekomendasi 16,706,500.00 Pengolahan . Riau Pemasaran Hasil 6 Rekomendasi 50,000,000.00
dan subsektor pemasaran Subsektor Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Perikanan
ikan skala usaha mennengah lkan Skala Usaha Daerah Berdasarkan Skala Usaha
dan besar Menengah dan Besar Kabupaten/Kota dalam 1 dan
(Satu) Tingkat Risiko melalui
Daerah Provins Proses
Verifikasi
Jumlah unit usaha
Keamanan Hasil Perikanan . Meningkatnya . . — pem
bagi Usaha Pengolahan Provinsi mutu keamanan dan 2 Kegiatan Perikanan bagi Usaha Provinsi perikanan skala 4 Unit
d Riau e : 178,293,500 Pengolahan dan Riau menengah dan besar 57,500,000
an Pemasaran Skala konsumsi makan ikan Pemasaran Skala ang menerankan
Menengah dan Besar yang p
Menengah dan Besar standar mutu dan
keamanan
Jumlah Pembinaan,
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan,
Fasilitasi, Pemantauan, dan dan Evaluasi terhadap
Evaluasi terhadap Mutu dan Mutu dan Keamanan
Keamanan Hasil Perikanan, Hasil Perikanan, dan
dan Daya Saing serta Daya Saing serta
Pemberdayaan Usaha dalam Pemberdayaan Usaha 2 Kegiatan 152,623,500

rangka Menghasilkan Produk
yang Aman dan Bermutu
untuk dikonsumsi atau
digunakan, dan Berdaya
Saing

dalam rangka
Menghasilkan Produk
yang Aman dan Bermutu
untuk dikonsumsi atau
digunakan, dan Berdaya
Saing
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Pelaksanaan Bimbingan dan
Penerapan Persyaratan atau

Kegiatan yang diberikan
kepada unit usaha berupa
pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, dan
evaluasi terhadap mutu
dan keamanan hasil
perikanan yang berdaya

Pelaksanaan Bimbingan
dan Penerapan

Jumlah Unit Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan yang
Mendapatkan Pembinaan

Standar Pada Usaha Provinsi saing serta 3 Kegiatan Persyaratan atau Standar Provinsi Terhadap Penerapan 4 Unit
Riau pemberdayaan usaha 9 25,670,000 Pada Usaha Pengolahan Riau Persyaratan Perizinan 57,500,000
Pengolahan dan Pemasaran dal K d kal h d h
Skala Menengah dan Besar alam rangka an Pemasaran Skala Berusaha pada Usaha
menghasilkan produk Menengah dan Besar Pengolahan dan
yang aman dan bermutu Pemasaran Hasil
untuk dikonsumsi atau Perikanan Sesuai Skala
digunakan, dan berdaya Usaha dan Risiko
saing berdasarkan skala
usaha dan risiko
Penyediaan dan Penyaluran Penyediaan dan
Bahan Baku Industri Jumlah Bahan Baku Penyaluran Bahan Baku Jumlah Bahan Baku
Pengolahan lkan Lintas Industri Pengolahan ) Industri Pengolahan Ikan Industri Pengolahan 2 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Hasil Perikanan Yang - Lintas Daerah Hasil Perikanan Yang 1,005,000,000
dalam 1 (Satu) Daerah Tersedia Kabupaten/Kota dalam 1 Tersedia
Provinsi (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Pemetaaan dan Jumlah Dokumen Hasil
Pemetaaan dan Pemantauan Pemetaan dan Pemetaan dan
Pemantauan Kebutuhan
Kebutuhan Bahan Baku Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pemantauan Kebutuhan
Usaha Pengolahan/Distribusi Provinsi Bahan Baku Usaha ) Pengolahan/Distribusi Ikan Provinsi Bahan Baku Usaha 1
Ikan Lintas Daerah Riau Pengolahan/Distribusi - eng Riau Pengolahan/Distribusi Ikan 925,000,000
; Lintas Daerah .
Kabupaten/Kota dalam 1 Ikan Lintas Daerah Lintas Daerah
L Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi (Satu) Daerah Provinsi
Pemberian Insentif dan Jumlah Unit Usaha Pemberian Insentif dan Jumlah Unit Usaha
P - Perikanan Lintas Daerah Fasilitasi bagi Pelaku Perikanan Lintas Daerah
Fasilitasi bagi Pelaku Usaha . b dal h ik ) . b dal
Perikanan Lintas Daerah Proy|n3| Kabupaten/Kota alam 1 ) Usaha Perikanan Lintas Proy|n3| Kabupaten/Kota alam 1 1
Riau (satu) Daerah Provinsi - Daerah Kabupaten/Kota Riau (satu) Daerah Provinsi 80,000,000
Kabupaten/Kota dalam 1 o . S 8
o yang diberikan Insentif dalam 1 (satu) Daerah yang diberikan Insentif dan
(satu) Daerah Provinsi A . A
dan Fasilitasi Provinsi Fasilitasi
BIDANG KP 50,000,000 BIDANG KP 1,000,000,000
Persentase Kepatuhan Persentase Kepatuhan
Pelaku Usaha Kelautan Pelaku Usaha Kelautan
dan Perikanan terhadap 70 dan Perikanan terhadap 70

ketentuan Perturan
Perundang-undangan (%)

ketentuan Perturan
Perundang-undangan (%)
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Jumlah pelanggaran

PROGRAM

Jumlah pelanggaran

PROGRAM PENGAWASAN Provinsi tindak pidana kelautan PENGAWASAN Provinsi tindak pidana kelautan
SUMBERDAYA KELAUTAN Riau dan efikanan ang di 5 Kasus 50,000,000 SUMBERDAYA Riau dan efikanan ang di 5 Kasus 1,000,000,000
DAN PERIKANAN facos (kasus)y g 000, KELAUTAN DAN iy (kasus)y g U000,
g PERIKANAN g
Pengawasan Sumber Dava Jumlah Pelaku Usaha Pengawasan Sumber Jumlah Pelaku Usaha
g . Y Sumber Daya kelautan Daya Kelautan dan Sumber Daya kelautan 270 Pelaku
Kelautan dan Perikanan . . . - . )
sampai dengan 12 Mil dan Eerlkanan_ sampai - Perikanan sampai de}n Perlkanan sampai 12 Usaha 600,000,000
12 Mill yang diawasi dengan 12 Mil Mill yang diawasi
Penumbuhan dan Jumlah Kelompok Penumbuhan dan Jumlah Kelompok
Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengembangan Kelompok Masyarakat
Masyarakat Pengawas Provinsi Pengawas Masyarakat Pengawas Provinsi Pengawas 2 Kelompok
(POKMASWAS) Riau (POKMASWAS) yang ) (POKMASWAS) Riau (POKMASWAS) yang mas ararl)(at 560.000.000
Terdaftar dan Akti Terdaftar dan Akti Y ! '
Koordinasi Penanganan Jumlah Forum Koordinasi Koordinasi Penanganan .
Tindak Pidana Kelautan dan Provinsi Penanganan TPKP Tindak Pidana Kelautan Provinsi ‘;'g?;h Zﬁ;ﬁqgﬁgﬁ?aﬂt 2 Eorum
Perikanan (TPKP) tingkat Riau tingkat Daerah yang - dan Perikanan (TPKP) Riau 9 . g 40,000,000
. . Daerah yang dilaksanakan
Daerah dilaksanakan tingkat Daerah
Pengawasan Sumber Daya Pengawa_san Sum_ber
) S Daya Perikanan di

Perikanan di Wilayah i h b
Sungai, Danau, Waduk . Wilayah Sungai, Danau, .

' ' - Jumlah Dokumen Hasil Waduk, Rawa, dan Jumlah Dokumen Hasil
Rawa, dan Genangan Air Pengawasan Pelaku 16 Dokumen Genangan Air Lainnya Pengawasan Pelaku 40 Dokumen
Lainnya yang Dapat 9 50,000,000 g y g 400,000,000

Diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

Usaha Perikanan

yang Dapat Diusahakan
Lintas Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

Usaha Perikanan

65

RENJA PD TH 2026




Pengawasan Usaha

Jumlah pelaku Usaha

Pengawasan Usaha

Jumlah Dokumen Hasil

Pemasaran hasil perikanan Pemasaran hasil Pemasaran dan Pengawasan
dan/atau usaha Pengolahan perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Usaha Pemasaran dan
Hasil Perikanan st_esu_ai Provinsi Pen_golahan Hasil_ ) 4 Pelaku Perikanan Lintas Daerah Provinsi Pen_golah_an _
kewenangan provinsi Riau II:enkanan yang d|per_|ksa Usaha 13,120,000 Kabupaten/Kota da[am_ 1 Riau Hasil Perikanan Lintas 20 Dokumen 100,000,000
epatuhannya sesuai (Satu) Daerah Provinsi Daerah
kewenangan provinsi Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu)
Daerah Provinsi
Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil
Perikanan Tangkap di Pengawasan Perikanan Tangkap di Pengawasan
Wilayah Sungai, Danau, Usaha Perikanan Wilayah Sungai, Danau, Usaha Perikanan Tangkap
Waduk, Rawa, dan Tangkap di Wilayah Waduk, Rawa, dan di Wilayah
Genangan Air Lainnya yang Sungai, Danau, Waduk, Genangan Air Lainnya Sungai, Danau, Waduk,
Dapat Diusahakan Lintas Rawa, dan yang Dapat Diusahakan Rawa, dan
Kabupaten/Kota dalam 1 Genangan Air Lainnya Lintas Kabupaten/Kota Genangan Air Lainnya
(Satu) Daerah Provinsi yang dapat dalam 1 (Satu) Daerah yang dapat
Sesuai dengan Diusahakan di Lintas Provinsi Sesuai dengan Diusahakan di Lintas
Kewenangannya . Kabupaten/Kota dalam 1 Kewenangannya . Kabupaten/Kota dalam 1
Provinsi Provinsi
Riau (Satu) ) Riau (Satu) 10 Dokumen 200.000.000
Daerah Provinsi Sesuai Daerah Provinsi Sesuai T
dengan dengan
Kewenangannya Kewenangannya
Pengawasan Usaha Jumlah pelaku Usaha Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil
Pembudidayaan lkan di pembudidayaan ikan di Perikanan Bidang Pengawasan
wilayah sungai, danau, wilayah sungai, danau, Pembudidayaan Ikan di Usaha Perikanan Bidang
waduk, rawa, dan genangan waduk, rawa, dan Wilayah Sungai, Danau, Pembudidayaan lkan di
air lainnya sesuai genangan air lainnya Waduk, Rawa, dan Wilayah
kewenangan Provinsi yang diperiksa Genangan Air Lainnya Sungai, Danau, Waduk,
Kewenangannya i kepatuhannya sesuai yang Dapat Diusahakan i Rawa, dan
Pg)i\;llrjm kewenangan provinsi b(i:heal\aku 36,880,000 Lintas Kabupaten/Kota PE‘;SS' Genangan Air Lainnya 6(')5:heallaku 100,000,000
dalam 1 (Satu) Daerah yang Dapat
Provinsi Sesuai dengan Diusahakan Lintas
Kewenangannya Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Sesuai dengan
Kewenangannya
UPT.PSDKP WIL 1 192,769,080 UPT.PSDKP WIL 1 686,438,654
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PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan

100%

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan

100%

Administrasi 121,300,017 PEMERINTAHAN Administrasi 281,438,654
DAERAH PROVINSI Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
Administrasi Umum Terpenuhinya Administrasi Umum Jumlah jenis layanan
Perangkat Daerah Administrasi Umum 6 Jenis 6,869,537 Perangkat Daerah admlnlst‘ra& umum yang 6 Jenis 91,321,094
Perangkat Daerah dipenuhi
penvediaan Peralatan dan Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan pPenvediaan Peralatan dan Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan
Y Indragiri dan Perlengkapan Kantor 4 Paket Y Indragiri dan Perlengkapan Kantor 3 Paket
Perlengkapan Kantor . L 3,569,737 Perlengkapan Kantor e L 23,084,900
Hilir yang Disediakan Hilir yang Disediakan
. - Kabupaten | Jumlah Paket Bahan . - Kabupaten | Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Indragiri Logistik Kantor yang Penyediaan Bahan Logistik Indragiri Logistik Kantor yang 5 Paket
Kantor . P - Kantor o P 10,040,000
Hilir Disediakan Hilir Disediakan
Kabubaten Jumlah Paket Barang Kabubaten Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan In drg i Cetakan dan 2 Paket Penyediaan Barang In drz i Cetakan dan 5 Paket
dan Penggandaan Hili? Penggandaan yang 239,800 Cetakan dan Penggandaan HiIi? Penggandaan yang 1,736,194
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Kabupaten Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kabupaten Jumlah Laporan
LS ) - Penyelenggaraan Rapat LS . L Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Indragiri L2 . 1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi Indragiri L2 . 21 Laporan
o Koordinasi dan Konsultasi 3,060,000 o Koordinasi dan Konsultasi 56,460,000
SKPD Hilir SKPD Hilir
SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jenis jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 2 Jenis Penunjang Urusan penunjang urusan 2 Jenis
. d 108,142,080 d pemerintah daerah yang 106,170,240
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dipenuhi
Kabupaten Jumlah Laporan Kabupaten Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan In drg iri Penyediaan Jasa 1 Laporan Penyediaan Jasa in drg i Penyediaan Jasa 4 Laporan
Umum Kantor HiIi? Pelayanan Umum Kantor P 108,142,080 Pelayanan Umum Kantor HiIi? Pelayanan Umum Kantor P 106,170,240

yang Disediakan

yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Terlaksananya
pemeliharaan barang
milik daerah penunjang

3 Jenis

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Jumlah jenis barang
milik daerah penunjang

3Jenis

Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan 6,288,400 Urusan Pemerintahan urusan pemerintah 83,947,320
daerah P Daerah daerah yang dipelihara
Penyedlaan Jas‘r’.‘ Jumlah Kendaraan Penyedlaan Jasa_l Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya b ] Pemeliharaan, Biaya b )
Pemeliharaan dan Pajak Ka upa_tgn Perorangan D_|nas atau _ Pemeliharaan dan Pajak Kal upa_tgn Perorangan D_|nas atau _
. Indragiri Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit Indragiri Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas . S 482,400 Kendaraan Perorangan S - 23,947,320
; Hilir yang Dipelihara dan : Hilir yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Dibavarkan Paiaknva Dinas atau Kendaraan Dibavarkan Paiaknva
Jabatan Y jakny Dinas Jabatan y jakny
. Kabupaten | Jumlah Peralatan dan . Kabupaten | Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan dan Indragiri Mesin Lainnya yang 3 Unit Pemeliharaan Peralatan Indragiri Mesin Lainnya yang 3 Unit
Mesin Lainnya Hilir Dipelihara 5,036,000 dan Mesin Lainnya Hilir Dipelihara 50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
Kabupaten | Prasarana Gedung Kabupaten | Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana Indragiri Kantor atau Bangunan 3 Unit Sarana dan Prasarana Indragiri atau Bangunan Lainnya 16 Unit
Gedung Kantor atau '|'g X g 770,000 Gedung Kantor atau '|'g 9 y 10,000,000
Bangunan Lainnya Hilir Lainnya yang I Bangunan Lainnya Hilir yang. . A
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Pelanggaran PROGRAM Jumlah pelanggaran
PROGRAM PENGAWASAN Provinsi Tindak Pidane?%elautan PENGAWASAN Provinsi tindak ?danagkgelautan
SUMBERDAYA KELAUTAN Riau Dan Perikanan Yan 5 Kasus 71,469,063 SUMBERDAYA Riau dan erpikanan ang di 5.00 405,000,000
DAN PERIKANAN Do 9 0%, KELAUTAN DAN s (kasus)y g e
9 PERIKANAN g
Pengawasan Sumber Dava Jumlah Pelaku Usaha Pengawasan Sumber Jumlah Pelaku Usaha
Kelagutan dan Perikanan y Sumber Daya kelautan 80 Pelaku Daya Kelautan dan Sumber Daya kelautan 80
sampai denaan 12 Mil dan Perikanan sampai Usaha 71,469,063 Perikanan sampai dan Perikanan sampai 405,000,000
P g 12 Mill yang diawasi dengan 12 Mil 12 Mill yang diawasi
Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil
} Kabupaten | Pengawasan ) Kabupaten | Pengawasan
Perikanan draairi h ik id Perikanan dragiri h ik id
Bidang Pembudidayaan Ikan In_ Iragiri Usaha P_erl anan Bi ang Bidang Pembudidayaan In_ Iragiri Usaha P_erl anan Bi ang 7 Dokumen
di Hilir dan Pembudidayaan Ikan di Ikan di Hilir dan Pembudidayaan lkan di 30,000,000
Laut sampai dengan 12 Mi Pelalawan Laut sampai Laut sampai dengan 12 Mi Pelalawan Laut sampal
P 9 dengan 12 Mil p 9 dengan 12 Mil
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Pengawasan Usaha Kabupaten | Jumlah pelaku usaha 20 Pelaku Pengawasan Usaha Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen
penangkapan ikan dan/atau Indragiri penangkapan ikan Usaha 63,089,063 Perikanan Indragiri Pengawasan 345,000,000
usaha pengangkutan ikan Hilir dan dan/atau usaha Tangkap sampai dengan Hilir dan Usaha Perikanan Tangkap
sampai dengan 12 Mil sesuai Pelalawan pengangkutan ikan 12 Mil Pelalawan | sampai
kewenangan provinsi sampai dengan 12 mil dengan 12 Mil
yang diperiksa
kepatuhannya sesuai
kewenangan provinsi
Pengawasan usaha Jumlah Pelaku usaha Pengawasan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil
pemanfaatan sumber daya pemanfaatan sumber RuangLaut sampai dengan PengawasanPemanfaatan
kelautan kewenangan daya kelautan yang 12 Mi Ruang Laut sampaidengan
provinsi Kﬁ}%‘;gg}ﬁn diperiksa kepatuhannya » Pelaku Kﬁ%;ggitﬁn 12 Mil
. sesuai kewenangan -
Hilirdan | 2o 9 Usaha 8,380,000 Hilir dan 2 Dokumen 30,000,000
Pelalawan Pelalawan
UP.PSDKP WIL 2 354,524,120 UP.PSDKP WIL 2 707,778,528
Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
EE(L)J(S;,AR\Q’\S;MEEN%N"]F,AAﬁGAN Kebutuhan Pelayanan 100% URUSAN Kebutuhan Pelayanan 100%
DAERAH PROVINSI Administrasi 0 252,033,120 PEMERINTAHAN Administrasi ? 302,778,528
Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
Administrasi Umum ;era‘ierng?rlggiaUmum 6 Jenis Administrasi Umum igm:ﬁ?s{?g:inl?;um an 6 Jenis
Perangkat Daerah 31,426,000 Perangkat Daerah - DA yang 116,165,896
Perangkat Daerah dipenuhi (jenis layanan)
) Jumlah Paket Peralatan ) Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Penyediaan Peralatan dan Kabupaten
Perlengkapan Kantor Bengkalis dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 5,000,000 Perlengkapan Kantor Bengkalis dan Perlengkapan Kantor 6 Paket 70,618,140

yang Disediakan

yang Disediakan
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Jumlah Paket Bahan

Jumlah Paket Bahan

Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten _— Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten C
Kantor Bengkalis ng'St.'k Kantor yang - Kantor Bengkalis ng'St.'k Kantor yang 5 Paket 7,728,000
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan Kabupaten | Cetakan dan 2 Paket Penyediaan Barang Kabupaten | Cetakan dan 2 Paket
dan Penggandaan Bengkalis Penggandaan yang 1,636,000 Cetakan dan Penggandaan Bengkalis Penggandaan yang 2,599,756
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
= . Kabupaten | Penyelenggaraan Rapat Y . Kabupaten | Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Bengkalis Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 24,790,000 Koordinasi dan Konsultasi Bengkalis Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 35,220,000
SKPD SKPD
SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jenis jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 2 Jenis 158.290 176 Penunjang Urusan pgrrLuer:Jig?z?hudr;:?anh an 2 Jenis 118.717.632
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah B Pemerintahan Daerah gipenuhi yang B
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten | Penyediaan Jasa 6 Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten | Penyediaan Jasa 5 Laporan
Umum Kantor Bengkalis Pelayanan Umum Kantor P 158,290,176 Pelayanan Umum Kantor Bengkalis Pelayanan Umum Kantor P 118,717,632
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananya . .
Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang P‘?’?‘e"haraa” Baraqg J“.m'ah jenis barang
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang 3 Unit Milik Daerah Penunjang milik daerah penunjang 3 Unit
) ) 62,316,944 Urusan Pemerintahan urusan pemerintah 67,895,000
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan SO
Daerah daerah yang dipelihara
daerah
Penye_dlaan Jasa_l Jumlah Kendaraan Penye_dlaan Jasa} Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya ) Pemeliharaan, Biaya .
. . Perorangan Dinas atau . . Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kabupaten . . Pemeliharaan dan Pajak Kabupaten . .
. - Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit : Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas Bengkalis S 17,286,944 Kendaraan Perorangan Bengkalis - 17,895,000
) yang Dipelihara dan : yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Dibavarkan Paiaknva Dinas atau Kendaraan Dibavarkan Paiaknva
Jabatan Y jakny Dinas Jabatan y jakny
Pemeliharaan Peralatan dan Kabupaten i/luen;:ihl_;erz]rnalztagndan 6 Unit Pemeliharaan Peralatan Kabupaten \lil/lug:ﬁhl_;irnaléaitagndan 3 Unit
Mesin Lainnya Bengkalis yayang 45,030,000 dan Mesin Lainnya Bengkalis vayang 50,000,000

Dipelihara

Dipelihara
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Jumlah pelanggaran

PROGRAM

Jumlah pelanggaran

PROGRAM PENGAWASAN ] ) PENGAWASAN g '
SUMBERDAYA KELAUTAN tan perikanan yang di 5 Kasus 102,491,000 SUMBERDAYA Han perikanan yang di 5.00 405,000,000
DAN PERIKANAN tang‘;ni yang A KELAUTAN DAN tanggni yang e
PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Pengawasan Sumber
Kelautan dan Perikanan Sumber‘ Daya kelautan_ 88 Pelaku Day_a Kelautan dqn 88
sampai dengan 12 Mil dan Perikanan sampai usaha 102,491,000 Perikanan sampai 405,000,000
12 Mill yang diawasi dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil
’ Kabupaten | Pengawasan h Kabupaten | Pengawasan
Perikanan ) - . Perikanan ) - .
Bidang Pembudidayaan Ikan Be_ngkalls, Usaha P_erlkanan Bldang Bidang Pembudidayaan Be_ngkalls, Usaha P_erlkanan Bldar_mg 7 Dokumen
di Siak dan Pembudidayaan Ikan di Ikan di Siak dan Pembudidayaan lkan di 30,000,000
Laut sampai dengan 12 Mi Kep.Meranti | Laut sampai Laut sampai dengan 12 Mi Kep.Meranti | Laut sampai
dengan 12 Mil dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Jumlah pelaku usaha Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil
penangkapan ikan dan/atau penangkapan ikan Perikanan Pengawasan
usaha pengangkutan ikan Kabupaten | dan/atau usaha Tangkap sampai dengan Kabupaten | Usaha Perikanan Tangkap
sampai dengan 12 Mil sesuai Bengkalis, pengangkutan ikan 60 Pelaku 12 Mil Bengkalis, sampai 5 Dokumen
kewenangan provinsi Siak dan sampai dengan 12 mil Usaha 72,221,000 Siak dan dengan 12 Mil 345,000,000
Kep.Meranti | yang diperiksa Kep.Meranti
kepatuhannya sesuai
kewenangan provinsi
Pengawasan usaha Jumlah Pelaku usaha Pengawasan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil
pemanfaatan sumber daya pemanfaatan sumber Ruang Pengawasan
kelautan kewenangan Kﬁ]t:jll{ggitﬁ n daya kelautan yang 4 Pelaku Laut sampai dengan 12 Mi Kﬁf:;:,ggitﬁ " | Pemanfaatan Ruang Laut
provinsi Hilir dan | diPeriksa kepatuhannya Usaha 30,270,000 Hilir dan | Sampal 2 Dokumen 30,000,000
Pelalawan | Sesua kewenangan T Pelalawan | dengan 12 Mil
provinsi
UPT.PSDKP WIL 3 312,925,468.52 UPT.PSDKP WIL 3 819,246,089
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PROGRAM PENUNJANG

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan

0, 0,
R P AT ARAN Administrasi 100% 136,100,469 PEMERINTAHAN Administrasi 100% 300,245,609
Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
L . Terpenuhinya . . Jumlah layanan
Administrasi Umum o . . Administrasi Umum L . .
Perangkat Daerah Administrasi Umum 6 Jenis 23.136,547 Perangkat Daerah admlnlst‘ra& umum yang 6 Jenis 58,751,896
Perangkat Daerah dipenuhi
. Jumlah Paket Peralatan . Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Penyediaan Peralatan dan Kabupaten
Perlengkapan Kantor Rokan Hilir dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 3,656,547 Perlengkapan Kantor Rokan Hilir dan Pe_rlengkapan Kantor 6 Paket 20,357,774
yang Disediakan yang Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan . . Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten o Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten o
Kantor Rokan Hilir ng'St.'k Kantor yang 5 Paket Kantor Rokan Hilir L(.)g'St.'k Kantor yang 5 Paket 7,728,000
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan Kabupaten | Cetakan dan 1 paket Penyediaan Barang Kabupaten | Cetakan dan 5 Paket
dan Penggandaan Rokan Hilir | Penggandaan yang 500,000 Cetakan dan Penggandaan | Rokan Hilir | Penggandaan yang 2,031,122
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Koo?/dinas?igdan KOﬂSL?ltaSi Kabupaten | Penyelenggaraan Rapat 1 Laporan Koo?/dinasgigdan KonSLFJ)Itasi Kabupaten | Penyelenggaraan Rapat 10 Laporan
Rokan Hilir | Koordinasi dan Konsultasi P 18,980,000 Rokan Hilir | Koordinasi dan Konsultasi P 28,635,000
SKPD SKPD
SKPD SKPD
Terlaksananya - —
- - Pengadaan Barang Milik Jumlah jenis barang
Pengadaan Bgrang Milik Pengadaan Ba_rang Milik _ Daerah Penunjang milik daerah penunjang _
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang 2 Jenis g . 2 Jenis
. ] 4,707,600 Urusan Pemerintah urusan pemerintah 58,374,433
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah )
Daerah daerah yang diadakan
Daerah
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
9 Kabupaten | Prasarana Gedung . 9 Kabupaten | Prasarana Gedung Kantor .
Prasarana Gedung Kantor Rokan Hilir | Kantor atau Bangunan 2 Unit 4,707,600 Prasarana Gedung Kantor Rokan Hilir | atau Bangunan Lainnya 8 Unit 58,374,433
atau Bangunan Lainnya . gun: e atau Bangunan Lainnya Angul Y T
Lainnya yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlar_] Jenis jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 3 Jenis Penunjang Urusan penunjang urusan 3 Jenis
79,145,088 pemerintah daerah yang 176,869,968

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

dipenuhi
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten | Penyediaan Jasa 3 Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten | Penyediaan Jasa 7 Laporan
Umum Kantor Rokan Hilir | Pelayanan Umum Kantor 79,145,088 Pelayanan Umum Kantor Rokan Hilir | Pelayanan Umum Kantor 176,869,968
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananya . I
Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang II\DA?Irirll(elljlha:aFa]nPBsrar\]r_]gn \:nu”rpkla(ljh Jimhs barll’ar;g n
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang 3 Jenis 29 aeran Fenunjang aeran penunjang 3 Jenis
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan ,111,234 Urusan Pemerintahan urusan pemen_ntah 96,249,312
d Daerah daerah yang dipelihara
aerah
E:nmy(;ic::g?;aﬂ\aﬁaya Jumlah Kenda_raan Izznmy;ﬁ::?;ag\az?aya Jumlah Kenda_raan
. ' . Perorangan Dinas atau . ' . Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kabupaten Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit Pemeliharaan dan Pajak Kabupaten Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas | Rokan Hilir S 12,161,234 Kendaraan Perorangan Rokan Hilir o 11,249,312
atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan
Jabatan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Kabupaten i/lum!ahLP_eralatan dan 2 Unit Pemeliharaan Peralatan Kabupaten i/ll.lm!ahLP'eralatan dan 3 Unit
Mesin Lainnya Rokan Hilir esin Lainnya yang n 15,000,000 dan Mesin Lainnya Rokan Hilir esin Lainnya yang n 80,000,000
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi ‘;?g:?aﬁgrgggf:n Pemeliharaan/Rehabilitasi ‘;?ggpaﬁgrgngﬁn Kantor
Sarana dan Prasarana Kabupaten Kantor atau Ban Snan 9 Unit Sarana dan Prasarana Kabupaten atau Bangunan Lagnn a 9 Unit
Gedung Kantor atau Rokan Hilir . 9 1,950,000 Gedung Kantor atau Rokan Hilir 9 y 5,000,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Pelanggaran PROGRAM Jumlah pelanggaran
PROGRAM PENGAWASAN Tindak Pidana Kelautan PENGAWASAN tindak pidana kelautan
SUMBERDAYA KELAUTAN Dan Perikanan Yang 5Kasus 176,825,000 SUMBERDAYA dan perikanan yang di 5 429,000,480
DAN PERIKANAN Ditangani e KELAUTAN DAN tangani (kasus) AR
PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Pengawasan Sumber Jumlah Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan Sumber Daya kelautan 105 Pelaku Daya Kelautan dan Sumber Daya kelautan 105
dan Perikanan sampai usaha 176,825,000 Perikanan sampai dan Perikanan sampai 429,000,480

sampai dengan 12 Mil

12 Mill yang diawasi

dengan 12 Mil

12 Mill yang diawasi
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Pengawasan Usaha

Jumlah Dokumen Hasil

Pengawasan Usaha

Jumlah Dokumen Hasil

Perikanan Kabupaten | Pengawasan Perikanan Kabupaten | Pengawasan
Bidana Pembudidavaan Ikan Rokan Hilir | Usaha Perikanan Bidang Bidana Pembudidavaan Rokan Hilir | Usaha Perikanan Bidang 7 Dokumen
di 9 Y dan Kota Pembudidayaan Ikan di - Ikan d? Y dan Kota Pembudidayaan lkan di 30,000,000
Laut sampai dengan 12 Mi Dumai Laut sampal Laut sampai dengan 12 Mi Dumai Laut sampali
P 9 dengan 12 Mil p 9 dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Jumlah pelaku usaha Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil
penangkapan ikan dan/atau penangkapan ikan Perikanan Pengawasan
usaha pengangkutan ikan Kabupaten | dan/atau usaha Tangkap sampai dengan Kabupaten | Usaha Perikanan Tangkap
sampai dengan 12 Mil sesuai Rokan Hilir | pengangkutan ikan 28 Pelaku 12 mil Rokan Hilir | sampai 5 Dokumen
kewenangan provinsi dan Kota sampai dengan 12 mil Usaha 176,825,000 dan Kota dengan 12 Mil 369,000,480
Dumai yang diperiksa Dumai
kepatuhannya sesuai
kewenangan provinsi
Pengawasan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil
Ruang Kabupaten | Pengawasan Ruang Kabupaten | Pengawasan
Laut sampai dengan 12 Mi Indragiri Pemanfaatan Ruang Laut Laut sampai dengan 12 Mi Indragiri Pemanfaatan Ruang Laut
Hilr dan | sampai i Hilr dan | sampai 2 Dokumen 30,000,000
Pelalawan | dengan 12 Mil Pelalawan | dengan 12 Mil
UPT.Budidaya Perikanan 1,859,596,614 UPT.Budidaya Perikanan 5,637,649,099
Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
nggﬁﬁggﬁg&ﬁ#ﬁﬁi,\l Kebutuhan Pelayanan 100 Persen URUSAN Kebutuhan Pelayanan 100 Persen
DAERAH PROVINSI Administrasi 732,001,888 PEMERINTAHAN Administrasi 1,232,822,852
Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
Administrasi Umum erna?nnig?rlggiaUmum 4 Jenis Administrasi Umum ;gm:ﬁ?sifgsainjr?lum yang 4 Jenis
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 67,400,000 Perangkat Daerah dipenuhi 145,098,189
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan
Perlengkapan Kantor Pekanbaru | dan Perlengkapan Kantor 6 Paket 15,000,000 Perlengkapan Kantor Pekanbaru | dan Perlengkapan Kantor 6 Paket 42,710,794

yang Disediakan

yang Disediakan
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Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah Paket Bahan

Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah Paket Bahan

Kantor Pekanbaru Lc_;g|st_|k Kantor yang ) Kantor Pekanbaru Lc_)glst_lk Kantor yang 6 Paket 12,387,395
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan
dan Penggandaan Pekanbaru Penggandaan yang 6 Paket 2,400,000 Cetakan dan Penggandaan Pekanbaru Penggandaan yang 6 Paket 12,000,000
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
LS . Penyelenggaraan Rapat LS . Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Pekanbaru L . 15 Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pekanbaru L . 28 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi 50,000,000 Koordinasi dan Konsultasi 78,000,000
SKPD SKPD
SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jenis jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 1 Jenis Penunjang Urusan penunjang urusan 1 Jenis
d d 532,781,568 d pemerintah daerah yang 702,490,663
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dipenuhi
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Umum Kantor Pekanbaru Pelayanan Umum Kantor 20 Laporan 532,781,568 Pelayanan Umum Kantor Pekanbaru Pelayanan Umum Kantor 18 Laporan 702,490,663
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananya . —
. - ; Pemeliharaan Barang Jumlah jenis barang
1ang p jang 131,820,320 Urusan Pemerintahan urusan pemerintah 385,234,000

Pemerintahan Daerah

urusan pemerintahan
daerah

Daerah

daerah yang dipelihara
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Kendaraan Perorangan Dinas Pekanbaru Kendargan_ Dinas Jabatan 5 Unit 107,265,320 Kendaraan Perorangan Pekanbaru Kendar;aan_ Dinas Jabatan 5 Unit 105,234,000
; yang Dipelihara dan - yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Dibavarkan Paiaknva Dinas atau Kendaraan Dibavarkan Paiaknva
Jabatan Y jaKny; Dinas Jabatan y Jakny;
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
- - Pekanbaru | Mesin Lainnya yang 15 Unit . ; Pekanbaru | Mesin Lainnya yang 15
Mesin Lainnya Dipelihara 24,555,000 dan Mesin Lainnya Dipelihara 80,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi ;?g!:rhaﬁgrggg ljj:n Pemeliharaan/Rehabilitasi ;?g:?aﬁgrggi JJ:m Kantor
Sarana dan Prasarana Pekanbaru | Kantor atau Ban Snan - Sarana dan Prasarana Pekanbaru | atau Bangunan Legnn a 37 Unit
Gedung Kantor atau . 9 - Gedung Kantor atau 9 Y 200,000,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang I Bangunan Lainnya yang . I
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
: PROGRAM .
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Jumlah Produksi
; ; 128.755,6 Ton PENGELOLAAN ] . 128,755.60
PERIKANAN BUDIDAYA Perikanan Budidaya 1,127,594,726 PERIKANAN BUDIDAYA Perikanan Budidaya (ton) 4,404,826,247
Jumlah :
Pengelolaan kawasan/wilayah Pengelolaan Jumlah kawasan/wilayah
Pembudidayaan lkan di perikanan budidaya 4 Kawasan Pembudidayaan lkan di p.e”kaﬂa” budidaya ikan 5 Kawasan
: ! ; . 1,127,594,726 : diperairan darat yang 4,404,826,247
Perairan Darat ikan diperairan darat Perairan Darat dimanfaatkan
yang dimanfaatkan
Penyediaan Sarana Jumlah Sarana
Pembudidayaan Ikan di Air Pembudidayaan lkan di Air
‘ Jumlah Sarana Payau dan Air Tawar yang Payau dan Air Tawar yang
Penyediaan Sarana - . Penggunaan Sumber Penggunaan Sumber
Pembudidayaan Ikan di Air Pembudidayaan lkan di Dayanya Lebih Efisien Dayanya Lebih Efisien
Pekanbaru | Air Payau dan Air Tawar 8 Unit Pekanbaru 8 unit

Payau dan Air Tawar Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

1,127,594,726

apabila Dilakukan oleh
Daerah Provinsi dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

apabila Dilakukan oleh
Daerah Provinsi dan/atau
Manfaat atau Dampak
Negatifnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

1,848,476,247
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Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan di Air
Payau dan Air Tawar yang

Jumlah Prasarana
Pembudidayaan Ikan di
Air Payau dan Air Tawar
yang Penggunaan

Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan di Air
Payau dan Air Tawar yang

Jumlah Prasarana
Pembudidayaan lkan di Air
Payau dan Air Tawar yang

Penggunaan Sumber Pekanbaru, Sumber Davanva Lebih Penggunaan Sumber Pekanbaru, | Penggunaan Sumber
Dayanya Lebih Efisien Bengkalis, Efisien a at))/ila)I/DiIakukan Dayanya Lebih Efisien Bengkalis, Dayanya Lebih Efisien 3 Unit
apabila Dilakukan oleh dan p S - apabila Dilakukan oleh dan apabila Dilakukan oleh 2,556,350,000
A oleh Daerah Provinsi P A
Daerah Provinsi dan/atau Kampar dan/atau Manfaat atau Daerah Provinsi dan/atau Kampar Daerah Provinsi dan/atau
Manfaat atau Dampak . Manfaat atau Dampak Manfaat atau Dampak
. ) Dampak Negatifnya ) . ) .
Negatifnya Lintas Daerah ; Negatifnya Lintas Daerah Negatifnya Lintas Daerah
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
UPT.PMHP 104,263,929 UPT.PMHP 682,946,443
Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
EESSE@'\Q;&EN:IN‘.]DAA’;‘_&N Kebutuhan Pelayanan 100 Persen URUSAN Kebutuhan Pelayanan 100 Persen
DAERAH PROVINSI Administrasi 144,275,929 PEMERINTAHAN Administrasi 394,436,313
Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
Administrasi Umum ;erzfr?i:thrlggiaUmum 6 Jenis Administrasi Umum iﬁm:i?s{?gsainl?r?]um an 6 Jenis
Perangkat Daerah 20,130,841 Perangkat Daerah - D yang 28,672,064
Perangkat Daerah dipenuhi (jenis layanan)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan
Y Kota Dumai | dan Perlengkapan Kantor 5 Paket Y Kota Dumai | dan Perlengkapan Kantor 5 Paket
Perlengkapan Kantor L 3,000,985 Perlengkapan Kantor L 9,972,206
yang Disediakan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan . | Cetakan dan Penyediaan Barang . | Cetakan dan
dan Penggandaan Kota Dumai Penggandaan yang 4 Paket 2,139,856 Cetakan dan Penggandaan Kota Dumai Penggandaan yang 4 Paket 2,139,858
Disediakan Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
LS . . | Penyelenggaraan Rapat LS . . | Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Kota Dumai L . 1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kota Dumai L ) 4 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi 14,990,000 Koordinasi dan Konsultasi 16,560,000
SKPD SKPD
SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa ;lé?uli?ajr?g 'Srﬁ:;n
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 2 jenis 79.145.088 Penunjang Urusan pemerintah daerah yang 2 jenis 289,740,411

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

dipenuhi
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Penyediaan Jasa Pelayanan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Umum Kantor Kota Dumai Pelayanan Umum Kantor 3 Laporan 79,145,088.00 Pelayanan Umum Kantor Kota Dumai Pelayanan Umum Kantor 10 Laporan 289,740,410.96
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananya Pemeliharaan Baran Jumlah jenis baran
Pemeliharaan Barang Milik pemeliharaan barang - 9 L | 9
h T b . Milik Daerah Penunjang milik daerah penunjang .
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang 3 Jenis 45,000,000 Urusan Pemerintahan urusan pemerintah 3 Jenis 76,023,838
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan e p LT e
d Daerah daerah yang dipelihara
aerah
Penyedlaan Jasa_l Jumlah Kendaraan Penye_dlaan Jasa} Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya ) Pemeliharaan, Biaya .
. . A Perorangan Dinas atau . . - Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Provinsi . . Pemeliharaan dan Pajak Provinsi : .
. ) Kendaraan Dinas Jabatan 3 Unit ] Kendaraan Dinas Jabatan 3 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas Riau ang Dipelihara dan 15,000,000 Kendaraan Perorangan Riau ang Dipelihara dan 21,023,838
atau Kendaraan Dinas éibg arEan Paiaknva Dinas atau Kendaraan éibg arEan Paiaknva
Jabatan Y jaKny; Dinas Jabatan Y jaKny;
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
- - Kota Dumai | Mesin Lainnya yang 2 Unit . ; Kota Dumai | Mesin Lainnya yang 3 Unit
Mesin Lainnya Dipelihara 10,000,000 dan Mesin Lainnya Dipelihara 50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi ‘Ijjl:glslzraﬁgrggg ljj:n Pemeliharaan/Rehabilitasi g?g:?aﬁgrggz L?:m Kantor
Sarana dan Prasarana Kantor atau Ban Snan 1 Unit Sarana dan Prasarana atau Bangunan Legnn a 9 Unit
Gedung Kantor atau . 9 20,000,000 Gedung Kantor atau 9 y 5,000,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang I Bangunan Lainnya yang . I
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM
giﬁ%@ﬁ%gf&gﬁhﬁgﬁj\‘ Provinsi Volume Produk hasil PENGOLAHAN DAN Provinsi Volume Produk hasil 17.306.21
Riau olahan perikanan 17,306.21 49,988,000 PEMASARAN HASIL Riau olahan perikanan B 288,510,130
PERIKANAN
PERIKANAN
Jumlah Unit Usaha Jumlah Unit Usaha
. Pengolahan dan Pembinaan Mutu dan Pengolahan dan
Pembinaan Mutu dan ;
: A Pemasaran Skala Keamanan Hasil Pemasaran Skala
Keamanan Hasil Perikanan . ;
bagi Usaha Pengolahan Menengah dan Besar 4 unit Perikanan bagi Usaha Menengah dan Besar 5 Dokumen
Yang menerapkan 49,988,000 Pengolahan dan Yang menerapkan 288,510,130

dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar

Standar Mutu dan
Keamanan hasil
perikanan

Pemasaran Skala
Menengah dan Besar

Standar Mutu dan
Keamanan hasil
perikanan
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Pelaksanaan Pembinaan,
Fasilitasi, Pemantauan, dan
Evaluasi terhadap Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan,
dan Daya Saing serta

Jumlah Pembinaan,
Fasilitasi, Pemantauan,
dan Evaluasi terhadap
Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, dan
Daya Saing serta

Pelaksanaan Pembinaan,
Fasilitasi, Pemantauan,
dan Evaluasi terhadap
Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, dan Daya Saing

Jumlah Pembinaan,
Fasilitasi, Pemantauan,
dan Evaluasi terhadap
Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, dan Daya

Pemberdayaan Usaha dalam Provinsi Pemberdayaan Usaha 3 Kegiatan serta Pemberdayaan Provinsi Saing serta Pemberdayaan 10 sampel
Y . Riau y g 49,988,000 Usaha dalam rangka Riau Usaha dalam rangka P 288,510,130
rangka Menghasilkan Produk dalam rangka Menghasilkan Produk yan Menghasilkan Produk yan
yang Aman dan Bermutu Menghasilkan Produk 9 yang 9 yang
B - Aman dan Bermutu untuk Aman dan Bermutu untuk
untuk dikonsumsi atau yang Aman dan Bermutu . h ; h
. ; - dikonsumsi atau dikonsumsi atau
digunakan, dan Berdaya untuk dikonsumsi atau digunakan. dan Berdava digunakan. dan Berdava
Saing digunakan, dan Berdaya 9 ' 4 9! ' 4
Sai Saing Saing
aing
UPT.PELABUHAN Kota UPT.PELABUHAN Kota
PERIKANAN Dumai 702,904,908 PERIKANAN Dumai 17,494,468,801
Persentase Pemenuhan PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan
EESSE@“S;&;%E‘.]FAAT&N Kebutuhan Pelayanan 100 Persen URUSAN Kebutuhan Pelayanan 100 Persen
DAERAH PROVINSI Administrasi 512,904,908 PEMERINTAHAN Administrasi 815,945,046
Perkantoran DAERAH PROVINSI Perkantoran
L . Terpenuhinya . . Jumlah layanan
Administrasi Umum o ; . Administrasi Umum S . .
Perangkat Daerah Administrasi Umum 6 Jenis 40,638,348 Perangkat Daerah a_dm|n|st_r§5| umum yang 6 Jenis 125,696,784
Perangkat Daerah dipenuhi (jenis layanan)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan
Perlgn kapan Kantor Kota Dumai | dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 5098078 Perl)én kapan Kantor Kota Dumai | dan Perlengkapan Kantor 5 Paket 14.966.401
gkap yang Disediakan DN gkap yang Disediakan DN
. - Jumlah Paket Bahan . - Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik . o Penyediaan Bahan Logistik . S
Kantor Kota Dumai | Logistik Kantor yang 5 Paket 1,600,000 Kanior Kota Dumai | Logistik Kantor yang 5 Paket 4,771,943
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Barang Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan . | Cetakan dan Penyediaan Barang . | Cetakan dan
dan Penggandaan Kota Dumali Penggandaan yang 5 Paket 4,990,270 Cetakan dan Penggandaan Kota Dumali Penggandaan yang 5 Paket 9,868,440

Disediakan

Disediakan
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Penyelenggaraan Rapat

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Penyelenggaraan Rapat

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Kota Dumai Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 28,050,000 Koordinasi dan Konsultasi Kota Dumai Koordinasi dan Konsultasi 30 Laporan 96,090,000
SKPD SKPD
SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Jenis jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 3Jenis 287 946.560 Penunjang Urusan pg&ue?{g?shuc;;slglh an 3 Jenis 384.867.120
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah ' ' Pemerintahan Daerah gipenuhi yang e
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan . | Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa . | Penyediaan Jasa
Umum Kantor Kota Dumai Pelayanan Umum Kantor 11 Laporan 287,946,560 Pelayanan Umum Kantor Kota Dumai Pelayanan Umum Kantor 11 Laporan 384,867,120
yang Disediakan yang Disediakan
Terlaksananya . —
. - ; Pemeliharaan Barang Jumlah jenis barang
h lang p jang 184,320,000 Urusan Pemerintahan urusan pemerintah 305,381,142
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan S
Daerah daerah yang dipelihara
daerah
Penye_d|aan Jase} Jumlah Kendaraan Penye_d|aan Jasa_l Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya ; Pemeliharaan, Biaya ;
. . Perorangan Dinas atau . . Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak . : . Pemeliharaan dan Pajak . : .
. Kota Dumai | Kendaraan Dinas Jabatan 3 Unit Kota Dumai | Kendaraan Dinas Jabatan 3 Unit
Kendaraan Perorangan Dinas o 69,770,000 Kendaraan Perorangan - 49,381,142
) yang Dipelihara dan - yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Dibavarkan Paiaknva Dinas atau Kendaraan Dibavarkan Paiaknva
Jabatan Y jaKny; Dinas Jabatan Y jaKny;
. Jumlah Peralatan dan . Jumlah Peralatan dan
Pemeliharaan Peralatan dan . . h . Pemeliharaan Peralatan . . . .
Mesin Lainnya Kota Dumai M_esm Lainnya yang 3 Unit 114,550,000 dan Mesin Lainnya Kota Dumai M_esm Lainnya yang 3 Unit 250,000,000
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi ‘Ijjl:glslzraﬁgrggg ljj:n Pemeliharaan/Rehabilitasi g?g:?aﬁgrggz L?:m Kantor
Sarana dan Prasarana Kota Dumai | Kantor atau Ban Snan Sarana dan Prasarana Kota Dumai | atau Bangunan Legnn a 14 Unit
Gedung Kantor atau ) 9 - Gedung Kantor atau 9 y 6,000,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang I Bangunan Lainnya yang . I
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan ‘éi?g::;?g:}kskla Program Pengelolaan Jumlah Produksi 140.840.00
Perikanan Tangkap gkap 128,100.00 190,000,000 Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap (Ton) e 16,678,523,755

(Ton)
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Penetapan Lokasi

Penetapan Lokasi

Pembangunan serta Kota Jumlah Pelabuhan 1 Unit Pembangunan serta Kota Jumlah Pelabuhan 1 Unit
Pengelolaan Pelabuhan Dumai Perikanan yang dikelola 190,000,000 Pengelolaan Pelabuhan Dumai Perikanan yang dikelola 16,678,523,755
Perikanan Provinsi Perikanan Provinsi
Penentuan Lokasi Jumlah Lokasi Penentuan Lokasi Jumlah Lokasi
Pembangunan Pelabuhan Kota Dumai | Pembangunan Pelabuhan Pembangunan Pelabuhan Kota Dumai | Pembangunan Pelabuhan 1 Unit

. ) - . . 500,000,000
Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan
Pra_sarana Pelabuhan Kota Dumai Pra;arana Pelabuhan _ 1 Unit 190,000,000 Pra_sarana Pelabuhan Kota Dumai Pra;arana Pelabuhan _ 1 Unit 15,715,227,000
Perikanan Perikanan yang Tersedia Perikanan Perikanan yang Tersedia
Pelaksanaan Fungsi Fungsi Pemerintahan dan Pelaksanaan Fungsi Fungsi Pemerintahan dan
Pemerintahan dan . | Pengusahaan Pelabuhan Pemerintahan dan . | Pengusahaan Pelabuhan

Kota Dumai Kota Dumai 1 Layanan

Pengusahaan Pelabuhan
Perikanan

Perikanan yang
Terlaksana

Pengusahaan Pelabuhan
Perikanan

Perikanan yang
Terlaksana

463,296,755

41,070,353,980.00

70,383,906,098
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Maka perlu
dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi
Riau Tahun 2025.

Berdasarkan Forum Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau Tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku
kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait melalui Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

Dalam prosesnya Forum Perangkat Daerah, dengan mengundang Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Sesuai dengan program
dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan usulan
prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Ini merupakan langkah awal
untuk usulan kegiatan tahun 2026 Kab/Kota bidang kelautan dan perikanan. Maka
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibentuk suatu tim untuk
penyaringan usulan — usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dirangkum dalam
Berita Acara dan disepakati dalam hasil Forum Perangkat dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota Provinsi Riau
prgram / kegiatan tahun 2026.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Riau. Adapun Program / Kegiatan yang priortias yaitu :

1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan
Pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum daratan
Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya

a bk 0N

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan sarana sistem rantai
dingin hasil perikanan.

Berdasarkan Tabel 5 (TC 32) diatas bahwa Usulan Program dan Kegiatan dari
Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau akan memprioritaskan pada kegiatan yang
mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama yang menjadi Program prioritas yang
mendukung pembangunan, Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Riau yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu :
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1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Outcome : Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah

ekonomi kelautan dan perikanan

Kegiatan :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

3. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Outcome : Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan potensi sumber daya

ikan

Kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

4. Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi

5. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Outcome : Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Kegiatan :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Perairan Dara

a bk~ 0N

Penyediaan Sarana Pembudidayaan lkan di Air Payau dan Air Tawar Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas

Daerah Kabupaten/Kota

Berikut usulan yang disampaikan oleh kelompok dan anggota masyarakat

pemangku kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota kepada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dituangkan dalam Tabel 7 TC. 32

sebagai berikut :
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Table 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (T-C.32)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

-1

-2

-3

-4

-5

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Perairan
Darat

Penyediaan Sarana Pembudidayaan lkan di Air
Payau dan Air Tawar Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana Pembudidayaan lkan di Air Payau
dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KJA 19 Unit, Kapal Pengangkut Ikan 7 Unkt,
Mesin Pakan dan sarana Pendukung
Budidaya 11 unit

Pekanbaru

Pokdakan/KUB Bertuah, Pokdakan/KUB Siak Tirta
Bertuah Kota Pekanbaru

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Inhil

Pokdakan Mawar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan Karya Maju, jl. Encik Abdulah Dusun
Bahagia RT. 014 RW. 07 Desa Pekan Tua
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA),

Kep.Meranti

BERKAH AMIN MERANTI,SELATPANJANG KOTA,
TEBING TINGGI

Pengadaan Mesin Pakan dan Sarana Pendukung
Lainnya,

SAMUDERA JAYA BERSAMA BANTAR,
RANGSANG BARAT

Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan Segar
Budidaya,
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Kuansing

Pokdakan Bintang Laksamana, Sungai Siriah, Titian

Sarana Budidaya Ikan Air Tawar Komoditas Lokal

Berangan, Sungai Tonam, Lokuak Potai Kuantan (Komoditas Nila), 10
Tengah
PELALAWAN
Kelompok Sungai Semangkuk Desa Kuala Terusan, .
Kec. Pkl Kerinci Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA) 1
Kelompok Kualo Mandiri Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA) 1
Kelompok Sinar Harapan Bantuan Saprokan Keramba Jaring Apung (KJA) 1
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di . .
Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Jumla'h Prasarana Pembudidayaan lkan di Air Payau Prasarana Budidaya 88 Unit
dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rohul
Desa Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah,Desa
Babussalam Kec. Rambah, Desa Koto Tinggi Kec.
Rambah, Desa Babussalam Kec. Rambah,Desa
Tambusai Timur Kec. Tambusai,Desa Sungai
Kumango Kec. Tambusai,Desa Kabun Kec. Kabun, Bantuan Sarana dan prasarana pembudidava
Desa Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah P P y 11

Darussalam, Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV
Koto,Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto, Desa
Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto, Desa Kepayang
Kec. Kepenuhan Hulu, Desa Babussalam Kec.
Rambah

ikan
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Kelompok Wira Swantantra Andalan dan Kelompok
Mandiri Andalan Desa Mekar Jaya Kec. Tambusai

Utara dan Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan GERAKAN PAKAN MANDIRI 2

Hulu

Kep Merranti

BERKAH ILLAHI BANTAR, RANGSANG BARAT Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1
Prasarana Pendukung Lainnya

BERKAH ILLAHI BANTAR, RANGSANG BARAT Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1
Prasarana Pendukung Lainnya

PEMUDA PESISIR BANTAR, RANGSANG BARAT | hengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1
Prasarana Pendukung Lainnya

SAMUDERA JAYA BERSAMA BANTAR, Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan Segar 1

RANGSANG BARAT Budidaya

TERUBUK MUTIARA MERDEKA INSIT, TEBING Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1

TINGGI BARAT Prasarana Pendukung Lainnya

TERUBUK MUTIARA PERMAI INSIT, TEBING Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1

TINGGI BARAT Prasarana Pendukung Lainnya

INSIT TUAN MUDA, TEBING TINGGI BARAT Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1
Prasarana Pendukung Lainnya

TUAN MUDA INSIT, TEBING TINGGI BARAT Pengadaan Gumbang Pendukung Budidaya lkan 10

Air Laut/Keramba Jaring Apung
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Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana

MERANTI BUNTING, MERBAU . 1
Prasarana Pendukung Lainnya

GREM SELAT AKAR, TASIK PUTRI PUYU Pengadaan Keramba Jarl_ng Apung dan Sarana 1
Prasarana Pendukung Lainnya

BERKAH AMIN MERANTI SELATPANJANG KOTA, | Pengadaan Mesin Pakan dan Sarana Pendukung 1

TEBING TINGGI Lainnya

KARYA UTAMA SELATPANJANG TIMUR, TEBING Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya 1

TINGGI Perikanan Air Tawar

BERKAH ILAHI SIALANG PASUNG, RANGSANG Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1

BARAT Prasarana Pendukung Lainnya

BERKAH SEHATI SIALANG PASUNG, RANGSANG | Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1

BARAT Prasarana Pendukung Lainnya

SETIA MAJU SIALANG PASUNG, RANGSANG Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1

BARAT Prasarana Pendukung Lainnya

SETIA MAJUSIALANG PASUNG, RANGSANG Pengadaan Gumbang Pendukung Budidaya Ikan 10

BARAT Air Laut/Keramba Jaring Apung

TIMUR JAYASIALANG PASUNG, RANGSANG Pengadaan Keramba Jaring Apung dan Sarana 1

BARAT Prasarana Pendukung Lainnya

TIMUR JAYA SIALANG PASUNG, RANGSANG Pengadaan Gumbang Pendukung Budidaya Ikan 10

BARAT

Air Laut/Keramba Jaring Apung

87

RENJA PD TH 2026




KAMPAR

Pokdakan MAJU BERSAMA Desa Merangin
Kecamatan Kuok

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan BERKAH KERAMBA Desa Kampung
Panjang Kecamatan Kampar Utara

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan BONCAH LABI MAJU Desa Sendayan
Kecamatan Kampar Utara

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan TUA KAMPAU Desa Sawah Kecamatan
Kampar Utara

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan KUAPAN BERKAH Desa Kuapan
Kecamatan Tambang

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan TANJUNG SEJATI Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan TOGAK BASAMO Desa Bukit Ranah
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan BUKIT KINCUANG Desa Bukit Ranah
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan RANAH BAROKA Desa Ranah
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan BERKAH MAJU Desa Ranah Kecamatan
Kampar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan SARUHUM Desa Padang Mutung
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan SEHATI Desa Merangin Kecamatan Kuok

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)
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Pokdakan RENGAS INDAH Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Pokdakan SEJAHTERA Desa Bukit Ranah
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Keramba Jaring Apung (KJA)

Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan BONCAH LABI MAJU Desa Sendayan
Kecamatan Kampar Utara

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan TUA KAMPAU Desa Sawah Kecamatan
Kampar Utara

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan TANJUNG SEJATI Desa Sawah
Kecamatan Kampar Utara

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan TOGAK BASAMO

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Kecamatan Kampar Pokdakan BUKIT KINCUANG
Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan RANAH BAROKA Desa Ranah
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan BERKAH MAJU Desa Ranah Kecamatan
Kampar

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan SARUHUM Desa Padang Mutung
Kecamatan Kampar

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Pokdakan SEHATI Desa Merangin Kecamatan Kuok

Bantuan Sarana Tiang Pancang

Bantuan Sarana Tiang Pancang Pokdakan RENGAS
INDAH Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu

Bantuan Sarana Tiang Pancang
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Pokdakan SEJAHTERA Desa Bulit Ranah

Limau Kapas

Kecamatan Kampar Bantuan Sarana Tiang Pancang 1
Pokdakan TANJUNG BELIT HATCHERY Kelurahan Bantuan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan 1
Air Tiris Kecamatan Kampar Rakyat (UPR)
Pokdakan BERKAH JAYA, Desa Hangtuah Bantuan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan 1
Kecamatan Perhentian Raja Rakyat (UPR)
SIAK
\(Keramba HDPE untuk 1 Kelompc_)k), L. GAPOKKAN Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya lkan
Rawa Bersatu 1. Kampung Sungai Rawa Kec. . 1
o Kakap Putih

Sungai Apit
\(Keramba HDPE untuk 1 Kelompok) 1. KUB Bangkit | Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan 1
Maju 1. Kampung Sei. Kayu Ara Tirus

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah

Laut sampai dengan 12 Mil

. . Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang .

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1558 Unit Alat tangkap
Rohil
KUB Nelayan Barokah Kep. Panipahan Kec. Pasir Bantuan Alat Tangkap Nelayan 10
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KUB Nelayan Amanah Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko

Kab. Rokan Hilir Bantuan Jaring Penangkapan Ikan 10
KUB Nelgya_n Bersatu JI. Garuda Panipahan Darat, Bantuan Kapal Kualuh & Alat Tangkap 10
Kec. Pasir Limau Kapas
Meranti
Kel. Nelayan Semoga Jaya Desa Kedabu Rapat Pengadaan Kapal Motor dan Alat Tangkap lkan 5
Kec. Rangsang Pesisir (Jaring tangsi 0.30 mm)
Kel. Nelayan Delima Bahari Desa Melai Kec. Pengadaan Kapal Motor dan Alat Tangkap lkan 3
Rangsang Barat (Jaring tangsi 0.30 mm)
Kel. Nelayan Al-Barogah Desa Tanjung Kedabu Kec. | Pengadaan Alat Penangkapan lkan (Jaring

. ; " 300
Rangsang Pesisir tangsi) 0.30 mm , 2%
Bengkalis
KUB CAHAYA LAUT Desa Meskom Kecamatan Bantuan Sarana Alat Penangkapan lkan Gillnet 200
Bengkalis 2,75 Inchi
KUB KUDA LAUT Desa Meskom Kecamatan Bantuan Sarana Alat Penangkapan lkan Gillnet 3 200
Bengkalis Inchi
KUB MUARA KASIH Desa Senderak Kecamatan Bantuan Sarana Alat Penangkapan lkan 300
Bengkalis Tramelnet
KUB NELAYAN HARAPAN Desa Sekodi Kecamatan | Bantuan Sarana Alat Penangkapan Ikan Gillnet 200
Bengkalis 2,75 Inchi
SIAK
3 Kelompok 1. KUB Nelayan Penyengat 2. KUB
Rawa Bersatu 3. KUB Maju Bersama 1. Kampung
Penyengat Kec. Sungai Apit 2. Kampung Sungai Bantuan Sarana Alat Penangkapan lkan Jaring 300

Rawa Kec. Sungai Apit 3. Kampung Tanjung Kuras
Kec. Sungai Apit
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1 Kelompok 1. KUB Bilis Asam 2. KUB Bangkit Maju
1. Kampung Bunsur Kec. Sungai Apit 2. Kampung
Sungai Kayu Ara Kec. Sungai Apit

Bantuan Sarana Alat Penangkapan lkan
Gombang

20

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan
Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang
Tersedia di Wilayah Perairan Darat

Kapal 249 Unit, dan Alat tangkap 463 Unit

Pekanbaru

KUB Mina Betutu JI. Kemping RT 04 RW 07 Kel.

Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta

Lembah Sari, Kec. Rumbai Timur. kelengkapannya. 50
KUB Mina Gurami JI. Raja Panjang RT 03 RW 05 Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta 50
Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Timur. kelengkapannya.
KUB Mina Patin Pesisir JI. Tanjung Batu RT 02 RW Pengadaan Kapal Fiber 1 GT dan Mesin beserta

e . 50
03 Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh kelengkapannya.
Kuansing
KUB Lubuk Karak, KUB Alay Jaya Cerenti Bantuan Perahu bermotor (fiber) 49
KUB Lubuk Karak, KUB Alay Jaya Cerenti ?sgtuan Sarana Alat Tangkap Jaring, Pancing, 147
KAMPAR
KUB NELAYAN BAUNG TAPUNG Desa Danau Bantuan Sampan/Perahu Fiber, Mesin dan Alat 10

Lancang Kec. Tapung Hulu

Penangkapan lkan (Jala)
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KUB NELAYAN BERKAH Desa Danau Lancang Kec.

Bantuan Sampan/Perahu Fiber, Mesin dan Alat

Tapung Hulu Penangkapan lkan (Jala) 10
INHU

Pengadaan Jaring Insang mesh size 4-5 Inci
KELOMPOK JAYA BERSAMA NELAYAN Desa KELOMPOK JAYA BERSAMA NELAYAN Desa
Teluk Sungkai .

Teluk Sungkai 48
Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Kuala.(.:enaku

Kabupaten Indragiri Hulu

Pengadaan Jala Tebar

spesifikasi :

Bahan Benang
KELOMPOK RANTAU BERTUAH Desa Sukajadi Panjang 3 Meter

Lebar 6 meter 16
Kecamatan Kuala Cenaku Kab .Inhu . L

Mesh size 3/4 inci

Ukuran Benang No. 9

KELOMPOK RANTAU BERTUAH Desa Sukajadi

Kecamatan Kuala Cenaku Kab .Inhu

Pengadaan Jala Tebar

spesifikasi :

Bahan Benang
KELOMPOK CENAKU BERTUAH Desa Kuala Panjang 3 Meter

Lebar 6 meter
Cenaku . L 12
Kecamatan Kuala Cenaku Kag inhu Mesh size 3/4 inci

9 Ukuran Benang No. 9

KELOMPOK CENAKU BERTUAH Desa Kuala

Cenaku

Kecamatan Kuala Cenaku Kag inhu
2 kelompok , 1. KUB Binjai Jaya 2. KUB Janggut
Udang 1. Kampung Teluk Batil Kec. Sungai Apit 2. Bantuan Sarana Alat Penangkapan lkan Jaring 200

Kampung Belading Kec. Sabak Auh
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2 Kelompok 1. KUB Jaya Bersama 2. KUB Patin

Jaya 1. Kampung Teluk Mesjid Kec. Sungai Apit 2. Bantuan Kapal Perikanan 2 Kelompok 30
Kampung Teluk Batil Kec. Sungai Apit

PELALAWAN

KUB Rezeki Berkah Kelurahan Pelalawan Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4" 10
Kecamatan Pelalawan

KUB Selempaya Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pengadaan Alat tangkap pengilar 1 1/4" 10
Pelalawan

KUB Sungai Selingsing Kelurahan Pelalawan Pengadaan Jaring 2.5 inchi 10
Kecamatan Pelalawan

Pengadaan Jaring 2 inchi Pengadaan Jaring 2 inchi 10
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BAB |l TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

95

Kebijakan nasional RPJMN 2025-2029, yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden No0.12 Tahun 2025, adalah tahap pertama implementasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan merupakan
penjabaran dari visi-misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di
dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi
Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia
Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas
nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi
langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas
nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja
yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif,
serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran
aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
dan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.
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Dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan, Kementrian Kelautan dan Perikanan akan melanjutkan
pelaksanaan 5 program prioritas berbasis Ekonomi Biru di tahun 2026 ini. Strategi
ekonomi biru merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan keseimbangan
antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan. Lima program

ekonomi biru yaitu :

1. Perluasan kawasan konservasi laut
penangkapan ikan terukur berbasis kuota

3. pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara
berkelanjutan
Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Kementerian Kelautan dan

Perikanan dalam rangka mencapai misi yang telah di tetapkan:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton, dan
pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun

2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
Meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai
ekspor hasil perikanan menjadi USD 8 miliar pada 2024

3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun
(target SDGSs), serta produktivitas komoditas 5% per tahun

Pembangunan Kelautan dan Perikanan akan mendukung 3 pilar
pembangunan Dberkelanjutan, vyakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konstribusi Kelautan dan Perikanan
pada PDB daerah, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2)
sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat
marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial
masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan
(3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta
ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD
Provinsi Riau Tahun 2005- 2029, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD
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tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Perencanaan pembangunan jangka
panjang Provinsi Riau diarahkan pada kualitas pemerintahan yang baik.
Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Riau
dilakukan melalui pengembangan usaha perikanan budidaya, khususnya budidaya
perikanan air tawar melalui pengembangan kawasan sentra-sentra produksi.
Pengembangan perikanan tangkap di laut dan perairan pantai maupun di perairan
umum, saatnya untuk dibatasi. Kegiatan pengembangan untuk bidang tersebut

adalah pengembangan nilai tambah produk hasil perikanan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Terwujudan visi Pemerintah Provinsi Riau dilakukan melalui pelaksanaan misi
yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Riau. Untuk itu perlu adanya kerangka yang jelas pada misi dioperasionalkan kedalam
tujuan dan sasaran. Visi Riau 2025-2029 adalah Riau Berbudaya Melayu, Dinamis,
Ekologis, Agamis Dan Maju, guna mendukung visi tersebut Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Pelaku Perikanan’, dalam rangka mewujudkan Tujuan Rencana
Pembanguna Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau ditindaklanjuti kedalam tujuan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah
dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
bidang perikanan dan kelautan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan
penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur
selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam menentukan strategi
dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ke depan
berdasarkan tujuan dan sasaran, Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku
Perikanan’, indikator 1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah salah satu alat ukur
kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang
diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan
salah satu faktor yang menentukan yang menentukan tingkat penerimaan nelayan

adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan. 2). Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)
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adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nilai tukar pembudidaya ikan yang diperoleh

dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga

yang dibayarkan oleh pembudidaya. Bisa dikatakan salah satu faktor yang

menentukan tingkat penerimaan pembudidaya ikan adalah jumlah hasil yang diterima

oleh pembudidaya. dikembangkan lebih lanjut pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.

Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Perikanan Tahun 2026

No. Tujuan/Sasaran Indikator Base Line Target
2025 2026
1. | Terwujudnya Nilai Tukar 105,34 105,95
Kesejahteraan Nelayan (NTN)
Masyarakat Pelaku
Perikanan Nilai Tukar 101,56 102,98
Pembudidaya lkan
(NTPI)
1.1 Meningkatnya Jumlah Produksi 255.915,02 256.855,60
Produksi Perikanan Hasil Perikanan
(Ton)
1. Jumlah 128.115,02 128.755,6
Produksi
Perikanan
Budidaya
(Ton)
2. Jumlah 127.800 128.100
Produksi
Perikanan
Tangkap
(Ton)
Volume Produk 16.802,33 17.306,21
Olahan Kelautan dan
Perikanan (Ton)
1.2 Meningkatnya Konsumsi Ikan 34,06 34,75
konsumsi ikan Masyarakat
(Kg/KAP/TH)
1.3 Meningkatnya Tingkat Pengelolaan 56,5 56,6
Kualitas Lingkungan | Konservasi (Nilai)
dan Kelestarian
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
1.4 Meningkatnya Nilai SAKIP 70 72

Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah
(Poin
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3.3
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Guna pencapaian sasaran indikator Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau Tahun 2026 pada Tabel 3.1. Memperlihatkan bahwa Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau mendukung misi yang ketiga yakni mewujudkan
pembanguan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Dalam mencapai
tujuan tersebut kepala daerah menetapkan sasaran Mewujudkan perekonomian
yang mandiri dan berdaya saing. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
sebagai perpanjangan tangan kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perikanan. Untuk
mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah, maka Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan
Kerikanan dengan memperkuat pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan
sasaran meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya konsumsi ikan,
Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produksi perikanan adalah
dengan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi Hasil Olahan Perikanan, Peningkatan
Pengendalian dan Pengawasan SDKP, Meningkatnya Pengelolaan Kelautan,

Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari
Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan
dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja
dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi
komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk mencapai dalam
satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Untuk
tahun 2026 terdapat 6 program kegiatan, yang terdiri dari :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

o 0k W

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
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Provinsi Riau mempunyai sumberdaya perikanan yang sangat potensial untuk
dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap maupun usaha budidaya serta
pengolahan hasil perikanan, pada perikanan tangkap yaitu perairan umum dan
perairan laut (kawasan pesisir). Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk kegiatan penangkapan dan budidaya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program/kegiatan/subkegiatan tahun perencanaan 2026 yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya masih sangat
rendah, hal ini dapat dilihat pada tingkat pemanfaatan budidaya laut hanya
sebesar 1,26 %, budidaya payau sebesar 9,36 % sedangkan budidaya tawar
sebesar 14,10 %, masih rendahnya tingkat pemanfaatan potensi usaha
budidaya di wilayah laut ini disebabkan tingginya biaya produksi dibandingkan
dengan wilayah tawar atau payau. selain itu juga tingkat kesejahteraan pelaku
perikanan khususnya pada sektor budidaya jika dilihat dari angka Nilai Tukar
Pembudidaya lkan (NTPi) rata-rata setiap tahunnya masih mencapai angka
dibawah 100.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Wilayah penangkapan ikan perairan laut di Provinsi Riau berada pada 2
(dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI),
yakni WPP-571 dan WPP-711. Perairan laut Provinsi Riau yang masuk pada
WPP-571 adalah perairan laut di wilayah Rokan Hilir, Kota Dumai, Kab.
Bengkalis, Siak, dan Kep. Meranti, dan yang masuk WPP-711 adalah perairan
laut di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. sedangkan
untuk usaha Perairan Umum Daratan (PUD) berada pada wilayah sungai,
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

Berdasarkan data KepMen KP Nomor 19 Tahun 2022 tentang estimasi dan
tingkat pemanfaatan Sumber Daya lkan bahwa sebagian besar sumber daya
ikan di perairan laut Provinsi Riau telah terjadi kondisi lebih tangkap (over
exploited) untuk itu perlu dukungan Renja 2025 dalam pelaksanaan
penangkapan ikan terukur (PIT), Penangkapan Ikan Terukur adalah
penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu
dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan
keadilan dan kesejahteraan nelayan, sehingga untuk mengantisipasi dalam
penyelenggaraan PIT ini perlu dukungan teknis bagi nelayan dalam

menerapkan teknologi penangkapan ikan terukur, termasuk penggunaan alat
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tangkap yang terukur dan sistem pengukuran dan pelaporannya, serta
membangun infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan kebijakan, seperti
pelabuhan, dan dermaga.

Selain itu perlu dilakukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk
memastikan keberhasilan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini.
Namun untuk melindungi nelayan di Provinsi Riau harus ditindaklanjuti dengan
langkah antisipasi yang efektif dan efisien oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau, khususnya sebagai upaya untuk melindungi nelayan lokal dan
nelayan kecil di wilayah pesisir yang masih kategori miskin perlu di persiapkan

agar tidak terpinggirkan.

. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan dalam rangka
mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka
mengatasi masih maraknya kapal asing pencuri ikan di perairan Provinsi Riau.
Saat ini jumlah armada yang terdata di Provinsi Riau adalah 14.285 unit, yang
telah memiliki izin sebanyak pelaku usaha perikanan yang memiliki izin
berjumlah 915 (Tahun 2023) pelaku usaha, dengan jumlah total nelayan yang
saat ini terdata di Provinsi Riau adalah adalah sebanyak 1.472 unit, ini artinya
masih sekitar 10,30% hal ini salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah
masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengurusan
perizinan, masih minim pengetahuan pelaku usaha dalam mengakses proses
perijinan secara online, serta masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki
kelengkapan dokumen kapal seperti Pas Kecil/Pas Besar sehingga di perlukan
pengawasan yang berkelanjutan dan komprehesif, sehingga di harapkan
mampu untuk mengurangi pencurian ikan, serta meningkatkan ketaaan hukum

bagi pelaku usaha perikanan.

. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, antara ekosistem darat dan laut. Provinsi Riau memiliki 2 (dua)
kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan yaitu: 1) Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Kepulauan Aruah
dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 73 Tahun 2021 dengan luasan
18.536,10 Ha, 2)Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir

Provinsi Riau dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107
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Tahun 2023 dengan Luasan 126.097,64.

Sedangkan 2 (dua) kawasan lagi masih dalam proses penetapan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu: 1)
Pencadangan Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Terubuk dengan
Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 dengan luasan 40.816 Ha;
2).Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Rupat Utara dengan SK Gubernur
Nomor Kpts. 565/11/2019 dengan luasan 15.547 Ha, dari data tersebut jumlah
kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau
kecil yang dikelola di Provinsi Riau Tahun 2023.

Untuk rehabilitasi daerah pesisir dengan penanaman hutan mangrove
dengan pendekatan partisipasi masyarakat, hutan mangrove bermanfaat untuk
melindungi tanah di sekitar laut. Tanah akan menjadi lapisan yang lebih padat
dengan adanya pohon bakau. Tanaman bakau yang tumbuh di tepian pantai
akan membuat airnya jernih, serta tempat beraktivitas ikan dan udang.
Kemudian Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, adalah
untuk membuat dokumen pengeloaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecll
(TPK) Kepulauan Aruah Rokan Hilir.

. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Perlu dilakukan pembinaan Unit Usaha Pengolahan lkan yang saat ini di
Provinsi Riau memiliki Unit Pengolahan IKan (UPI) Mikro kecil sebanyak 998
(sumber one data Tahun 2023), dari 998 UPI baru 1 % yang berskala
menengah besar. Masih sangat sedikit jumalh UPI yang berskala menengah
besar di Provinsi Riau disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah Mutu
Produk Olahan Skala UMKM yang rendah, pengetahuan para pelaku usaha
mikro dan kecil tentang standar mutu dan perizinan berusaha berbasis resiko
masih rendah, terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem
Rantai Dingin (SRD), tidak tersedianya cold storage milik Pemerintah untuk
menampung hasil budidaya, tangkap dan pengolahan, belum tersedianya data
harga ikan di seluruh Kabupaten / Kota serta belum optimalnya peningkatan
angka komsumsi ikan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada UPI skala
mikro kecil yang juga memiliki potensi dalam pengembangan produksi usaha
di sektor perikanan.

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:
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Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Riau (Tabel T-C 33)

' Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan c 2027
: . S atatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Indikatorr Kinerja Target - Target
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Kebutuhan Sumber Dana Penting Capaian Kebutuhan Dana/
Apalz Dana/Pagu Indikatif Apalg Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
@ 2 (©) &) ®) (6) @) 8 9) (10)
SEKRETARIAT 35.174,363,891.48 32,787,218,133
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25 [ 01 | 1.02 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100 Persen 35.174.363.891 32,787,218,133
PROVINSI Administrasi Perkantoran e
25|01 | 101 Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 150,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah (Laporan) 35,021,029
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Asli
25| 01| 1.01 | 0001 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pekanbaru - Daerah (PAD) 1 Dokumen 50,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli
25| 01 | 1.01 | 0007 Daerah Perangkat Daerah Pekanbaru 1 Laporan 19,999,760 Daerah (PAD) 1 Laporan 50,000,000
25| 02 | 1.01 | o010 Penyelenggaraan Walidata gZTIaeTeEOk::gzrr]l \Fllvaasliildata Pekanbaru 1 Dokumen Pendapatan Asli 1 Dokumen 50,000,000
' Pendukung Statistik Sektoral Daerah yeengg - 15,021,269 Daerah (PAD) A
Pendukung Statistik Sektoral Daerah
25 | 01 | 1.02 Adminisirasi Keuangan Perangkat | poion PO/en SERITRTAS 5 Laporan 28,462,897,852
' Daerah dipem?hi perang yang P 31,944,949,844 A02.891,
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Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 210 Orang/ Pendapatan Asli
25| 01 | 1.02 1 0001 | »gp dan Tunjangan ASN Pekanbaru Bulan 31,944,949,844 Daerah (PAD) 215 Orang 28,462,897,852
. . - Jumlah laporan barang milik
Administrasi Barang Milik
25|01 | 1,03 Daerah pada Perangkat Daerah daerah_pada perangkat daerah 1 Laporan 49,785,000 339,380,000
yang dikelola
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Pendapatan Asli
25 | 01 | 1,03 | 0002 SKPD Barang Milik Daerah SKPD Pekanbaru ) Daerah (PAD) 2 Dokumen 250,000,000
Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Koordinasi dan Penilaian Barang Barang Milik Daerah dan Hasil Pendapatan Asli
25| 01| 1,03 | 0003 Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang Milik Pekanbaru 14 Laporan 49,785,000 Daerah (PAD) 14 Laporan 49,785,000
Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Pendapatan Asli
25| 01| 1,03 | 0006 pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Pekanbaru - Daerah (PAD) 14 Laporan 39,595,000
Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Penatausahaan .
25| 01 1.06 Daerah Arsip Dinamis pada SKPD 6 Jenis 552,441,932 991,421,873
. . Jumlah Paket Komponen Instalasi .
25 | 01 | 1.06 | 0oo1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pekanbaru Pendapatan Asli 2 Paket 25,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor . - Daerah (PAD)
yang Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan .
Penyediaan Peralatan dan Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0002 Perlengkapan Kantor gtiesr(le%?gll;:ﬁan Kantor yang Pekanbaru 5 Paket 126,231,495.50 Daerah (PAD) 5 Paket 200,000,000
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. - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pekanbaru 5 Paket 46,760,000 Daerah (PAD) 5 Paket 111,793,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pendapatan Asli
25| 01| 1.06 | 0005 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Pekanbaru 15 Paket 49,450,436 Daerah (PAD) 15 Paket 103,300,873
— Jumlah Laporan Penyelenggaraan .
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PR . Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD gigfg Koordinasi dan Konsultasi Pekanbaru 1 Laporan 330,000,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 526,328,000
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Pendapatan Asli 11
2502 | 1.07 ) 0010 pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Pekanbaru - Daerah (PAD) Dokumen 25,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang UL e el pEL e
25|01 | 1.08 UeeT Pameiielherm Beereir girggr?ﬂh[?emermtah daerah yang 2 Jenis 2268.280,311 2,204,869,041
. — Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Komunikasi, L . Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.08 | 0002 Sumber Daya Air dan Listrik K_om_umkasn S_umper Daya Air dan Pekanbaru 4 Laporan 1,889,092,983 Daerah (PAD) 3 Laporan 1,769,992,995
Listrik yang Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.08 | 0004 Kantor Pglaygnan Umum Kantor yang Pekanbaru 44 Laporan 378,287,328 Daerah (PAD) 1 Laporan 434,876,046
Disediakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Jenis barang milik daerah
25|01 | 107 Penunjang Urusan Pemerintah penunjang urusan pemerintah ) 123,203,591
Daerah daerah yang diadakan
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Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.07 | 0010 | Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Pekanbaru - P 14 Unit 98,203,591
. - e - Daerah (PAD)
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendapatan Asli
25| 02 | 1.08 | 0011 | Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Pekanbaru - P 3 Unit 25,000,000
A 8 L e - Daerah (PAD)
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah
25|01 | 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintah 27 Jenis 323 885.776 515,445,776
Daerah daerah yang diadakan e
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . Pendapatan Asli .
2501 | 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Pekanbaru 27 Unit 277,445,776 Daerah (PAD) 27 Unit 271,445,776
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya . Pendapatan Asli :
25 | 01 | 1.09 | 0006 Lainnya yang Dipelihara Pekanbaru 278 Unit 46,440,000 Daerah (PAD) 278 Unit 138,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana éuerglf: Slfazitnoar g?:upégf\atﬁln; Pendapatan Asli
25| 01 | 1.09 | 0010 | dan Prasarana Gedung Kantor atau -aung 9 Pekanbaru - b 1 Unit 100,000,000
Bangunan Lainnya Le_ilnn_ya yang S - Daerah (PAD)
Dipelihara/Direhabilitasi
i 0,
Bidang Kelautan dan Pengawasan 11.70% 328,092,460 186,556,382
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Laut, Pesisir dan
25| 02 KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- | Pulau-pulau kecil yang meningkat 11.70 328 092.460 186,556,382
PULAU KECIL efektivitas pengelolaannya (%) e
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Pengelolaan Ruang Laut Sampai Jumlah Luas Ruang Laut sampai 126097.64
25 02 | 101 Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Pekanbaru ' 181,556,382
) : : ha 283,069,460
Gas Bumi Gas Bumi yang dikelola (Ha)
Pengelolaan Kawasan Konservasi di -
25 | 02 | 101 | ooo2 | Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Witsyan Pousr. Sa?ﬁféfiﬂu Provinsi | 16536,10 Ha Pendapatan Asl 181566.42 160,000,000
Kecil Berdasarkan Penetapan dari W Riau ' 146,949,460 Daerah (PAD) ’ e
; Kecil yang Terkelola
Pemerintah Pusat
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Provinsi Pendapatan Asli
25| 02| 101 | 0003 dan Pulau-Pulau Kecil Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Riau 2 Ha 136120000 Daerah (PAD) 1Ha 21,556,382
Jumlah Masyarakat Pesisir dan
e . . Pulau-Pulau Kecil yang memperoleh o .
25| 02 | 101 | 0004 Mitigasi Bencana Wll_ayah Pesisir informasi terkait mitigasi Bencana Pro_vm5| - Pendapatan Asli 50 Orang
dan Pulau pulau Kecil - I Riau - Daerah (PAD)
Melalui Program Mitigasi Bencana
WP3K
Penyusunan Materi Teknis Perairan Dokumen Materi Teknis Muatan Pendapatan Asli
25| 02 | 101 | ;0005 | Pesisir dan Pulau-pulau Perairan Pesisir pada RTRW Pekanbaru - ) Daera’% (PAD) 1
Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
Penerbitan Izin Pemanfaatan . . . .
25| 02 | 102 Ruang Laut di Bawah 12 Mil Jumlah Izin yang Diterbitkan 1 lIzin 45,023,000 -
Jumlah Dokumen Pertimbangan
Pengelolaan Perizinan Berusaha Teknis Pengelolaan Perizinan Provinsi Pendapatan Asli
25| 02| 102 | 0007 Sektor Kelautan dan Perikanan Berusaha Sektor Kelautan Riau 1 Dokumen 45,023,000 Daerah (PAD)
dan Perikanan
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o5 | 02 | 103 Pemberdayaan Masyfarakat Pesisir Jumlah_ Kelompok Masyarakat Proyinsi ) 5.000,000
dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan Riau -
Pengembangan Kapasitas Jumlah Masyarakat Pesisir dan Provinsi Pendapatan Asli
25| 02 | 103 | 0001 | Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat ) - p 60 Orang 5,000,000
b . Riau - Daerah (PAD)
Kecil Kapasitasnya
Jumlah kelompok Masyarakat yang
Penguatan dan Pengembangan mengikuti penguatan dan . .
25| 02 | 103 | 0002 | Kelembagaan Masyarakat Pesisir pengembangan kelembagaan Proy|n5| - Pendapatan Asli 2 Kelompok
; iy Riau - Daerah (PAD)
dan Pulau-Puau Kecil masyarakat pesisir dan pulau - pulau
kecil
BIDANG TANGKAP 1,123,447 580 1,682,451,054
Jumlah Produksi Perikanan(Ton) 256,855.60 274,880 274,880
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan
251 03 PERIKANAN TANGKAP Tangkap(Ton) 128,100.00 1,123,447,580 1,682,451,054
Pengelolaan Penangkapan lkan di Jumlah wilayah perikanan tangkap
25 (03 | 101 \’\IA\lilllayah Laut Sampai Dengan 12 dilaut yang dimanfaatkan 3 Wilayah 667,976,000 1,017,119,653
. . Jumlah data dan Informasi Sumber I .
Penyediaan Data dan Informasi T Provinsi Pendapatan Asli
25 | 03 | 1.01 | 0001 Sumber Daya Ikan Daya lkan yang Tersedia c_Jl Wilayah Riau 1 Dokumen 104,530,000 Daerah (PAD) 1 Dokumen 70,000,000
Laut sampai dengan 12 Mil
. Jumlah sarana Usaha Perikanan . .
Penyediaan Sarana Usaha Al Provinsi . Pendapatan Asli .
25 | 03 | 1.01 | 0010 Perikanan Tangkap Tangkap yang Tersedia d|_W|Iayah Riau 330 Unit 563,446,000 Daerah (PAD) 1 Unit 400,000,000
Laut sampai dengan 12 Mil
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Penyediaan Prasarana Usaha Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Provinsi Pendapatan Asli
25| 03 | 1.01 | 0003 . Tangkap yang Tersedia di Wilayah ) 400 547,119,653
Perikanan Tangkap ] . Riau - Daerah (PAD)
Laut sampai dengan 12 Mil
Pengelolaan Penangkapan lkan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, lah wilavah ik K
Rawa, dan Genangan Air Lainnya gjl.Jm an wilaya pzn anan tangkap 4 Wilavah 4 1401
25|03 102 yang dapat Diusahakan Lintas (iperairan umum daratan yang ilayal 412,891,580 55,331,40
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Jumlah Data dan Informasi Sumber
Penyediaan Data dan Informasi Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Provinsi Pendapatan Asli
25 | 03 | 102 | 0001 Sumber Daya Ikan Perairan Darat Riau ) Daerah (PAD) 1 Dokumen 120,000,000
. Jumlah Sarana Usaha Perikanan - .
Penyediaan Sarana Usaha L Provinsi . Pendapatan Asli .
25 | 03 | 102 | 0004 Perikanan Tangkap Tangkap yang Tersedia di Wilayah Riau 287 Unit 412,891,580 Daerah (PAD) 350 Unit 335,331,401
Perairan Darat
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Jumlah Penerbitan Izin Usaha
Tangkap untuk Kapal Perikanan Perikanan Tangkap untuk Kapal )
25| 03| 103 Berukuran di atas 10 GT sampai Perikanan Berukuran di atas 10 GT 180 Izin 42,580,000 210,000,000
dengan 30 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan
25 | 03 | 103 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Jumlah Rekomendasi Perizinan Provinsi
Usaha Perikanan Tangkap untuk Usaha Perikanan Tangkap yang Riau
Kapal Perikanan Berukuran di Diterbitkan Pendapatan Asli 1 11
Atas 10 GT sampai dengan 30 - Daerah (PAD) 0,000,000
GT
25| 03 | 103 | 0003 | Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Provinsi
InformasiUsaha Perikanan Tangkap PerizinanUsaha Perikanan Tangkap Riau
untukKapal Perikanan Berukuran yangTersedia Pendapatan Asli
diAtas 10 GT sampai dengan 30GT . Daerah (PAD) 1 Dokumen 100,000,000
25| 03 | 103 | 0004 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Provinsi 100
Subsektor Penangkapan dan Perizinan Berusaha Subsektor Riau Persentase 42,580,000
Pengangkutan Ikan untuk kapal Penangkapan dan Pengangkutan .
ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT Pendapatan Asli
beroperasi sampai dengan 12 mi - 30 GT dan beroperasi sampai Daerah (PAD)
dengan 12 mil
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BIDANG BUDIDAYA

719,020,000

582,465,929
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan Provinsi
25 | 04 PERIKANAN BUDIDAYA Budidaya(Ton), Ekor Riau 128,755.60 582,465,929 719,020,000
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Jumlah Izin Usaha Perikanan di
di Bidang Pembudidayaan lkan Bidang Pembudidayaan lkan Yang
25 | 04 | 101 Yang Usahanya Lintas Daerah Usahanya Lintas Daerah - ) -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi J“”."ah Data_ dgn Informasi U;aha . .
25 | 04 | 101 | 0003 | Usaha Perikanan di Bidang lT(erlka_nan di Bidang Fl’(embul((il(liayaan Pro_vm5| ) Pendar;]atan Asli
Pembudidayaan Ikan lkan di Laut Berdasa( an Skala Riau - Daerah (PAD)
Usaha dan Tingkat Risiko
Penerbitan Izin Kapal Jumlah Izin Kapal Pengangkut
Pengangkut Hasil Hasil Pembudidayaan lkan
Pembudidayaan lkan Berukuran Berukuran sampai dengan 30 GT
25 | 0a | 103 sampai dengan 30 GT yang yang Beroperasi di Wilayah ) )
Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak -
Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing
Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang
dan/atau Tenaga Kerja Asing di terbitkan yang di terbitkan
Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Jumlah Rekomendasi Izin Kapal
25 | 04 | 103 | 0002 Pengangkut Hasil Pembudidayaan Pengangkut Hasil Pembudidayaan Provinsi ) Pendapatan Asli
lkan Berukuran sampai dengan 30 lkan yang menjadi Kewenangan Riau - Daerah (PAD)
GT Provinsi yang Diterbitkan
Penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Jumlah Tanda Daftar bagi
25 | 04 | 104 di Laut dan Lintas Daerah Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) - -

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

di Laut dan Lintas Daerah
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Penerbitan Tanda Daftar bagi Jumlah Rekomendasi Perizinan

Pembudi Daya lkan Kecil (TDPIK) di Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Provinsi Pendapatan Asli
25| 04 | 104 | 0002 | Lautdan Lintas Daerah Laut dan Lintas Daerah Riau ) Daera?] (PAD)

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)

Daerah Provinsi Daerah Provinsi

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jur_nlah kawas_an/wil_ayah .
25 | 04 | 105 . perikanan budidaya ikan dilaut 3 Kawasan 20,000,000

di Laut . 159,695,929

yang dimanfaatkan

Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi . .
25 | 04 | 105 | 0001 | Pembudidayaan lkan di Laut dan Pembudidayaan lkan di Laut dan Pngi\gUS' ) Psggg%azﬁgéfh 1 Dokumen 20,000,000

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota
25 | 0a | 105 | 0002 Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana Pembudidayaan Provinsi Pendapatan Asli

Pembudidayaan Ikan di Laut lkan di Laut (unit) Riau - Daerah (PAD)
25 | 0a | 105 | 0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Jumlah Sarana Pembudidayaan lkan Provinsi Pendapatan Asli

pembudidayaan ikan di laut di Laut Riau - Daerah (PAD)

Pembinaan dan Pemantauan

Pembudidayaan Ikan di Laut dan di . Provinsi Pendapatan Asli
25| 04| 105 | 0007 Kawasan Konservasi yang Dikelola Jumiah Pembudidaya Riau 50 Orang 51,580,000 Daerah (PAD)

oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Jumlah Sarana Prasarana Unit

Lingkungan Budidaya di Laut dan Provinsi . Pendapatan Asli
25 | 04 | 105 | 0011 Lintas Daerah P'engelolaan Kesehatan I_kan dan Riau 10 unit 108,115,929 Daerah (PAD)

Lingkungan yang Tersedia
Kabupaten/Kota
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Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Jumlah kawasan/wilayah
perikanan budidaya ikan

25|04 | 106 di Perairan Darat diperairan darat yang 5 Kawasan 422,770,000 699,020,000
dimanfaatkan
Penyediaan Sarana Pembudidayaan | Jumlah Sarana Pembudidayaan lkan Provinsi Pendapatan Asli
25| 04 | 106 | 0003 | lkan di Air Payau dan Air Tawar di Air Payau dan Air Tawar Lintas Riau 12 Unit 422 770.000 DaeraFr)1 (PAD) 35 Unit 594,020,000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota T
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana Pembudidayaan
25 | 04 | 106 | 0004 Pembpd|dayaan_ Ikan di Air Payau lkan di Air Payau dan Air Tawar Proy|nS| - Pendapatan Asli 1 Unit 105,000,000
dan Air Tawar Lintas Daerah . Riau - Daerah (PAD)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Bidang P2HKP 195,000,000 67,000,000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Volume Produk hasil olahan Provinsi
25 | 06 PEMASARAN HASIL PERIKANAN perikanan (Ton) Riau 17,306.21 195,000,000.00 67,000,000.00
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Jumlah izin usaha pemasaran dan
25 | 06 | 101 dan Pengolahan Hasil Perikanan emprosesan hasilp an Provinsi 6 izin )
Lintas Daerah Kabupaten/Kota pempr yang Riau 16,706,500.00
ST diterbitkan
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penertiban rekomendasi perizinan
perusahaan untuk menunjang Jumlah Rekomendasi Perizinan
25 | 06 | 101 | 0007 kegiatan usaha subsektor Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan | Provinsi 3 Pendapatan Asli
pengolahan ikan dan subsektor Usaha Subsektor Pemasaran lkan Riau Rekomendasi 16,706,500.00 Daerah (PAD)
pemasaran ikan skala usaha Skala Usaha Menengah dan Besar
mennengah dan besar
Pembinaan Mutu dan Keamanan j:nmgzrr;:sn;:;nsﬁgziFggﬁﬁlaihaann
Hasil Perikanan bagi Usaha Provinsi .
25| 06 | 102 Pengolahan dan Pemasaran Skala skala menengah dan besar yang Riau 4 Unit 178,293,500 42,000,000

Menengah dan Besar

menerapkan standar mutu dan
keamanan
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Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Jumlah Pembinaan, Fasilitasi,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap | Pemantauan, dan Evaluasi terhadap
Mutu dan Keamanan Hasil Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, dan Daya Saing serta Perikanan, dan Daya Saing serta Provinsi . Pendapatan Asli
2506 | 102 | 0003 Pemberdayaan Usaha dalam rangka | Pemberdayaan Usaha dalam rangka Riau 2 Kegiatan 152,623,500 Daerah (PAD)
Menghasilkan Produk yang Aman Menghasilkan Produk yang Aman
dan Bermutu untuk dikonsumsi atau dan Bermutu untuk dikonsumsi atau
digunakan, dan Berdaya Saing digunakan, dan Berdaya Saing
Kegiatan yang diberikan kepada unit
usaha berupa pembinaan, fasilitasi,
N pemantauan, dan evaluasi terhadap
Pelaksanaan Bimbingan dan . .
mutu dan keamanan hasil perikanan
25 | 06 | 102 | 0004 genedraple:n Clj:’e[szarr]atiaDn atallj h yang berdaya saing serta Provinsi 3 Kegi Pendapatan Asli 4 42 000.000
dtan ar Fada tsaha Fengolahan pemberdayaan usaha dalam rangka Riau egiatan 25,670,000 Daerah (PAD) Kegiatan e
an Pemasaran Skala Menengah :
dan Besar menghasilkan produl_< yang aman
dan bermutu untuk dikonsumsi atau
digunakan, dan berdaya saing
berdasarkan skala usaha dan risiko
Penyediaan dan Penyaluran
Bahan Baku Industri Pengolahan Jumlah Bahan Baku Industri
25 | 06 | 103 Ikan Lintas Daerah Pengolahan Hasil Perikanan Yang 25,000,000
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Tersedia )
Daerah Provinsi
Pemetaaan dan Pemantauan Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan
Kebutuhan Bahan Baku Usaha dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Provinsi Pendapatan Asli
25| 06 | 103 | 0001 | Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Riau ) Daerah (PAD)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 lkan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Satu) Daerah Provinsi dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pemberian Insentif dan Fasilitasi Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas
bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas | Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi Pendapatan Asli 2 Unit
2506 | 103 | 0002 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Riau - Daerah (PAD) Usaha 25,000,000
(satu) Daerah Provinsi diberikan Insentif dan Fasilitasi
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BIDANG KP 50,000,000 110,000,000
Persentase Kepatuhan Pelaku
Usaha Kelautan dan Perikanan 70
terhadap ketentuan Perturan
Perundang-undangan (%)
PROGRAM PENGAWASAN Jumlah pelanggaran tindak pidana Provinsi
25 | 05 SUMBERDAYA KELAUTAN DAN kelautan dan perikanan yang di Riau 5 Kasus 50.000.000 110,000,000
PERIKANAN tangani (kasus) e
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber
25 | 05 | 1.01 Kelautan dan Perikanan sampai Daya kelautan dan Perikanan - ) 50,000,000
dengan 12 Mil sampai 12 Mill yang diawasi
Penumbuhan dan Pengembangan Jumlah Kelompok Masyarakat 10
Kelompok Masyarakat Pengawas Pengawas (POKMASWAS) yang Provinsi Pendapatan Asli
25 | 05 | 1.01 | 0004 ) ) - Kelompok 30,000,000
(POKMASWAS) Terdaftar dan Akti Riau - Daerah (PAD) masyarakat
Koordinasi Penanganan Tindak Jumlah Forum Koordinasi . .
25 | 05 1 0018 | Pidana Kelautan dan Perikanan Penanganan TPKP tingkat Daerah Prlgi\gUS' - ) Psggg%azﬁgéfh 1 Forum 20,000,000
(TPKP) tingkat Daerah yang dilaksanakan
Pengawasan Sumber Daya
Perikanan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Jumlah Dokumen Hasil
25 | 05 | 102 Genangan Air Lainnya yang Dapat | Pengawasan Pelaku Usaha 16 Dokumen 50.000.000 60,000,000
Diusahakan Lintas Perikanan ' '
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
25| 05 | 102 | 0001 | Pengawasan Usaha Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
hasil perikanan dan/atau usaha Usaha Perikanan Tangkap di
Pengolahan Hasil Perikanan sesuai Wilayah
kewenangan provinsi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Provinsi Pendapatan Asli 5 Pelaku
Genangan Air Lainnya yang dapat -
9 ; innya yang dap Riau - Daerah (PAD) Usaha 10,000,000

Diusahakan di Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi Sesuai dengan
Kewenangannya
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25| 05 | 102 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas hasil perikanan dan/atau usaha
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Pengolahan Hasil Perikanan yang Provinsi 4 Pelaku Pendapatan Asli 5 Pelaku 30.000.000
(Satu) Daerah Provinsi diperiksa kepatuhannya sesuai Riau Usaha 13,120,000 Daerah (PAD) Usaha B
kewenangan provinsi
25| 05 | 102 | 0006 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan | Jumlah pelaku Usaha
Ikan di wilayah sungai, danau, pembudidayaan ikan di wilayah
waduk, rawa, dan genangan air sungai, danau, waduk, rawa, dan . .
lainnya sesuai kewenangan Provinsi | genangan air lainnya yang diperiksa Pro_vm5| 10 Pelaku Pendapatan Asli 10 Pelaku 30,000,000
Kewenangannya kepatuhannya sesuai kewenangan Riau Usaha 36,880,000 Daerah (PAD) Usaha
provinsi
UPT.PSDKP WIL 1 192,769,080 377,630,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25 | 01 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100% 121.300.017 197,630,000
PROVINSI Administrasi Perkantoran B
Administrasi Umum Perangkat Jumlah jenis layanan administrasi )
25| 01 1.06 Daerah umum yang dipenuhi 6 Jenis 6,869,537 49,754,591
. Jumlah Paket Peralatan dan Kabupaten .
Penyediaan Peralatan dan - Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0002 Perlengkapan Kantor Pgrlengkapan Kantor yang Indrgglrl 4 Paket 3,560,737 Daerah (PAD) 3 Paket 4,421,591
Disediakan Hilir
- Kabupaten ;
25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah_ Pak_et Bahan Logistik Kantor Indragiri Pendapatan Asli 5 Paket 5,008,000
yang Disediakan Hilir - Daerah (PAD)
25 | 01| 1.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kﬁ]%lizaitﬁn 2 Paket Pendapatan Asli 5 Paket 1.385.000
' Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Hiligr] 239,800 Daerah (PAD) e

115

RENJA PD TH 2026




Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD g}i\p';?jt Koordinasi dan Konsultasi Ini'rialtigr]m 21 Laporan 3,060,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 38,940,000
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang
25|01 | 1.08 Urusan Pemerintahan Daerah urusan p_emenntah daerah yang 2 Jenis 108,142,080 115,822,080
dipenuhi
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kabupaten .
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum - Pendapatan Asli
25| 01 | 1.08 | 0004 Kantor Pglayganan Umum Kantor yang Indrggln 1 Laporan 108,142,080 Daerah (PAD) 4 Laporan 115,822,080
Disediakan Hilir
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemeliharaan
2501 | 109 Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah penunjang 3 Jenis 32,053,329
. 6,288,400
Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Kabupaten
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - . Pendapatan Asli .
2501 | 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan In?_:i?i?m 2 Unit 482,400 Daerah (PAD) 2 Unit 10,802,000
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
25 | 01 | 1.09 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kﬁ%ﬂgaitﬁn 3 Unit Pendapatan Asli 3 Unit 15.091.329
' Lainnya yang Dipelihara Hiligr] 5,036,000 Daerah (PAD) e
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana ‘éuergf: S;;ﬁtnoar g?;uPéZiaLa:]nae:] Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01 | 1.09 | 0010 | dan Prasarana Gedung Kantor atau -aung 9 Indragiri 3 Unit ?} 16 Unit 6,160,000
Bangunan Lainnya Le_ilnn_ya yang S Hilir 770,000 Daerah (PAD)
Dipelihara/Direhabilitasi
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PROGRAM PENGAWASAN

Jumlah pelanggaran tindak pidana

Provinsi

25 | 05 SUMBERDAYA KELAUTAN DAN kelautan dan perikanan yang di . 5 kasus 180,000,000
PERIKANAN tangani (kasus) Riau 71,469,063
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber 80 pelaku
25 | 05| 101 Kelautan dan Perikanan sampai Daya kelautan dan Perikanan P 180,000,000
) ) ; . . usaha 71,469,063
dengan 12 Mil sampai 12 Mill yang diawasi
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kabupaten
25 5| 101 | 0003 | Bidang Pembudidayaan Ikan di Usaha P‘erlkanan Bldar_lg _ In_draglrl Pendapatan Asli 2 Pelaku 8,380,000
. ) Pembudidayaan lkan di Laut sampai Hilir dan - Daerah (PAD) Usaha
Laut sampai dengan 12 Mi .
dengan 12 Mil Pelalawan
25 5| 101 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan Jumlah pelaku usaha penangkapan Kabupaten 20 Pelaku
ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan dan/atau usaha pengangkutan Indragiri Usaha 63,089,063
ikan sampai dengan 12 Mil sesuai ikan sampai dengan 12 mil yang Hilir dan Pendapatan Asli 35 Pelaku 154
kewenangan provinsi diperiksa kepatuhannya sesuai Pelalawan Daerah (PAD) Usaha 54,860,000
kewenangan provinsi
25 5| 101 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan
sumber daya kelautan kewenangan sumber daya kelautan yang diperiksa | Kabupaten
provinsi kepatuhannya sesuai kewenangan Indragiri 2 Pelaku Pendapatan Asli 4 Pelaku 16.760.000
provinsi Hilir dan Usaha 8,380,000 Daerah (PAD) Usaha e
Pelalawan
UP.PSDKP WIL 2 354,524,120 451,610,759
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25 | 01 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100% 252 033.120 248,832,180
PROVINSI Administrasi Perkantoran e
- . Jumlah layanan administrasi
Administrasi Umum Perangkat - S .
25|01 | 1.06 Daerah umum yang dipenuhi (jenis 6 Jenis 31,426,000 76,442,140

layanan)
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25 | 01 | 1.06 | ooo2 | Penyediaan Peralatan dan ;uerrTleih E: kaert1 iiﬁ?rtagr? > Kabupaten 5 Paket Pendapatan Asl 6 Paket 31,858,140
' Perlengkapan Kantor erlengxap yang Bengkalis 5,000,000 Daerah (PAD) e
Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Bengkalis 3 Daerah (PAD) 5 Paket 7,728,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01| 1.06 | 0005 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Bengkalis 2 Paket 1,636,000 Daerah (PAD) 2 Paket 1,636,000
— Jumlah Laporan Penyelenggaraan .
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PR - Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD Fszli}p:alljt Koordinasi dan Konsultasi Bengkalis 1 Laporan 24,790,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 35,220,000
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang .
25101108 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 2 Jenis 158,290,176 118,235,040
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kabupaten Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.08 | 0004 Kantor P_elaygnan Umum Kantor yang Bengkalis 6 Laporan 158,290,176 Daerah (PAD) 6 Laporan 118,235,040
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemeliharaan
25 | 01 | 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah penunjang 3 Unit 62.316.944 54,155,000
Daerah urusan pemerintahan daerah e
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten . Pendapatan Asli .
25| 01| 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Bengkalis 2 Unit 17,286,944 Daerah (PAD) 2 Unit 17,895,000
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupaten . Pendapatan Asli .
25| 011 1.09 1 0006 | ninnya yang Dipelihara Bengkalis 6 Unit 45,030,000 Daerah (PAD) 20 Unit 36,260,000
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PROGRAM PENGAWASAN Jumlah pelanggaran tindak pidana
25 | 05 SUMBERDAYA KELAUTAN DAN kelautan dan perikanan yang di 5 kasus 102 491.000 202,778,579
PERIKANAN tangani e
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber 88 pelaku
25|05 | 101 Kelautan dan Perikanan sampai Daya kelautan dan Perikanan uzaha 102.491.000 202,778,579
dengan 12 Mil sampai 12 Mill yang diawasi e
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kabupaten
25 | 5| 101 | 0003 | Bidang Pembudidayaan Ikan di Usaha Perikanan Bidang | Bengkalis, Pendapatan Asli 7 Pelaku 11,740,000
. . Pembudidayaan Ikan di Laut sampai Siak dan - Daerah (PAD) Usaha
Laut sampai dengan 12 Mi . .
dengan 12 Mil Kep.Meranti
Pengawasan Usaha penangkapan Jumlah pelaku usaha penangkapan
ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan dan/atau usaha pengangkutan Kabupaten
ikan sampai dengan 12 Mil sesuai ikan sampai dengan 12 mil yang Bengkalis 60 Pelaku Pendapatan Asli 32 Pelaku
25| 5| 101 | 0014 | kewenangan provinsi diperiksa kepatuhannya sesuai Siak dan Usaha 72 221000 Daerah (PAD) Usaha 158,880,759
kewenangan provinsi Kep.Meranti B
Pengawasan usaha pemanfaatan Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan
sumber daya kelautan kewenangan sumber daya kelautan yang diperiksa Kabupaten
provinsi kepatuhannya sesuai kewenangan Indragiri :
o giri 4 Pelaku Pendapatan Asli 2 Pelaku
25 5] 101 | o016 provinsi Hilir dan Usaha 30,270,000 Daerah (PAD) Usaha 82,157,820
Pelalawan
UPT.PSDKP WIL 3 312 925.468.52 500,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25| 01 | 1.02 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100% 136.100.469 214,960,000
PROVINSI Administrasi Perkantoran T
Administrasi Umum Perangkat Terpenuhinya Administrasi Umum .
25|01 1.06 Daerah Perangkat Daerah 6 Jenis 23,136,547 45,061,000
. Jumlah Paket Peralatan dan .
Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01| 1.06 | 0002 Perlengkapan Kantor ggé%?gll::ﬁan Kantor yang Rokan Hilir 5 Paket 3,656,547 Daerah (PAD) 6 Paket 8,995,000
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. - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kabupaten Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Rokan Hilir ) Daerah (PAD) 5 Paket 5,400,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kabupaten Pendapatan Asli
25101 ) 1.06 | 0005 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Rokan Hilir 1 Paket 500,000 Daerah (PAD) 5 Paket 2,031,000
_— Jumlah Laporan Penyelenggaraan .
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi L - Kabupaten Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD g;g% Koordinasi dan Konsultasi Rokan Hilir 1 Laporan 18,980,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 28,635,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang
25| 01 | 1.07 Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan 2 Jenis 21,000,000
] 4,707,600
Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kabubaten Pendapatan Asli
25| 01 | 1.07 | 0010 | Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Rokag Hilir 2 Unit 4.707.600 DaeraF;l (PAD) 8 Unit 21,000,000
Lainnya Lainnya yang Disediakan e
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang .
25101108 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 3 Jenis 79,145,088 99,655,248
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kabupaten Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.08 | 0004 Kantor Pglaygnan Umum Kantor yang Rokan Hilir 3 Laporan 79,145,088 Daerah (PAD) 4 Laporan 99,655,248
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemeliharaan
25|01 | 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah penunjang 3 Jenis 49,243,752
. 29,111,234
Daerah urusan pemerintahan daerah

120

RENJA PD TH 2026




Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten . Pendapatan Asli .
25| 01| 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Rokan Hilir 2 Unit 12,161,233.52 Daerah (PAD) 2 Unit 11,249,312
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupaten . Pendapatan Asli .
25| 01| 1.09 | 0006 Lainnya yang Dipelihara Rokan Hilir 2 Unit 15,000,000 Daerah (PAD) 3 Unit 33,000,000
pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana éuerglua: SI?;?P; gta;upggf\aﬁln; Kabupaten Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.09 | 0010 | dan Prasarana Gedung Kantor atau -aung 9 v p | 9 Unit 950.000 F;] 9 Unit 4,994,440
Bangunan Lainnya Lainnya yang o Rokan Hilir 1,950, Daerah (PAD)
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGAWASAN Jumlah pelanggaran tindak pidana
25 | 05 SUMBERDAYA KELAUTAN DAN kelautan dan perikanan yang di 5 kasus 176.825.000 285,040,000
PERIKANAN tangani (kasus) e
Pengawasan Sumber Daya Jumlah Pelaku Usaha Sumber 105 pelaku
25 | 05| 101 Kelautan dan Perikanan sampai Daya kelautan dan Perikanan P 285,040,000
) ) ; . . usaha 176,825,000
dengan 12 Mil sampai 12 Mill yang diawasi
25 5] 101 | 0003
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kabupaten
Bidagn Pembudidavaan Ikan di Usaha Perikanan Bidang Rokan Hilir Pendapatan Asli 0 Pelaku
9 . Y . Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dan Kota - Daerah (PAD) Usaha
Laut sampai dengan 12 Mi ) :
dengan 12 Mil Dumai
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25 5| 101 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan Jumlah pelaku usaha penangkapan
ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan dan/atau usaha pengangkutan Kabupaten
ikan sampai dengan 12 Mil sesuai ikan sampai dengan 12 mil yang Rokan Hilir 28 Pelaku Pendapatan Asli 48 Pelaku
kewenangan provinsi diperiksa kepatuhannya sesuai dan Kota Usaha 176,825,000 Daerah (PAD) Usaha 270,040,000
kewenangan provinsi Dumai
25 5| 101 | 0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan
Laut sampai dengan 12 Mi Pemanfaatan Ruang Laut sampai Kabupaten
dengan 12 Mil Indragiri Pendapatan Asli 2 Pelaku
Hilir dan 2 Dokumen Daerah (PAD) Usaha 15,000,000
Pelalawan
UPT.Budidaya Perikanan 1,850,596,614 2,085,083,366
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25| 01 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100 Persen 732.001.888 817,085,254
PROVINSI Administrasi Perkantoran e
Administrasi Umum Perangkat Jumlah layanan administrasi .
25|01 | 1.06 Daerah umum yang dipenuhi 4 Jenis 67,400,000 116,528,366
: Jumlah Paket Peralatan dan .
Penyediaan Peralatan dan Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0002 Perlengkapan Kantor Pgrlengkapan Kantor yang Pekanbaru 6 Paket 15,000,000 Daerah (PAD) 8 paket 26,386,366
Disediakan
. - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Pekanbaru ) Daerah (PAD) 6 paket 7,692,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pendapatan Asli
25101 ) 1.06 | 0005 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Pekanbaru 6 Paket 2,400,000 Daerah (PAD) 6 paket 4,450,000
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD gip';?jt Koordinasi dan Konsultasi Pekanbaru 15 Laporan 50,000,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 78,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang .
25|01 1.08 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 1 Jenis 532,781,568 532,781,568
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
25| 01 | 1.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang Pekanbaru 20 Laporan Pendapatan Asli 20 Laporan 532,781,568
Kantor o 532,781,568 Daerah (PAD)
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemeliharaan
25 | 01 | 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah penunjang 3 Jenis 167,775,320
. 131,820,320
Daerah urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . Pendapatan Asli .
25|01 | 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Pekanbaru 5 Unit 107,265,320 Daerah (PAD) 5 Unit 107,265,320
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya . Pendapatan Asli .
25 [ 01 | 1.09 | 0006 Lainnya yang Dipelihara Pekanbaru 15 unit 24,555,000 Daerah (PAD) 15 unit 35,510,000
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan

Pendapatan Asli

25| 01 | 1.09 | 0010 | dan Prasarana Gedung Kantor atau - Pekanbaru 5 Unit 25,000,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang I . Daerah (PAD)
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah Produksi Perikanan
25| 04 PERIKANAN BUDIDAYA Budidaya (ton) 128,755.60 1,127,594,726 1,267,998,112
Jumlah kawasan/wilayah
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan perikanan budidaya ikan
25| 04 | 106 di Perairan Darat diperairan darat yang 4 kawasan 1,127,594,726 1,267,998,112
dimanfaatkan
Penyediaan Sarana Pembudidayaan | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Pendapatan Asli
25| 04 | 106 | 0003 | lkan di Air Payau dan Air Tawar di Air Payau dan Air Tawar Lintas Pekanbaru 8 unit p 8 Unit 1,237,998,112
) 1,127,594,726 Daerah (PAD)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana Pembudidayaan
Pemb_udldayaan lkan di Air Payau Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang
dan Air Tawar yang Penggunaan Sumb bih Pekanbaru,
Sumber Dayanya Lebih Efisien Pe_n_ggunaan_ umber Dayanya Lebi Bengkalis Pendapatan Asli .
25| 04 | 106 | 0004 apabila Dilakukan oleh Daerah Efisien apabila Dilakukan oleh dan ' ) Daerah (PAD) 1 Unit 30,000,000
pabria Daerah Provinsi dan/atau Manfaat
Provinsi dan/atau Manfaat atau . . Kampar
- . atau Dampak Negatifnya Lintas
Dampak Negatifnya Lintas Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
UPT.PMHP 104,263,929 379,999,088
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25|01 | 102 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100 Persen 144 275 929 209,145,088
PROVINSI Administrasi Perkantoran B
Administrasi Umum Perangkat Terpenuhinya Administrasi Umum .
25|01 1.06 Daerah Perangkat Daerah 6 Jenis 20,130,841 33,976,162
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25 | 01 | 1.06 | ooo2 | Penyediaan Peralatan dan Pennakapan Kanior yang. Kota Dumai 5 Paket Pendapatan Asli 5 Paket 9,972,206
' Perlengkapan Kantor erlengxap yang 3,000,985 Daerah (PAD) e
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan . Pendapatan Asli
2501 | 1.06 | 0005 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Kota Dumai 4 Paket 2,139,856 Daerah (PAD) 4 Paket 2,139,858
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD gzp};?jt Koordinasi dan Konsultasi Kota Dumai 1 Laporan 14,990,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 21,864,098
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang
25| 01 | 1.08 Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemenntah daerah yang 2 jenis 79,145,088 79,145,088
dipenuhi
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum . Pendapatan Asli
25| 01 | 1.08 | 0004 Kantor Pglaygnan Umum Kantor yang Kota Dumai 3 Laporan 79.145,088.00 Daerah (PAD) 3 laporan 79,145,088
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah
25|01 | 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintah 3 Jenis 96,023,838
S 45,000,000
Daerah daerah yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Provinsi . Pendapatan Asli .
25| 01| 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Riau 3 Unit 15,000,000 Daerah (PAD) 3 Unit 21,023,838
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya . . Pendapatan Asli .
25| 1 | 1.10 | 0006 Lainnya yang Dipelihara Kota Dumai 2 Unit 10,000,000 Daerah (PAD) 4 unit 25,000,000
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan

Pendapatan Asli

25|01 | 1.09 | 0010 gzrrl] Purgzﬁrﬁgﬁfzdung Kantor atau Lainnya yang 1 Unit 20,000,000 Daerah (PAD) 1 unit 50,000,000
9 Y Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Volume Produk hasil olahan Provinsi
25106 PEMASARAN HASIL PERIKANAN perikanan Riau 17,306.21 49,988,000 170,854,000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan bagi Usaha dan Pemasaran Skala Merllengah .
25 | 06 | 1.02 Pengolahan dan Pemasaran Skala dan Besar Yang menerapkan _ 4 unit 49,988,000 170,854,000
Standar Mutu dan Keamanan hasil
Menengah dan Besar ;
perikanan
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Jumlah Pembinaan, Fasilitasi,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap | Pemantauan, dan Evaluasi terhadap
Mutu dan Keamanan Hasil Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, dan Daya Saing serta Perikanan, dan Daya Saing serta Provinsi . Pendapatan Asli .
2506 | 102 | 0003 Pemberdayaan Usaha dalam rangka | Pemberdayaan Usaha dalam rangka Riau 3 Kegiatan 49,988,000 Daerah (PAD) 10 Kegiatan 170,854,000
Menghasilkan Produk yang Aman Menghasilkan Produk yang Aman
dan Bermutu untuk dikonsumsi atau dan Bermutu untuk dikonsumsi atau
digunakan, dan Berdaya Saing digunakan, dan Berdaya Saing
UPT.PELABUHAN PERIKANAN Kota Dumai 702,904,908 1,018,899,429
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase Pemenuhan
25| 01 PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan 100 Persen 512 904.908 728,899,429
PROVINSI Administrasi Perkantoran e
Administrasi Umum Perangkat Terpenuhinya Administrasi Umum .
25| 01 1.06 Daerah Perangkat Daerah 6 Jenis 40,638,348 71,704,254
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. Jumlah Paket Peralatan dan .
Penyediaan Peralatan dan . Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0002 Perlengkapan Kantor Pgrlengkapan Kantor yang Kota Dumai 5 Paket 5,998,078 Daerah (PAD) 6 Paket 15,403,289
Disediakan
. I Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor . Pendapatan Asli
25| 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kota Dumai 5 Paket 1,600,000 Daerah (PAD) 1 Paket 3,200,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan . Pendapatan Asli
25|01 | 1.06 | 0005 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Kota Dumai 5 Paket 4,990,270 Daerah (PAD) 1 Paket 8,790,965
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.06 | 0009 dan Konsultasi SKPD g;r';%t Koordinasi dan Konsultasi Kota Dumai 1 Laporan 28,050,000 Daerah (PAD) 1 Laporan 44,310,000
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa Penunjang .
25101108 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 3 Jenis 287,946,560 432,525,175
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa .
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum . Pendapatan Asli
25| 01 | 1.08 | 0004 Kantor Pglaygnan Umum Kantor yang Kota Dumai 11 Laporan 287,946,560 Daerah (PAD) 1 Laporan 432,525,175
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemeliharaan
25| 1 | 1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan barang milik daerah penunjang 3 Jenis 184.320.000 224,670,000
Daerah urusan pemerintahan daerah e
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . . Pendapatan Asli .
25| 1 | 1.09 | 0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau yang Dipelihara dan Dibayarkan Kota Dumai 3 Unit 69,770,000 Daerah (PAD) 3 Unit 80,120,000
Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya . . Pendapatan Asli .
25| 1 | 1.10 | 0006 Lainnya yang Dipelihara Kota Dumai 3 Unit 114,550,000 Daerah (PAD) 3 Unit 114,550,000
pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana éuergltzja: Slfeiﬁtnoar gta:upégf\a{ﬁ]ne?n Pendapatan Asli
25 | 01 | 1.09 | 0010 | dan Prasarana Gedung Kantor atau -aung 9 Kota Dumai - P 3 Unit 30,000,000
Bangunan Lainnya Lainnya yang - Daerah (PAD)
9 Y Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengelolaan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan
25| 03 Tangkap Tangkap (Ton) 128,100 Ton 190,000,000 290,000,000
Penetapan Lokasi Pembangunan .
25 | 03 | 106 serta Pengelolaan Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Kota 1 Unit 290,000,000
. N dikelola Dumai 190,000,000
Perikanan Provinsi
Penentuan Lokasi Pembangunan Jumlah Lokasi Pembangunan . Pendapatan Asli .
25| 03| 106 | 0001 Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Kota Dumai ) - Daerah (PAD) L unit 50,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana . . Pendapatan Asli .
25| 03 | 106 | 0002 Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan yang Tersedia Kota Dumai 1 Unit 190,000,000 Daerah (PAD) 3 unit 190,000,000
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Fungsi Pemerintahan dan Pendapatan Asli
25| 03 | 106 | 0003 | dan Pengusahaan Pelabuhan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Kota Dumai - P 1 Layanan 50,000,000
; - Daerah (PAD)
Perikanan yang Terlaksana
41,070,353,980.00 40,365468,211
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BAB |V RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program
pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah
serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun
2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran
pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan
tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu
indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). Pagu anggaran Tahun 2026
sebesar Rp. 41.070.353.980,02,- dengan 6 program dan 21 kegiatan, 89 sub kegiatan

sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2026

Indikator CaDpa;ﬁsm Kondisi Kinerja pada Akhir
Kinerja pada Tahun Perencanaan Periode Renstra Perangkat | Unit Kerja
Program, ujuan,Sasaran Pagu Daerah Perangkat
. Sasara . Tahun .
Tujuan Kode Kegiatan dan ,Program, Anggaran Daerah Lokasi
n Sub Kegiatan (Outcome) dan el 2022 (Rp) Penanggu
- Perenca 2025 2026
Kegiatan (Out ng Jawab
naan Target Rp (Juta)
put) (2022) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkat
kan
Kesejahter
aan NTN 104.54 105 106 106
masyaraka
t pelaku
perikanan
NTPi 98.65 105 106 106
SEKRETARIAT 35,174,363,891.48
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
31251011 102 URUSAN Kebutuhan 100 100 100 100
' PEMERINTAHAN | Pelayanan Persen Persen 29,554,767,595 Persen 35,174,363,891 Persen 64,729,131,486
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
3125|011 101 Perencanaan, Jumlah 1 1 1 Laporan
Penganggaran, laporan - Laporan 150,000,000 Laporan 35,021,029 185,021,029
dan Evaluasi perencanaan
Kinerja penganggaran
Perangkat dan evaluasi
Daerah kinerja
Perangkat
Daerah
Penyusunan ‘Ig)l:)nk]Lljé::en Dinas
Dokumen 1 1 Kelautan Pekanb
8125|011 101 | 0001 Perencanaan perencanaan Dokumen 50,000,000 - - Dokumen 50,000,000 dan aru
Perangkat :
Perangkat Daerah Daerah Perikanan
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Jumlah
Evaluasi Kinerja Lap(l)ran Dlinas kanb
Evaluasi 1 1 Kelautan Pekan
8125|011 101 | 0007 Eerangkat Kinerja Laporan 50,000,000 Laporan 19,999,760 1 Laporan 69,999,760 dan aru
aerah :
Perangkat Perikanan
Daerah
Jumlah
Penvelengoaraan Dokumen Hasil
Y 99 Penyelenggara Dinas
Walidata ) 1
3|25 |02 101 | 0008 | Pendukung an Walidata ! Dokume L Kelautan | Pekanb
’ S Pendukung Dokumen 50,000,000 15,021,269 Dokumen 65,021,269 dan aru
Statistik Sektoral - n .
Statistik Perikanan
Daerah
Sektoral
Daerah
Administrasi Terpgn_uhmya
Administrasi
3|25 |01 102 Keuangan Keuangan 5 5 2 5 Laporan
' Perangkat Perangkat Laporan | 21,543,771,408 | Laporan 24,079,971,151 | Laporan 31,944,949,844 56,024,920,995
Daerah 9
Daerah
. . Jumlah Orang Dinas
3| 25|01 102 | 0001 g:r?)'ll'el?rflaann aGrfIJI yang Menerima 143 143 ofir? / oﬂg / Kelautan | Pekanb
) Jang Gaiji dan Orang 21,543,771,408 Orang 24,079,971,151 9 31,944,949,844 9 56,024,920,995 dan aru
ASN ; Bulan Bulan :
Tunjangan ASN Perikanan
Administrasi Terlqksananya
. Administrasi
Barang Milik ilik
3| 25|01 1,03 Daerah pada Barang Mili 1 1 1 1 Laporan
' Perangkat Daerah pada Laporan 80,925,000 Laporan 350,000,000 Laporan 49,785,000 399,785,000
9 Perangkat
Daerah
Daerah
Jumlah Dinas
Pengamanan Dokumen 2 > Kelautan Pekanb
3 [125|01| 1,03 | 0002 | Barang Milik Pengamanan
Daerah SKPD Barang Milik Dokumen 200,000,000 - - Dokumen 200,000,000 Per?l(a;nan aru
Daerah SKPD
Jumlah
Koordinasi dan EZ%ﬁg?gnHasn Dinas
Penilaian Barang - 14 1 14 Kelautan Pekanb
825|011 1,03 10003 | \viy Daerah Barang Milik Laporan | 70,000,000 | Laporan 49,785,000 Laporan | 119,785,000 dan aru
Daerah dan :
SKPD ) Perikanan
Hasil
Koordinasi
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Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah
Penatausahaan Laporan Dinas
3|25 01| 103 | 0006 Barang Milik Penatausahaan 14 14 14 Kelautan Pekanb
' Daerah pada Barang Milik Laporan 80,925,000 Laporan 80,000,000 - - Laporan 80,000,000 dan aru
SKPD Daerah pada Perikanan
SKPD
Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3 25|01 | 1.06 Umum Perangkat | Umum 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 24 Jenis
Daerah Perangkat 1,263,535,694 1,246,766,873 552,441,931.50 1,799,208,805
Daerah
Jumlah Paket
Penyediaan Komponen .
. Dinas
Komponen Instalasi Kelautan Pekanb
3 125|01 | 1.06 | 0001 | Instalasi Listrik/Peneran 2 Paket 2 Paket
Listrik/Penerangan | gan Bangunan 90,000,000 ) ) 90,000,000 dan aru
Perikanan
Bangunan Kantor Kantor yang
Disediakan
Penyediaan ‘;ZT;;T;ag; Dinas
Peralatan dan Kelautan Pekanb
8125|011 106 | 0002 | popjengkapan Eg:\'teonrgk;rf’a” 186,670,385 | >FaKet | 55000000 | O Paket 126,231,496 SPaket | 176 531 496 dan aru
Kantor antor yang Perikanan
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket Dinas
- Bahan Logistik Kelautan Pekanb
3 (25|01 | 1.06 | 0004 | Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket 235,007,000 5 Paket 235,002,000 5 Paket 46,760,000 20 Paket 281,762,000 dan aru
Kantor : ) -
Disediakan Perikanan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Dinas
Cetakan dan Kelautan Pekanb
3 25|01 | 1.06 | 0005 | Barang Cetakan Penggandaan 15 Paket 103,301,809 15 Paket 103,300,873 15 Paket 49,450,436 59 Paket 152,751,309 dan aru
dan Penggandaan :
yang Perikanan
Disediakan
Jumlah .
Penyelenggaraan Laporan Dinas
3125|011 106 | 0009 Rapat Koordinasi PeIr)1 elenggara 205 155 1 588 Kelautan Pekanb
' dan Konsultasi an Rya atgg Laporan 738,556,500 Laporan 738,464,000 Laporan 330,000,000 Laporan 1,068,464,000 dan aru
SKPD pat Perikanan
Koordinasi dan
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Konsultasi
SKPD
Jumlah Dinas
Penatausahaan Dokumen
S : 11 11 Kelautan Pekanb
312502 107 | 0010 | Arsip Dinamis Penatausahaan Dokumen | 30,000,000 ; - Dokumen | 30,000,000 dan aru
pada SKPD Arsip Dinamis ;
pada SKPD Perikanan
Penyediaan Jasa ‘Jr:;zedlanya
Penunjang Penunjang
| 29| ) L0 gg‘rj\f:rri‘mahan Urusan 2Jenis NS 441 192 3760 | <SSR a7 549,150 [ 2HENIE 2,268,280,311 2Jenis | 5 415,829,462
Daerah Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa ?::gedlaan Dinas
Komunikasi, . 4 4 4 Kelautan Pekanb
8|25 |01 108 1 0002 | o\mper Daya Air gﬁmgg'rkgia Laporan | 1,066,636,220 | Laporan | 1,769,992,995 | Laporan | 1,889,992,083 | 41@POraN | 3459 985978 dan aru
dan Listrik h ay Perikanan
Air dan Listrik
yang
Disediakan
Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Dinas
3| 25| 01| 108 | 0004 | Pelayanan Umum | 2352 44 44 44 44 Kelautan | Pekanb
' Kant)n;r Pelayanan Laporan 1,377,556,156 Laporan 1,377,556,156 Laporan 378,287,328 Laporan 1,755,843,484 dan aru
Umum Kantor Perikanan
yang
Disediakan
Pengadaan Jumlah Jenis
9 . barang milik
Barang Milik
daerah
Daerah penunjang
32501 107 e urusan 2Jenis | 135905877 | 298NS | 160,494,125 : : 2Jenis | 160,494,125
Pemerintah stz el
Daerah daerah yang
diadakan
Pengadaan Jumlah Unit .
Sarana dan Sarana dan Dinas
Prasarana . . . Kelautan Pekanb
8125|011 1.07 1 0010 | oqng Kantor prasarana | UM ass0ong77 | MU 135404125 - - 48Jenis | 135 494,125 dan aru
atau Bangunan 9 Perikanan
Lainnya atau Bangunan
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Lainnya yang
Disediakan
Pengadaan Jumlah Unit
Sara?na Sarana dan
Prasarana Dinas
3| 25|02 108 | 0011 giﬁﬁfmrga " Pendukung 3 Unit 6 Unit Kelautan | Pekanb
’ Gedung Kantor Gedung Kantor 25,000,000 - - 25,000,000 dan aru
atau Bgngunan atau Bangunan Perikanan
Lainnya Lainnya yang
Disediakan
Pemeliharaan Jumlah Je.F"S
Barang Milik barang milik
daerah
Daerah penunjang
32501109 penunjang urusan 27Jenis | 566,086,205 | 27I8MS | 419086205 | 27Jenis 323,885,776 108 Jenis | 743 872 071
Pemerintahan pemerintah
Daerah d_aerah yang
diadakan
Penyediaan Jasa ii?\q(ﬂzaan
Pemeliharaan,
) Perorangan .
Biaya Dinas atau Dinas
3| 25| 01| 109 | ogo1 | Pemeliharaandan | oo aan 28 Unit 27 Unit 27 Unit 107 Jenis Kelautan | Pekanb
’ Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 167,166,295 167,166,295 277,445,776 444,612,071 dan aru
Perorangan Dinas A Perikanan
atau Kendaraan yang I_Dlpellhara
Dinas Jabatan dan Dibayarkan
Pajaknya
Pemeliharaan Jumlah Dinas
Peralatan dan . . . Kelautan Pekanb
3| 25| 01| 109 | 0006 | Peralatan dan Mesin Lainnya 278Unit | 153 000,000 | 278 Unit 46,440,000 556 Unit | 199 440,000 dan aru
y yang Dipelihara Perikanan
Pemeliharaan/Reh Jumlah Sarana
A dan Prasarana .
abilitasi Sarana Gedung Kantor Dinas
dan Prasarana . . . Kelautan Pekanb
312501 109 | 0010 | 5oying Kantor ateu Bangunan | 1 Unit 99,820,000 1 Unit 99,820,000 - - 1 Unit 99,820,000 dan aru
atau Bangunan ainnya yang Perikanan
Lainnya D|p<_e|_|hara/D|re
habilitasi
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Bidang Kelautan
dan Pengawasan 328,092,460
Mening
katkan
e PROGRAM Luas Kawasan
Ruang PENGELOLAAN Kelautan,
KELAUTAN, Pesisir dan o Pekanb
v e Rl PESISIR DAN Pulau-Pulau 2 280,624 | 1,535661,932 | L70% 328,002,460 15701 1 863,754,392 aru
dan PULAU-PULAU Kecil yang di
KECIL Kelola (Ha)
Pulau-
Pulau
Kecil
Jumlah Luas
Pengelolaan Ruang Laut
Ruang Laut sampai 126097 6 Dinas
3192502 101 Sampai Dengan dengan 12 Mil 18.539,1 4 ’ 224147,71 Kelautan Pekanb
12 Mil di Luar Diluar Minyak 509,180,005 Ha 1,160,661,932 h 283,069,460 Ha 1,443,731,392 dan aru
- . a -
Minyak dan Gas dan Gas Bumi Perikanan
Bumi yang dikelola
(Ha)
Pengelolaan
Luasan
Kawasan
- Kawasan .
Konservasi di Konservasi di Dinas
Wilayah Pesisir . i 185944.7 18536,10 Kelautan Provinsi
3|25 02] 101 10002 | 4o pylau-pulau | Wiayah Pesisit | g4 494 2 650,000,000 Ha 146,949,460 20149172 | 796 949,460 dan Riau
. dan Pulau- ;
Kecil Berdasarkan . Perikanan
- Pulau Kecil
Penetapan dari ang Terkelola
Pemerintah Pusat | Y29
Luasan
Rehabilitasi Wllayah . Dinas
Wilayah Perairan Peralraln Pesisir Kelautan Provinsi
8 125]02 101 | 0003 | pegiir dan pulau- | 920 Pulau- 5 509,180,005 3Ha 264338068 | 2Ha | 135 150,000 19 Ha 400,458,068 dan Riau
A Pulau Kecil ;
Pulau Kecil Perikanan
yang
Direhabilitasi
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Jumlah
Masyarakat
Pesisir dan
Pulau-Pulau
Mitigasi Bencana Kecil yang Dinas
31250021 101 | 0ooa Wilayah Pesisir _mfemperqltehk it 500 100 Kelautan Provinsi
dan Pulau pulau 'r?]igg;‘gs' eral 19 | 100,000,000 - - °rang 1 100,000,000 dan Riau
Kecil Bencana Perikanan
Melalui
Program
Mitigasi
Bencana WP3K
Dokumen
Penyusunan Materi Teknis
Materi Teknis Muatan Dinas
32502 101 0005 Perairan Pesisir Perairan Pesisir 1 2 Kelautan Pekanb
dan Pulau-pulau pada RTRW Dokumen 146,323,864 - - Dokumen 146,323,864 dan aru
Kecil/Dokumen Provinsi/Dokum Perikanan
Final RZWP-3-K en Final
RZWP-3-K
Penerbitan lIzin
Pemanfaatan .
3| 25|02 102 Ruang Laut di Jang 8 1zi 91zi 17 1zi
Bawah 12 Mil di %"f‘tngb.tk zn 75,000,000 zn 45,023,000 zin 120,023,000
Luar Minyak dan iterbitkan
Gas Bumi
Jumlah
Dokumen
Pengelolaan Pertlr_nbangan .
LS Teknis Dinas
Perizinan Pengelolaan L L L Kelautan Provinsi
3 25|02 | 102 | 0007 | Berusaha Sektor Perizinan Rekor_ned 75,000,000 Dokume 45,023,000 Rekomeda 120,023,000 dan Riau
Kelautan dan asi n Si :
Perikanan Berusaha Perikanan
Sektor
Kelautan
dan Perikanan
Pemberdayaan Jumlah Dinas
Masyarakat Kelompok 10 28 Kelautan | Provinsi
325|027 103 pesisif dan Masyarakat Kelompo | 300,000,000 : : Kelompok | 300,000,000 dan Riau
ulau-Pulau yang k Perikanan
Kecil diberdayakan
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Jumlah
Pengembangan Masyarakat Dinas
Kapasitas Pesisir dan Kelautan Provinsi
3 ]125| 02| 103 | 0001 I\P/Ias_ygrakat PuIe_tu-PuIau 0 60 Orang 150,000,000 ) ) 120 Orang 150,000,000 dan Riau
esisir dan Pulau- | Kecil yang Perikanan
Pulau Kecil Meningkat
Kapasitasnya
Jumlah
kelompok
Penguatan dan Ma?lsygrﬂzﬁa}kuti
Pengembangan yang 9 Dinas
3| 25| 02| 103 | oooz | Kelembagaan pgﬂgg;tzgnda;n 0 Kelozm o 4 Kelautan | Provinsi
Masyarakat Eele?nba aa?] . p 150,000,000 - - Kelompok | 150,000,000 dan Riau
Pesisir dan Pulau- 9 Perikanan
Puau Kecil mas_y_arakat
pesisir dan
pulau - pulau
kecil
BIDANG
TANGKAP 1,123,447,580
Jumlah
Produksi 270 544 202,276. 256,855. 204,299.0
Perikanan(Ton 31’ ’ 26 272,713 60 274,880 2 547,592
)
Mening
katnya PROGRAM Jumlah
Produk PENGELOLAAN Produksi 134,972.
si 3125|038 PERIKANAN Perikanan 83 5,512,360,140 1400’800' 5,979,424,456 1280’300' 1,123,447,580 140’340'0 7,102,872,036
Perikan TANGKAP Tangkap(Ton)
an
Pengelolaan 3\/‘;{2'2?]
Penangkapan perizanan 3 2
3]25| 03] 101 :_k:l?tdslavr:”lh[l)gah tangkap dilaut 3 3,858,179,915 | Wilayah | 3,441,111,170 | Wilayah 667,976,000 8 Wilayah |4 149 087,170
. yang
Dengan 12 Mil dimanfaatkan
Jumlah data
Penyediaan Data dan Informasi 1 Dinas
: Sumber Daya 1 1 Kelautan Provinsi
325 |03 1.01 | 0001 dsi’r‘n'l;‘;‘:rg‘:s; | Tkan yang 0 Dokumen | 180,000,000 DO"#me 104,530,000 Dokumen | 284,530,000 dan Riau
Y Tersedia di Perikanan
Wilayah Laut
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sampai dengan
12 Mil
Jumlah
Prasarana
Penyediaan Usqha Dinas
Prasarana Usaha Perikanan . . Kelautan Provinsi
8]25|08| 1.01 1 0002 | poriyanan Tangkap yang 0 2 Unit 275,000,000 - - 4 Unit 275,000,000 dan Riau
Tangkap Tersedia di Perikanan
Wilayah Laut
sampai dengan
12 mil
Jumlah Sarana
Usaha
Penyediaan Perikanan Dinas
3| 25| 03| 101 | o010 | SaranaUsaha Tangkap yang 2647 1522 Unit 330 Unit 3961 Unit Kelautan | Provinsi
' Perikanan Tersedia di 3,858,179,915 2,986,111,170 563,446,000 3,549,557,170 dan Riau
Tangkap Wilayah Laut Perikanan
sampai dengan
12 Mil
Pengelolaan
Penangkapan
Ikan di Wilayah
Sungai, Danau, 3\/‘#:'22
Waduk, Rawa, Y
perikanan
dan Genangan
3| 25|03 102 Air Lainnya yang | [2ngkap ) 4 1 4
dapat diperairan 1,654,180,225 Wilayah 2,170,000,000 Wilayah 412,891,580 Wilayah 2,582,891,580
. umum daratan
Diusahakan
Lintas g?rggnfaatkan
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Jumlah Data
dan Informasi
. Sumber Daya Dinas
penyediaan Data | |an yang 1 Kelautan | Provinsi
32508 102 | 0001 gi%'g;?g’;ﬂ ian | Tersediadi 0 Dokumen | 170,000,000 - - 0 170,000,000 dan Riau
y Wilayah Perikanan
Perairan Darat
Penyediaan &irg:]zh Sarana Dinas
3| 25| 03| 102 | ooos | SaranaUsaha Perikanan 82 45 Unit 287 Unit 172 Unit Kelautan | Provinsi
Perikanan 1,654,180,225 2,000,000,000 412,891,580 2,412,891,580 dan Riau
Tangkap Tangk?P yang Perikanan
Tersedia di
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Wilayah
Perairan Darat

Jumlah
Penerbitan
Penerbitan Izin Izin Usaha
Usaha Perikanan | Perikanan
Tangkap untuk Tangkap
Kapal Perikanan untuk Kapal . . .
3125103 103 Berukuran di Perikanan 120 1701zin | 368313286 | 18012IN 42,580,000 1801zin 1 410,893,286
atas 10 GT Berukuran di
sampai dengan atas 10 GT
30GT sampai
dengan 30 GT
diterbitkan
3 25| 03| 103 | 0002 | Penerbitan Jumlah 160 160 Dinas Provinsi
Rekomendasi Izin Rekomendasi Rekomen 85,000,000 Rekomend 85,000,000 Kelautan Riau
Usaha Perikanan Perizinan dasi asi dan
Tangkap untuk Usaha Perikanan
Kapal Perikanan Perikanan
Berukuran di Tangkap yang - -
Atas 10 GT Diterbitkan
sampai dengan 30
GT
3 25|03 | 103 | 0003 | Penyediaan Data Jumlah Data 0 1 180 Izin Dinas Provinsi
dan Informasi dan Informasi Dokumen 141,656,643 141,656,643 Kelautan Riau
Usaha Perikanan Perizinan dan
Tangkap untuk Usaha Perikanan
Kapal Perikanan Perikanan
Berukuran di Tangkap yang R R
Atas 10 GT Tersedia
sampai dengan 30
GT
3 25| 03| 103 | 0004 | Rekomendasi Tingkat 0 1 100 Dinas Provinsi
Perizinan Penyelesaian Dokumen 141,656,643 Persenta 42,580,000 Kelautan Riau
Berusaha Rekomendasi se dan
Subsektor Perizinan Perikanan
Penangkapan dan | Berusaha
Pengangkutan Subsektor
Ikan untuk kapal Penangkapan
ukuran diatas 5 dan
GT - 30 GT dan Pengangkutan
beroperasi sampai | lkan untuk
dengan 12 mi kapal ukuran
diatas 5 GT -
30 GT dan
beroperasi
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sampai dengan
12 mil
BIDANG
BUDIDAYA 582,465,929
Mening
katnya PROGRAM ;‘#g‘uﬁﬂsi Dinas
Produk 3| 95 0a PENGELOLAAN Perikanan 121,485. 132,712. 128,755. 134,039.6 Kelautan Provins
si PERIKANAN Budidaya(Ton) 31 51 | 5,089,505,105 60 582,465,929 3| 5,671,971,034 dan i Riau
Perikan BUDIDAYA Ekor Perikanan
an '
Jumlah Izin
Penerbitan Izin Usaha
Usaha Perikanan Perikanan di
di Bidang Bidang
Pembudidayaan Pembudidayaa
lkan Yang n lkan Yang - -
312504 101 Usahanya Lintas | Usahanya 5izin 20,000,000 - - 5izin 20,000,000
Daerah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko
dalam 1 (satu) tadalam 1
Daerah Provinsi (satu) Daerah
Provinsi
Jumlah Data
dan Informasi
. Usaha
Penyediaan Data . .
dan Informasi g;adr;knznan di Dinas
Usaha Perikanan . 1 1 Kelautan Provinsi
325 |04 101 10003 | i pigang Pembudidayaa Dokumen | 20,000,000 ; - Dokumen | 20,000,000 dan Riau
: n Ikan di Laut i
Pembudidayaan Perikanan
kan Berdasarkan
Skala Usaha
dan Tingkat
Risiko
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Jumlah lIzin
Kapal
Penerbitan Izin Pen_g?angkut
Kapal Hasi .
Penganakut Pembudidayaa
Hasﬁ 9 n lkan
Pembudidayaan E:rrnupk;ran
Ilkan Berukuran
sampai dengan S:r?gan soGT
30 GT yang - - .
3 ]125|04 | 103 Beroperasi di Be_ropera5| di 3izin 20,000,000 3izin 20,000,000
Wilayah Wilayah
Administrasinya, Admlnlstra}sm
serta Tidak ya, serta Tidak
Menggunakan Menggun_akan
Modal Asing Modal Asing
dan/atau Tenaga dan/atau .
Kerja Asing Ter_1aga Kerja'
Asing yang di
terbitkan yang
di terbitkan
Jumlah
Penerbitan ngomendasi
Rekomendasi Izin :DZ'er:]K;?all(ut
Kapal Pengangkut Hasﬁ 9 1 5 Dinas
Hasil . Kelautan Provinsi
3 ]125|04 | 103 | 0002 Pembudidayaan Pembudidayaa Rekomen 20,000,000 Rekomend 20,000,000 dan Riau
n lkan yang dasi asi .
Ikan Berukuran meniadi Perikanan
sampai dengan 30 )
Kewenangan
Provinsi yang
Diterbitkan
Penerbitan Tanda
Daftar bagi
Pembudi Daya Jumlah Ta_nda
Ikan Kecil Daftar b"flg'
3| 25|04/ 104 (TDPIK) di Laut Ezrr?iuedclnDaya Kawasa 3 3
dan Lintas . Kawasan 70,000,000 Kawasan 70,000,000
Daerah (TDPIK) d! n
Kabupaten/Kota Ibzl:rgﬁn Lintas
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
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Jumlah
Penerbitan Tanda Rekomendasi
Daftar bagi Perizinan
Pembudi Daya Berusaha Skala Dinas
Ikan Kecil (TDPIK) | Mikro dan Kecil 100 200 Kelautan Provinsi
3125|04 | 104 0002 | di Laut dan Lintas d! Laut dan Rekomen 70,000,000 ) ) Rekomend 70,000,000 dan Riau
Daerah Lintas Daerah dasi asi Perikanan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
dalam 1 (Satu) adalam 1
Daerah Provinsi (Satu) Daerah
Provinsi
Jumlah
Pengelolaan kawas_an/wnay 3
3 125|04 | 105 Pembudidayaan ah penkar}an 3 Kawasa 3
ikan di Laut budidaya ikan 3,487,618,000 | Kawasan | 2,879,505,105 n 159,695,929 Kawasan 3,039,201,034
dilaut yang
dimanfaatkan
Jumlah Data
Penyediaan Data dan Informasi
dan Informasi Pembudidayaa Dinas
Pembudidayaan n Ikan di Laut 1 1 Kelautan Provinsi
325|047 105 0001 lkan di Laut dan dan Lintas Dokumen 70,000,000 - - Dokumen 70,000,000 dan Riau
Lintas Daerah Daerah Perikanan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a
Penyediaan Jumiah Dinas
Prasarana Eraszradr)(zja 6 Uni 12 Uni Kelautan Provinsi
3125|041 105 10002 | pornididayaan embudidayaa 1,500,000,000 nit | 4 082,842,105 - - nit |1 082,842,105 dan Riau
- n Ikan di Laut i
Ikan di Laut . Perikanan
(unit)
Penjaminan Dinas
Ketersediaan Jumlah Sarana Kelautan Provinsi
3]125|04 | 105 | 0004 | Sarana _ Pembud_ldayaa 1,845,609,000 12 Unit 1,500,000,000 ) ) 28 Unit 1,500,000,000 dan Riau
pembudidayaan n Ikan di Laut Perikanan
ikan di laut
Pembinaan dan
Pemantauan
Pembudidayaan Dinas
s |25 | 0a | 105 | o007 | reomditautdandi | gymiap 90 50 180 Kelautan | Provinsi
. Pembudidaya Orang 125,000,000 Orang 51,580,000 Orang 176,580,000 dan Riau
Konservasi yang :
: Perikanan
Dikelola oleh
Pemerintah
Daerah Provinsi
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Pengelolaan Jumiah Sarang
Prasarana Unit .
Kesehatan Ikan Pengelolaan Dinas
dan Lingkungan 10 . 20 Kelautan Provinsi
825|047 105 1 0011 | g jidaya di Laut ggﬁehata” lkan 0 142,009,000 | Dokumen | 101,663,000 10 unit 108,115,929 Dokumen | 209,778,929 dan Riau
dan Lintas Daerah ) Perikanan
Lingkungan
Kabupaten/Kota .
yang Tersedia
Jumlah
Pengelolaan kawasan/wilay
3]125| 04| 106 Pembudidayaan zzgi)iﬁrzal\;:rzlfgn Kavsasa 5 Kavjasa 5
Ikan di Perairan h . Kawasan 2,100,000,000 422,770,000 Kawasan 2,522,770,000
diperairan n n
Darat
darat yang
dimanfaatkan
: Jumlah Sarana
genyedlaan Pembudidayaa
arana A )
Pembudidayaan Blkan (é' A';\. KDImats Provinsi
- ayau dan Air . . . elautan rovinsi
3 25|04 106 | 0003 | lkandiAir Payau | o0 0 ineae 4Unit 14 100,000,000 | 12YNT | 495 770,000 8Unit 14 525 770,000 dan Riau
dan Air Tawar :
Lintas Daerah Daerah Perikanan
Kabupaten/Kota gabupaten/Kot
Jumlah
Penyediaan Prasarana
Prasarana Pembudidayaa Dinas
Pembudidayaan n lkan di Air Kelautan Provinsi
3 (25|04 | 106 | 0004 | lkan d'l Air Payau Payau dgn Air 3 Unit 1,000,000,000 ) ) 6 Unit 1,000,000,000 dan Riau
dan Air Tawar Tawar Lintas Perikanan
Lintas Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kot
a
Bidang P2HKP 195,000,000
Mening PROGRAM Volume
katnya PENGOLAHAN . Dinas
Produk | 3| 25 | 06 DAN oiahan | 163127 20,845.2 17,306.2 Kelautan | Provins
si PEMASARAN . o e 773,000,000.00 e 195,000,000.00 31,662.85 968,000,000 dan i Riau
. perikanan 7 8 1 -
Perikan HASIL (Ton) Perikanan
an PERIKANAN
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Meningkatnya
perizinan
Penerbitan Izin Efdr;s;ha
Usaha pengolahan
Pemasaran dan dan Dinas
3 (125|06 | 101 Egzgg:]a;na'ﬂi?gss” pemasaran 6izin Rekgme 12 izin Kelautan Provinsi
Daerah hasil - 50,000,000.00 ndasi 16,706,500.00 66,706,500 dan Riau
perikanan Perikanan
Kabupaten/Kota f d h
dalam 1 (Satu) intas daeral
. kabupaten/kot
Daerah Provinsi
adalam 1
(satu) daerah
Provinsi
. Jumlah
Penertiban . Rekomendasi
rekomendasi Perizinan
perizinan Berusaha
perusahaan untuk Untuk
menunjan . .
cegitan usana | {enLnnO : 3 e an | provinsi
3| 25|06 101 | 0007 | subsektor Usaha Rekomen | g4 009000 | REKOMe | 16 706,500.00 12 66,706,500 | dan Riau
pengolahan ikan Subsektor dasi ndasi Perikanan
dan subsektor Pemasaran
pemasaran ikan lkan Skala
skala usaha Usaha
mennengah dan Menengah dan
besar Besar
Pembinaan Mutu
dan Keamanan .
. - Meningkatnya i
E:; | UPSear”(aan - mutu keamana 2 Eg:jtan Provinsi
8|25 06 102 Pengolahan dan Eodnz”umsi 1,747,797,005 | 4UNIU | 48 000,000 kegiatan | 178,293,500 8 Unit 226,293,500 | dan Riau
Pemasaran Skala makan ikan Perikanan
Menengah dan
Besar
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Pelaksanaan
Pembinaan,
Fasilitasi,
Pemantauan, dan
Evaluasi terhadap
Mutu dan

Jumlah
Pembinaan,
Fasilitasi,
Pemantauan,
dan Evaluasi
terhadap Mutu
dan Keamanan

dan berdaya
saing

. Hasil
Keamanan Hasil Perikanan. dan
Perikanan, dan L .
- Daya Saing Dinas
Daya Saing serta serta 2 Kelautan Provinsi
3|25 |06 102 | 0003 Ei?hb;[ji?g;an Pemberdayaan Kegiatan | 152,623,500 dan Riau
ranaka Usaha dalam Perikanan
9 . rangka
Menghasilkan .
Produk van Menghasilkan
Aman dZm 9 Produk yang
Aman dan
Bermutu untuk
; ) Bermutu untuk
dikonsumsi atau ) A
. dikonsumsi
digunakan, dan
Berdaya Saing atau
digunakan, dan
Berdaya Saing
Kegiatan yang
diberikan
kepada unit
usaha berupa
pembinaan,
fasilitasi,
pemantauan,
dan evaluasi
Pelaksanaan terhadap mutu
Bimbingan dan dkaegmanan
Penerapan ) )
hasil perikanan .
Persyaratan atau yang berdaya Dinas
Standar Pada . . 3 . Kelautan Provinsi
3 |25| 06| 102 | 0004 | joana samg serta 1,747,797,005 | *Y™ | 48,000,000 Kegiatan | 25,670,000 8 Unit 73,670,000 dan Riau
Pengolahan dan upsaha dala)r/n Perikanan
Pemasaran Skala
rangka
Menengah dan .
Besar menghasilkan
produk
yang aman
dan bermutu
untuk
dikonsumsi
atau
digunakan,
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berdasarkan
skala
usaha dan
risiko
Penyediaan dan
Penyaluran
Bahan Baku Jumlah Baha_n
. Baku Industri
Industri Pengolahan 2 2
3 125]|06 | 103 Pengolahan lkan : Dokume
Lintas Daerah Eg'silllanan n 675,000,000 Dokumen 675,000,000
Kabupaten/Kota vana Tersedia
dalam 1 (Satu) 9
Daerah Provinsi
Jumlah
Dokumen Hasil
Pemetaaan dan Pemetaan dan
Pemantauan Pemantauan
Kebutuhan Bahan Kebutuhan
Baku Usaha Bahan Baku Dinas
Pengolahan/Distri Usaha Kelautan Provinsi
312506 103 | 0001 busi lkan Lintas Pengolahan/Dis 1 600,000,000 2 600,000,000 dan Riau
Daerah tribusi Ikan Perikanan
Kabupaten/Kota Lintas Daerah
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot
Daerah Provinsi adalam 1
(Satu) Daerah
Provinsi
Jumlah Unit
Pemberian Insentif Use}ha
P ; Perikanan
dan Fasilitasi bagi .
Lintas Daerah .
Pelaku Usaha Dinas
iK . Kabupaten/Kot | .
3| 25| 06 103 0002 Perikanan Lintas adalam 1 Kelautan Pr0y|n5|
Daerah 1 75,000,000 2 75,000,000 dan Riau
(satu) Daerah :
Kabupaten/Kota S Perikanan
Provinsi yang
dalam 1 (satu) diberikan
Daerah Provinsi -
Insentif dan
Fasilitasi
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BIDANG KP

Terdaftar dan
Akti

50,000,000
Persentase
Kepatuhan
Pelaku Usaha
Kelautan dan
perikanan 89.91 90 70 o1
terhadap -
ketentuan
Perturan
Perundang-
undangan (%)
Mening
katnya
Kepatu Jumlah
han pelanggaran
Pemanf PROGRAM tindak pidana Dinas
aatan PENGAWASAN kelautan dan Kelautan | Provins
Sumbe | 3|20 SUMBERDAYA | ¢ ikanan 20 7kasus | 4 600,000,000 | 2X3US | 50 000,000 12kasus |1 056 000,000 dan i Riau
r Daya KELAUTAN DAN ang di Perikanan
Y PERIKANAN yang di
Kelauta tangani
n (kasus)
Perikan
an
Pengawasan Jumlah Pelaku
oo |os|1or | | Koo | owakeiin | 10, e
Penkar_]an dan Pe_rlkana_m Usaha Usaha 600,000,000 - - Usaha 600,000,000
sampai dengan sampai 12 Mill
12 Mil yang diawasi
Penumbuhan dan | Jumlah
Pengembangan Kelompok 2
Kelompok Masyarakat Kelompo 114 Dinas
312505 101 | 0004 Masyarakat Pengawas 110 K P kelompok Kelautan Provinsi
' Pengawas (POKMASWAS Masvarak 560,000,000 - - masyarak 560,000,000 dan Riau
(POKMASWAS) ) yang at Y at Perikanan
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Koordinasi

Jumlah Forum

Penanganan Koordinasi Dinas
Tindak Pidana Penanganan Kelautan Provinsi
312505/ 1.02 | 0018 Kelautan dan TPKP tingkat 2 Forum 40,000,000 - - 40,000,000 dan Riau
Perikanan (TPKP) | Daerah yang Perikanan
tingkat Daerah dilaksanakan
Pengawasan
Sumber Daya
Perikanan di
Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Jumlah
Rawa, dan . Dokumen Hasil 16
3]125| 05| 102 Ge_nangan Alr Pengawasan 40 Dokume 80
Lainnya yang Dokumen | 400,000,000 50,000,000 Dokumen 450,000,000
Dapat Pel_aku Usaha n
Diusahakan Perikanan
Lintas
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
3 [125| 05| 102 | 0004 | Pengawasan Jumlah pelaku
Usaha Pemasaran | Usaha
dan Pengolahan Pemasaran
Hasil Perikanan hasil perikanan
Lintas Daerah dan/atau usaha Dinas
g;gléfit?ggg)t a Eeagﬁ(lﬂir:iﬁgnan 10 4 Pelaku 20 Kelautan Proyinsi
Daerah Provinsi yang diperiksa Dokumen | 100,000,000 Usaha 13,120,000 Dokumen 113,120,000 (_ian Riau
kepatuhannya Perikanan
sesuai
kewenangan
provinsi
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a

dalam 1 (Satu)
Daerah
Provinsi

Sesuai dengan
Kewenanganny
a

3 [125| 05| 102 | 0006 | Pengawasan Jumlah pelaku
Usaha Perikanan Usaha
Bidang pembudidayaa
Pembudidayaan n ikan di
Ikan di Wilayah wilayah sungai,
Sungai, Danau, danau, waduk,
Waduk, Rawa, rawa, dan
dan Genangan Air | genangan air )
Lainnya yang lainnya yang 10 Dinas o
Dapat Diusahakan | diperiksa 0 10 pelaku 20 Kelautan | Provinsi
Lintas kepatuhannya Dokumen | 200,000,000 Usaha 36,880,000 Dokumen 236,880,000 dan Riau
Kabupaten/Kota sesuai Perikanan
dalam 1 (Satu) kewenangan
Daerah Provinsi provinsi
Sesuai dengan
Kewenangannya

3125 |05 | 102 | 0002 | Pengawasan Jumlah
Usaha Perikanan Dokumen Hasil
Bidang Pengawasan
Pembudidayaan Usaha
Ikan di Wilayah Perikanan
Sungai, Danau, Bidang
Waduk, Rawa, Pembudidayaa
dan Genangan Air | n lkan di
Lainnya yang Wilayah
Dapat Diusahakan | Sungai, Danau,
Lintas Waduk, Rawa,
Kabupaten/Kota dan
dalam 1 (Satu) Genangan Air Dinas
Daerah Provinsi Lainnya yang 20 62 Kelautan Provinsi
Sesuai dengan Dapat 22 Dokumen | 100,000,000 ; - Dokumen | 100,000,000 dan Riau
Kewenangannya Diusahakan Perikanan

Lintas
Kabupaten/Kot

149 RENJA PD TH 2026




UPT.PSDKP WIL
1 192,769,080 192,769,080
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
URUSAN Kebutuhan o o o o
3|2 |0 PEMERINTAHAN | Pelayanan 100% 100% 281,438,654 100% 121,300,017 100% 402,738,671
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3125|101 ]| 1.06 Umum Perangkat | Umum 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 24 Jenis
Daerah Perangkat 91,433,000 91,321,094 6,869,537 98,190,631
Daerah
Penyediaan Jumiah Paket Dinas Kabupa
3| 25|01 106 | oop2 | Peraiatandan boronckaman | 5 Paket 3 Paket 4 Paket 12 Paket Kelautan | ten
: Perlengkapan K gkap 23,086,000 23,084,900 3,569,737 26,654,637 dan Indragiri
antor yang - e
Kantor o Perikanan Hilir
Disediakan
’ Jumlah Paket Dinas Kabupa
Penyediaan Bahan Logistik Kelautan ten
3 [125| 01| 1.06 | '0004 | Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket 10,050,000 5 Paket 10,040,000 ) ) 20 Paket 10,040,000 dan Indragiri
Kantor - ) - .
Disediakan Perikanan Hilir
Jumlah Paket
. Barang Dinas Kabupa
Penyediaan Cetakan dan Kelautan ten
8|25 01 1.06 | 0005 S:;aggncefr']‘g‘;‘an Penggandaan | ° Paket 1,737,000 5 Paket 1,736,194 2 Paket 239,800 20 Paket 1,975,994 dan Indragiri
99 yang Perikanan Hilir
Disediakan
Jumlah
Penyelenggaraan :;2?]0:;2” ara Dinas Kabupa
3|25 01| 106 | 0oog Rapat Koordinasi an Rya atgg o5 21 1 77 Kelautan ten
' dan Konsultasi pat 56,560,000 Laporan 56,460,000 Laporan 3,060,000 Laporan 59,520,000 dan Indragiri
Koordinasi dan : e
SKPD . Perikanan Hilir
Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya
- Jasa
Penunjang .
3125|101 1.08 Urusan Penunjang 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
’ . Urusan 107,376,720 106,170,240 108,142,080 214,312,320
Pemerintahan .
Daerah Pemerintahan
Daerah
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Jumlah

Laporan
penvediaan Jasa Penyediaan Dinas Kabupa
3| 25 | 01| 1.08 | 0004 | Pelayanan Umam | 2252 4 4 . 4 Laporan Kelautan ten
' Kant)t;r Pelayanan Laporan 107,376,720 Laporan 106,170,240 Laporan 108,142,080 P 214,312,320 dan Indragiri
Umum Kantor Perikanan Hilir
yang
Disediakan
Pemeliharaan Terlak;ananya
Barang Milik peme"hafe?a”
Daerah barang milik
: daerah . . . .
3|25| 01 109 Ef::;‘rjlang penunjang 3 Jenis 53,947,900 3 Jenis 83,947,320 3 Jenis 6,288,400 12 Jenis 90,235,720
Pemerintahan urusan
Daerah pemerintahan
daerah
Penyediaan Jasa ‘|]<l::11<ljaar:aan
Pemeliharaan, Peroranaan
Biaya Dinas atgu Dinas Kabupa
3|25 | 01| 109 | opoy | Pemeliharaandan o aan 3 2 Unit 2 Unit 8 Unit Kelautan ten
' Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 23,947,900 23,947,320 482,400 24,429,720 dan Indragiri
Perorangan Dinas inelih Perikanan Hilir
atau Kendaraan yang Dipelihara
Dinas Jabatan dan Dibayarkan
Pajaknya
Pemeliharaan Jumlah Dinas Kabupa
Peralatan dan . . . . Kelautan ten
8125|011 1.09 | 0006 ,'\D/Ieers"’}':‘tf‘;indnar; Mesin Lainnya |+ Y™ 30,000,000 3 Unit 50,000,000 3 Unit 5,036,000 1 Unit 55,036,000 dan Indragiri
Y yang Dipelihara Perikanan Hilir
. Jumlah Sarana
Pe_mehharaan/Reh dan Prasarana _
abilitasi Sarana Gedung Kantor Dinas Kabupa
dan Prasarana . . . Kelautan ten
3125|011 109 1 0010 | 5eqing Kantor alew Bangunan 0 16 Unit 10,000,000 3 Unit 770,000 48 Unit 10,770,000 dan Indragiri
atau Bangunan ya yang Perikanan Hilir

Lainnya

Dipelihara/Dire
habilitasi
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Mening

katnya
E:r?atu Jumlah
PROGRAM pelanggaran .
Z:t";r?“f PENGAWASAN | tindak pidana Ka'ﬁzn Provinsi
Sumbe | 3|2 |® SUMBERDAYA | kelautan dan 2 7.00 380,650,483 5.00 71,469,063 7.00 452,119,546 dan Riau
KELAUTAN DAN perikanan yang ;
r Daya ) . Perikanan
PERIKANAN di tangani
Kelauta
n (kasus)
Perikan
an
Pengawasan Jumlah Pelaku
Sumber Daya Usaha Sumber
32505 | 101 Kelautan dan Daya kelautan 50 80 80 160
Perikanan dan Perikanan 380,650,483 71,469,063 452,119,546
sampai dengan sampai 12 Mill
12 Mil yang diawasi
Jumlah
Dokumen Hasil
Pengawasan Pengawasan Kabupa
Usaha Perikanan g . p
Bidang gsaﬂlga 5 12 KDlmatS [ o:en iri
. erikanan elautan ndragiri
3|2 | 5101 | 0003 ) Pembudidayaan | gigang 0 Dokumen | 30,650,483 . . Dokume | 30,650,483 dan | Hilir dan
. Pembudidayaa Perikanan | Pelalaw
Laut sampai ]
. n Ikan di Laut an
dengan 12 Mi h
sampai
dengan 12 Mil
3|25 5| 101 0014 | Pengawasan Jumlah pelaku 0 7 80 12 Dinas Kabupa
Usaha usaha Dokumen 320,000,000 Pelaku 63,089,063 Dokumen 383,089,063 Kelautan ten
penangkapan ikan | penangkapan Usaha dan Indragiri
dan/atau usaha ikan dan/atau Perikanan | Hilir dan
pengangkutan usaha Pelalaw
ikan sampai pengangkutan an
dengan 12 Mil ikan sampai
sesuai dengan 12 mil
kewenangan yang diperiksa
provinsi kepatuhannya
sesuai
kewenangan
provinsi
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3|25 5| 101 0016 | Pengawasan Jumlah Pelaku
usaha usaha
pemanfaatan pemanfaatan b
sumber daya sumber daya Dinas Katel;]pa
kelautan kelautan yan -
kewgnangan dipel:iksay 9 0 2 2 Pelaku 4 Kelautan Indragiri
i Dokumen 30,000,000 Usaha 8,380,000 Dokumen 38,380,000 dan Hilir dan
provinsi kepatuhannya :
sesuai Perikanan | Pelalaw
uai
kewenangan an
provinsi
UP.PSDKP WIL 2 728,074,196 354,524,120 1,082,598,316
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
URUSAN Kebutuhan o o o o
3|2 |01 PEMERINTAHAN | Pelayanan 100% 100% 302,778,528 100% 252,033,120 100% 554,811,648
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3125|101 ]| 1.06 Umum Perangkat | Umum 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
Daerah Perangkat 116,188,960 116,165,896 31,426,000 147,591,896
Daerah
Penyediaan Jumiah Paket Dinas Kabupa
3|25 | 01| 106 | ooz | Peraiatan dan Borenakonan 20 6 Paket 5 Paket 24 Paket Kelautan | ten
' Perlengkapan Kantorg ar? 70,641,204 70,618,140 5,000,000 75,618,140 dan Bengkal
Kantor antor yang Perikanan is
Disediakan
Penyediaan Banan Logistk celautan | ton
3 25|01 | 1.06 | 0004 | Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket 7.728,000 5 Paket 7.728,000 ) ) 20 Paket 7,728,000 dan Bengkal
Kantor C : .
Disediakan Perikanan is
Jumlah Paket
812501 1.06 | 0005 | Barang Cetakan | pop oo daan 3 2,599,756 2 Paket 2,599,756 2 Paket 1,636,000 8 Paket 4,235,756 dan Bengkal
dan Penggandaan : h
yang Perikanan is
Disediakan
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Jumlah
Penyelenggaraan :52?10:2” ara Dinas Kabupa
3 | 25| 01 | 1.06 | oooo | RepatKoordinasi | S E9 12 12 1 46 Kelautan | ten
' dan Konsultasi pat 35,220,000 Laporan 35,220,000 Laporan 24,790,000 Laporan 60,010,000 dan Bengkal
Koordinasi dan ; .
SKPD ) Perikanan is
Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya
: Jasa
Penunjang Penunjang . . . )
3 25|01 108 gglriqs:rri]ntahan Urusan 2 Jenis 119,682,816 2 Jenis 118,717,632 2 Jenis 158,290,176 2 Jenis 277,007,808
Daerah Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Laporan
’ Penyediaan Dinas Kabupa
3| 25|01 1.08 | 0004 Eg{;};?r:gﬁnuﬁﬁi Jasa 4 5 6 5 Laporan Kelautan ten
' Kantor Pelayanan Laporan 119,682,816 Laporan 118,717,632 Laporan 158,290,176 277,007,808 dan Bengkal
Umum Kantor Perikanan is
yang
Disediakan
Pemeliharaan TerIaIT_shananya
- pemeliharaan
ggg;ﬁ Milik barang milik
. daerah . . .
MR penunjang penunjang 3 17,895,000 3 Unit 67,895,000 3 Unit 62,316,944 3 Unit 130,211,944
Pemerintahan urusan
Daerah pemerintahan
daerah
Penyediaan Jasa ‘Illér;\qclﬁ;aan
Pemeliharaan,
) Perorangan .
Biaya Dinas atau Dinas Kabupa
3| 25| 01| 109 | oop1 | Pemelinaraan dan g, qqn 2 2 Unit 2 Unit 2 Unit Kelautan ten
' Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 17,895,000 17,895,000 17,286,944 35,181,944 dan Bengkal
Perorangan Dinas o Perikanan is
atau Kendaraan yang I_Dlpellhara
Dinas Jabatan dan Dibayarkan
Pajaknya
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. Jumlah Dinas Kabupa
Pemeliharaan Peralatan dan Kelautan ten
8|25| 01 1.09 | 0006 | Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8 unit 50,000,000 6 Unit 45,030,000 3 Unit 95,030,000 dan Bengkal
Mesin Lainnya P : .
yang Dipelihara Perikanan is
Mening
katnya
Kepatu
rIggrr]nanf PROGRAM Jzilzlr?h aran
aatan PENGAWASAN tFi)ndakgpg)idana
Sumbe | 3| 2% |05 SUMBERDAYA kelautan dan 3 7.00 425205668 | °Kasus 102,491,000 5.00 527,786,668
! Dava KELAUTAN DAN ”
y PERIKANAN perikanan yang
Kelauta di tangani
n
Perikan
an
Pengawasan
Sumber Daya
3| 25|05 101 Kelautan dan 50 80 iaku 221
Perikanan 425,295,668 ?Jsaha 102,491,000 527,786,668
sampai dengan
12 Mil
Jumlah
Pengawasan Dokumen Hasil Kabupa
: Pengawasan
Usaha Perikanan . ten
; Usaha Dinas
Bidang Perikanan 5 12 Kelautan Bengkal
3]25| 5101 | 0003 :T(Zr:zli’d'dayaa” Bidang Dokumen | 30,000,000 - - Dokumen | 30,000,000 dan 'S'dif‘k
. Pembudidayaa Perikanan
Laut sampai n Ikan di Laut Kep.Me
dengan 12 Mi ) ranti
sampai
dengan 12 Mil
Pengawasan Jumlah pelaku
Usaha usaha
penangkapan ikan | penangkapan
dan/atau usaha ikan dan/atau Kabupa
pengangkutan usaha Dinas ten
ikan sampai pengangkutan 7 60 12 Kelautan Bengkal
3|25| 5101 | 0014 | dengan 12 Mil ikan sampai Dokumen | 365295668 | Fclaku 72,221,000 Dokumen | 437,516,668 dan is, Siak
sesuali dengan 12 mil Usaha : dan
A Perikanan
kewenangan yang diperiksa Kep.Me
provinsi kepatuhannya ranti
sesuai
kewenangan
provinsi
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Pengawasan Jumlah Pelaku
usaha usaha
pemanfaatan pemanfaatan b
sumber daya sumber daya . Kabupa
kelautan kelautan yang 2 4 Pelaku 4 KSESZn IndtS:giri
3|25| 5]101 | 0016 | kewenangan diperiksa 0 Dokumen | 30,000,000 Usaha 30,270,000 Dokumen | 60,270,000 dan Hilir dan
provinsi kepatuhannya :
sesuai Perikanan Pelalaw
uai
kewenangan an
provinsi
UPT.PSDKP WIL
3 915,245,609 312,925,468.52 1,228,171,078
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
URUSAN Kebutuhan o o o o
32501102 PEMERINTAHAN | Pelayanan 100% 100% 385,245,609 100% 136,100,469 100% 521,346,078
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3125|101 ]| 1.06 Umum Perangkat | Umum 6 Jenis 58,968,992 6 Jenis 58,751,896 6 Jenis 23.136,547 6 Jenis 81,888 443
Daerah Perangkat
Daerah
Penyediaan Jumlah Paket Dinas Kabupa
3| 25|01 106 | oop2 | Peraiatandan benonckapan 27 6 Paket 5 Paket 24 Paket Kelautan | _ten
' Perlengkapan gkap 20,358,912 20,357,774 3,656,547 24,014,321 dan Rokan
Kantor Kantor yang Perikanan Hilir
Disediakan
’ Jumlah Paket Dinas Kabupa
Penyediaan Bahan Logistik Kelautan ten
3 25|01 | 1.06 | 0004 | Bahan Logistik Kantor yang 5 7.728,000 5 Paket 7.728,000 ) ) 20 Paket 7.728,000 dan Rokan
Kantor - ) - o
Disediakan Perikanan Hilir
Jumlah Paket
! Barang Dinas Kabupa
Penyediaan Cetakan dan Kelautan ten
3 ]25| 01| 1.06 | 0005 | Barang Cetakan Penggandaan 5 Paket 2,032,080 5 Paket 2,031,122 1 Paket 500,000 20 Paket 2,531,122 dan Rokan
dan Penggandaan : .
yang Perikanan Hilir
Disediakan
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Jumlah
Penyelenggaraan Iﬁ:ae?]orea;gn ara Dinas Kabupa
3|25 01| 106 | 0oog Rapat Koordinasi an R}/a atgg 10 10 1 40 Kelautan ten
' dan Konsultasi pat Laporan 28,850,000 Laporan 28,635,000 Laporan 18,980,000 Laporan 47,615,000 dan Rokan
Koordinasi dan ; .
SKPD . Perikanan Hilir
Konsultasi
SKPD
Terlaksananya
Pengadaa_n_ Pengadaan
Barang Milik L
Barang Milik
Daerah Daerah
312501 107 penunjang Penunjang 2Jenis | g8 375401 2Jenis | gg374433 | 2Jenis 4,707,600 2 Jenis 63,082,033
. Urusan
Pemerintah .
Daerah Pemerintah
Daerah
Pengadaan Jumlah Unit
9 Sarana dan .
Sarana dan Dinas Kabupa
Prasarana (P;ra:jsaran; 8 Uni 8 Uni 2 Uni 32 Uni Kelautan ten
8|25 0| 107 1 0010 | Gequng Kantor | Sedund Rantor nit 58,375,401 nit 58,374,433 nit 4,707,600 nit 63,082,033 dan Rokan
atau Bangunan ) 9 Perikanan Hilir
Lainnya Lglnnya yang
Disediakan
Jumlah jenis
Penyediaan Jasa | jasa
Penunjang penunjang
3 25|01 | 1.08 Urusan urusan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Pemerintahan pemerintah 176,869,968 176,869,968 79,145,088 256,015,056
Daerah daerah yang
dipenuhi
Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Dinas Kabupa
3| 25| 01| 1.08 | 0004 | Pelayanan Umum | 2352 7 ! 3 7 Laporan Kelautan ten
' Pelayanan 176,869,968 Laporan 176,869,968 Laporan 79,145,088 256,015,056 dan Rokan
Kantor : .
Umum Kantor Perikanan Hilir
yang
Disediakan
Pemeliharaan Jumlah ienis
Barang Milik barang milik
Daerah daeraﬁ
3125101109 Ef;‘;‘;‘r’]a”g penunjang 3 Jenis 11,250,000 3 Jenis 91,249,312 3 Jenis 29,111,234 3 Jenis 120,360,546
Pemerintahan u;ﬁ:rr;ntah
Daerah P
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daerah yang
dipelihara
. Jumlah
Penyeghaan Jasa Kendaraan
Pemeliharaan,
) Perorangan .
Biaya - Dinas Kabupa
Pemeliharaan dan Dmijs atau . . . Kelautan ten
3 125] 01| 109 ) 0001 | poak Kendaraan | Kendaraan ! 11,250,000 2 Unit 11,249,312 2 Unit 12,161,234 2 Unit 23,410,546 dan Rokan
: Dinas Jabatan : e
Perorangan Dinas inelih Perikanan Hilir
atau Kendaraan yang Dipelihara
: dan Dibayarkan
Dinas Jabatan )
Pajaknya
. Jumlah Dinas Kabupa
Pemeliharaan Peralatan dan Kelautan ten
3 125]01 ) 109 | 0006 | Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3 Unit 75,000,000 2 Unit 15,000,000 SUnit 90,000,000 dan Rokan
Mesin Lainnya R : o
yang Dipelihara Perikanan Hilir
Pemeliharaan/Reh Jumlah Sarana
e dan Prasarana .
abilitasi Sarana Dinas Kabupa
3|25 | 01| 100 | oo1o | 4an Prasarana o Bonganan 0 9 Unit 9 Unit 9 Unit Kelautan | _ten
' Gedung Kantor . 9 5,000,000 1,950,000 6,950,000 dan Rokan
Lainnya yang : o
atau Bangunan S : Perikanan Hilir
Lainnva Dipelihara/Dire
y habilitasi
Mening
katnya
Kepatu Jumlah
pemant PROGRAM findak pidana
aatan PENGAWASAN kelautari) dan
3 25| 05 SUMBERDAYA - 20 7.00 5 kasus 89.48
rslsr;\b; KELAUTAN DAN ps:ka:jrilan 530,000,000 176,825,000 706,825,000
Y PERIKANAN yang di
Kelauta tangani
n (kasus)
Perikan
an
Pengawasan Jumlah Pelaku
Sumber Daya Usaha Sumber 105
Kelautan dan Daya kelautan
312505 101 Perikanan dan Perikanan 50 - 85 530,000,000 | Pelaku 176,825,000 AVALUEL | 206,825,000
. ; . usaha
sampai dengan sampai 12 Mill
12 Mil yang diawasi

158

RENJA PD TH 2026




3|25 5| 101 0003
Jumlah
Pengawasan Dokumen Hasil
Usaha Perikanan | Pengawasan ' Kabupa
Bidang Usa_ha Dinas ten
Pembudidayaan Pgnkanan 5 12 Kelautan R__okan
kan di Bidang Dokumen 30,000,000 - - Dokumen 30,000,000 Qan Hilir dan
Laut sampai Pembud_idayaa Perikanan Kota
dengan 12 Mi n lkan ph Laut Dumai
sampai
dengan 12 Mil
3|25 5| 101 0014 | Pengawasan Jumlah pelaku
Usaha usaha
penangkapan ikan | penangkapan
dan/atau usaha ikan dan/atau
pengangkutan usaha Kabupa
ikan sampai pengangkutan o8 Dinas ten
dengan 12 Mil ikan sampai 7 Pelaku 12 Kelautan Rokan
sesuai dengan 12 mil Dokumen 470,000,000 Usaha 176,825,000 Dokumen 646,825,000 dan Hilir dan
kewenangan yang diperiksa Perikanan Kota
provinsi kepatuhannya Dumai
sesuai
kewenangan
provinsi
3|25 5| 101 0001 | Pengawasan Jumlah
Pemanfaatan Dokumen Hasil Kabupa
Ruang Pengawasan Dinas ten
Laut sampai Pemanfaatan 2 4 Kelautan Indragiri
dengan 12 Mi Ruang Laut 0 Dokumen 30,000,000 - - Dokumen 30,000,000 dan Hilir dan
sampai Perikanan | Pelalaw
dengan 12 Mil an
UPT.Budidaya
Perikanan 3,889,465,030 5,379,690,419 1,859,596,614 7,239,287,033
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
3| 25| o1 URUSAN Kebutuhan 100 100 100 100
PEMERINTAHAN | Pelayanan Persen 726,628,977 Persen 1,224,864,172 Persen 732,001,888 Persen 1,956,866,060
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
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Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3(125|01]| 106 Umum Perangkat | Umum 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
Daerah Perangkat 121,098,189 145,098,189 67,400,000 212,498,189
Daerah
’ Jumlah Paket .
3| 25|01 | 106 | 0002 Ei?g':‘?"’l‘?‘a;a” Eglﬂfmtﬂdgg 4 Paket 6 Paket 6 Paket 24 Paket celauan | peknb
' Perlengkapan Kantorgyar?g 42,710,794 42,710,794 15,000,000 57,710,794 dan aru
Kantor Disediakan Perikanan
. Jumlah Paket Dinas
Penyediaan A
- Bahan Logistik Kelautan Pekanb
3 25|01 | 1.06 | 0004 | Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket 8,387,395 6 Paket 12,387,395 ) ) 20 Paket 12,387,395 dan aru
Kantor s :
Disediakan Perikanan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Dinas
Cetakan dan Kelautan Pekanb
3 25|01 | 1.06 | 0005 | Barang Cetakan Penggandaan 4 Paket 5,000,000 6 Paket 12,000,000 6 Paket 2,400,000 16 Paket 14,400,000 dan aru
dan Penggandaan :
yang Perikanan
Disediakan
Jumlah
Penyelenggaraan :52?1032“ ara Dinas
3125|011 106 | 0oog Rapat Koordinasi an Rya atgg 30 28 15 93 Kelautan Pekanb
' dan Konsultasi pat Laporan 65,000,000 Laporan 78,000,000 Laporan 50,000,000 Laporan 128,000,000 dan aru
Koordinasi dan i
SKPD ) Perikanan
Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Iersedlanya
; asa
Penunjang .
3|25 |01 108 Urusan Penunjang 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
’ . Urusan 495,380,688 702,490,663 532,781,568 1,235,272,231
Pemerintahan .
Pemerintahan
Daerah
Daerah
Jumlah
Laporan
. Penyediaan Dinas
3|25 01| 1.08 | ‘0002 Eglnay?r:gﬁnu‘ﬁﬁ; Jasa 18 18 20 18 Kelautan Pekanb
' Kant)(/Jr Pelayanan Laporan 495,380,688 Laporan 702,490,663 Laporan 532,781,568 Laporan 1,235,272,231 dan aru
Umum Kantor Perikanan
yang
Disediakan
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Pemeliharaan Terlaksananya
Barang Milik pemeliharaan
Daerah barang milik
) daerah . . . .
32501109 Efﬂg:r{a”g penunjang 3Jenis | 140150100 | 379€MS | 377275320 | 3Jenis 131,820,320 3 Jenis 509,095,640
Pemerintahan urusan h
Daerah pemerintahan
daerah
Penyediaan Jasa ‘Illg;\qéilr;aan
Pemeliharaan,
) Perorangan .
Biaya Dinas atau Dinas
3| 25|01 109 | ooor | Pemeliharaandan o, aan 2 5 Unit 5 Unit 20 Unit Kelautan | Pekanb
’ Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 42,150,100 102,275,320 107,265,320 209,540,640 dan aru
Perorangan Dinas A Perikanan
atau Ker?daraan yang I_Dlpellhara
Dinas Jabatan dan Dibayarkan
Pajaknya
Pemeliharaan Jumiah Dinas
Peralatan dan . Kelautan Pekanb
8|25 |01 1.09 | 0006 II\D/Ieersa}Ir?tlflarl}ndnar; Mesin Lainnya 0 15 75,000,000 15 24,555,000 4 Unit 99,555,000 dan aru
Y yang Dipelihara Perikanan
Pemeliharaan/Reh Jumlah Sarana
I dan Prasarana i
abilitasi Sarana Geduna Kantor Dinas
3 25|01 | 1.09 | 0010 dan Prasarana atau Bgngunan 1 37 Unit 108 Unit Kelautan Pekanb
' Gedung Kantor Lainnya yang 68,000,000 200,000,000 - - 200,000,000 dan aru
E:rl:nangunan Dipelihara/Dire Perikanan
y habilitasi
Mening
katnya PROGRAM Jumlah
Produk 3|95 0a PENGELOLAAN Produksi 121,485. 132,712. 128,755. 134,039.6
si PERIKANAN Perikanan 31 3,162,836,053 51 4,154,826,247 60 1,127,594,726 3 5,282,420,973
Perikan BUDIDAYA Budidaya (ton)
an
Pengelolaan Jumlah
; kawasan/wilay 5 4
3 |125| 04| 106 Pembgd|dayaan ah perikanan Kawasa 5 Kawasa 152.500.0
Ikan di Perairan ; . 3,162,836,053 | Kawasan | 4,154,826,247 1,127,594,726 00 Ekor 5,282,420,973
Darat budidaya ikan n n
diperairan
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darat yang
dimanfaatkan

Jumlah Sarana

Pembudidayaa
n Ikan di Air
Payau dan Air
Tawar yang
Penggunaan
Penyediaan Sumber
Sarana Dayanya Lebih Dinas
Pembydi_dayaan Efisien apabila _ ) _ Kelautan Pekanb
3 [125| 04| 106 | 0003 | Ikan d_l Air Payau Dilakukan oleh 841,113,195 8 unit 1,848,476,247 8 Unit 1,127,594,726 6 Unit 2.976,070,973 dan aru
dan Air Tawar Daerah .
: ha Perikanan
Lintas Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota dan/atau
Manfaat atau
Dampak
Negatifnya
Lintas Daerah
Kabupaten/Kot
a
Jumlah
Prasarana
Penyediaan Pembudidayaa
Prasarana n lkan di Air
Pembudidayaan Payau dan Air
Ikan di Air Payau Tawar yang
dan Air Tawar Penggunaan
yang Penggunaan | Sumber Pekanb
Sumber Dayanya Dayanya Lebih Dinas
Lebih Efisien Efisien apabila . . Kelautan ard,
3| 25|04 106 10004 | ohapila Dilakukan | Dilakukan oleh 2,321,722,858 | Y™ | 2306,350,000 : : eunit | 2 306,350,000 dan | Denoka
oleh Daerah Daerah Perikanan Igmsgr
Provinsi dan/atau Provinsi
Manfaat atau dan/atau
Dampak Manfaat atau
Negatifnya Lintas Dampak
Daerah Negatifnya
Kabupaten/Kota Lintas Daerah
Kabupaten/Kot
a
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UPT.PMHP 209,846,472 644,108,416 194,263,929 838,372,345
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
319501 102 URUSAN Kebutuhan 100 100 100 100
' PEMERINTAHAN | Pelayanan Persen 299,846,472 Persen 394,108,416 Persen 144,275,929 Persen 538,384,345
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran
Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3 25|01 | 1.06 Umum Perangkat | Umum 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
Daerah Perangkat 28,672,064 28,672,064 20,130,841 48,802,905
Daerah
Penyediaan ‘IlléTe:gTaiacli(:; Dinas
Peralatan dan Kelautan Kota
8125|011 106 | 0002 | popjengkapan Ezgfonrgk;rf’a” 6 9,972,206 5 Paket 9,972,206 5 Paket 3,000,985 15Paket | 415 973101 dan Dumai
Kantor antor yang Perikanan
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Dinas
Cetakan dan Kelautan Kota
3 ]125| 01| 1.06 | 0005 | Barang Cetakan Penggandaan 4 Paket 2.139,858 4 Paket 2.139,858 4 Paket 2.139,856 12 Paket 4279714 dan Dumai
dan Penggandaan -
yang Perikanan
Disediakan
Jumlah
Penyelenggaraan :;2?‘0:2” ara Dinas
3925|011 106 | 0009 Rapat Koordinasi an R?/a atgg 12 4 1 12 Kelautan Kota
' dan Konsultasi pat 16,560,000 Laporan 16,560,000 Laporan 14,990,000 Laporan 31,550,000 dan Dumai
Koordinasi dan .
SKPD ) Perikanan
Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Tersedianya
: Jasa
Penunjang .
3 125|01 | 1.08 Urusan Penunjang 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
' . Urusan 250,150,570 289,412,514 79,145,088 368,557,602
Pemerintahan .
Pemerintahan
Daerah
Daerah
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Jumlah
Laporan
penvediaan Jasa Penyediaan Dinas
3| 25| 01| 1.08 | 0004 | Pelayanan Umum | 252 10 10 3 10 Kelautan | Kota
' Kant)t;r Pelayanan Laporan 250,150,570 Laporan 289,412,514.42 Laporan 79,145,088.00 Laporan 368,557,602 dan Dumai
Umum Kantor Perikanan
yang
Disediakan
Pemeliharaan Terlak_sananya
Barang Milik pemeliharaan
Daerah barang milik
. daerah . . . .
3]25| 01 109 penunjang penunjang 3 Jenis 21,023,838 3 Jenis 76,023,838 3 Jenis 45,000,000 12unit 451 023,838
. urusan
Pemerintahan .
Daerah pemerintahan
daerah
. Jumlah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Kendaraan
) Perorangan .
Biaya Dinas atau Dinas
3| 25| 01| 109 | ogo1 | Pemeliharaandan oo aan 2 3 Unit 3 Unit 12 unit Kelautan | Provinsi
' Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 21,023,838 21,023,838 15,000,000 36,023,838 dan Riau
Perorangan Dinas inelih Perikanan
atau Kendaraan yang D'pe' ara
Dinas Jabatan dan Dibayarkan
Pajaknya
Pemeliharaan Jumiah Dinas
Peralatan dan . . . . Kelautan Kota
8125| 1| 110 | 0006 ,\P/Izrs"’}'rf‘tlf":mdna'; Mesin Lainnya | S Unt 3 Unit 50,000,000 2 Unit 10,000,000 3 Unit 60,000,000 dan Dumai
y yang Dipelihara Perikanan
Pemeliharaan/Reh Jumlah Sarana
e dan Prasarana i
abilitasi Sarana Gedung Kantor Dinas
3 125|01| 1.09 | 0010 dan Prasarana atau Bgngunan 0 9 Unit 1 Unit 18 Unit Kelautan
' Gedung Kantor Lainnva van 5,000,000 20,000,000 25,000,000 dan
atau Bangunan - I'¥1 yang Perikanan
Lainnya Dlpc_a_l al_'a/Dlre
habilitasi
Mening PROGRAM
katnya PENGOLAHAN Dinas
Volume Produk -
Produk DAN - Kelautan Provinsi
si 3125106 PEMASARAN nasl olanan 103127 ; 298452 1 250,000,000 | 17390 49,988,000 31,662.85 | 299,988,000 dan Riau
Perikan HASIL p Perikanan
an PERIKANAN
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Jumlah Unit
Usaha
Pengolahan
Pembinaan Mutu dan
dan Keamanan Pemasaran
Hasil Perikanan Skala
bagi Usaha Menengah dan 5 .
32506 102 Pengolahan dan | Besar Yang - Dokumen | 250,000,000 4 unit 49,988,000 299,988,000
Pemasaran Skala | menerapkan
Menengah dan Standar Mutu
Besar dan
Keamanan
hasil
perikanan
Jumlah
Pelaksanaan Pembinaan,
- Fasilitasi,
Pembinaan,
A Pemantauan,
Fasilitasi, dan Evaluasi
Pemantauan, dan
- terhadap Mutu
Evaluasi terhadap
dan Keamanan
Mutu dan )
. Hasil
Keamanan Hasil >
. Perikanan, dan
Perikanan, dan - .
; Daya Saing Dinas
Daya Saing serta serta 10 3 Kelautan Provinsi
3| 25|06 102 | 0002 | Pemberdayaan Pemberdayaan ! Sampel | 250,000,000 | kegiatan 49,988,000 15 Sampel | 599 988,000 dan Riau
Usaha dalam Perikanan
rangka
. rangka
Menghasilkan .
Menghasilkan
Produk yang
Produk yang
Aman dan
Aman dan
Bermutu untuk
; A Bermutu untuk
dikonsumsi atau p )
. dikonsumsi
digunakan, dan
Berdaya Saing a_tau
digunakan, dan
Berdaya Saing
Dinas
UPT.PELABUHA Kelautan Kota
N PERIKANAN 3,478,881,102 17,097,367,615 702,904,908 17,800,272,523 dan Dumai
Perikanan
PROGRAM Persentase
PENUNJANG Pemenuhan
3|95 01 URUSAN Kebutuhan 100 100 100 100
PEMERINTAHAN | Pelayanan Persen 426,794,456 Persen 736,968,884 Persen 512,904,908 Persen 1,249,873,792
DAERAH Administrasi
PROVINSI Perkantoran

165

RENJA PD TH 2026




Terpenuhinya
Administrasi Administrasi
3 25|01 | 1.06 Umum Perangkat | Umum 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
Daerah Perangkat 62,953,215 125,696,784 40,638,348 166,335,132
Daerah
Penyediaan ‘;ZT;EE;&;:; Dinas
Peralatan dan Kelautan Kota
8125|011 106 | 0002 | popjengkapan Eggteonrgk;rf’a” SPaket | y5 o015 | SPaket |4, 66401 | S Paket 5,098,078 20 Paket | 50 964 479 dan Dumai
Kantor antor yang Perikanan
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket Dinas
- Bahan Logistik Kelautan Kota
3 [125| 01| 1.06 | 0004 | Bahan Logistik Kantor yang 13 9,348,000 5 Paket 4.771,943 5 Paket 1,600,000 20 Paket 6,371,043 dan Dumai
Kantor o :
Disediakan Perikanan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang Dinas
Cetakan dan Kelautan Kota
812501 1.06 | 0005 | Barang Cetakan | popoiandaan 3 3,000,000 5 Paket 9,868,440 5 Paket 4,990,270 20Paket | 414858710 dan Dumai
dan Penggandaan :
yang Perikanan
Disediakan
Jumlah
Penyelenggaraan Il;ae?\(;/reﬁgnggara Dinas
Rapat Koordinasi 30 1 108 Kelautan Kota
8|25 |01} 1.06 | 0009 | 4.5 konsultasi an Rapat 18 34,980,000 Laporan 96,090,000 Laporan 28,050,000 Laporan 124,140,000 dan Dumai
Koordinasi dan i
SKPD ; Perikanan
Konsultasi
SKPD
Jumlah jenis
Penyediaan Jasa | jasa
Penunjang penunjang
3|25|01| 1.08 Urusan urusan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Pemerintahan pemerintah 316,741,216 384,867,120 287,946,560 672,813,680
Daerah daerah yang
dipenuhi
Jumlah
Laporan
. Penyediaan Dinas
3|25 | 01| 108 | 0004 Ezlr;y?rgﬁ”uﬁjﬁq Jasa 11 11 11 11 Kelautan | Kota
' Kant)(gr Pelayanan Laporan 316,741,216 Laporan 384,867,120 Laporan 287,946,560 Laporan 672,813,680 dan Dumai
Umum Kantor Perikanan
yang
Disediakan
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Pemeliharaan Terlaksananya
Barang Milik pemeliharaan
Daerah barang milik
. daerah . . .
3125111009 Ef;‘g;‘r’]ang penunjang 3 Jenis 47,100,025 3Jenis | 556404080 | SJ€Nis 184,320,000 410,724,980
Pemerintahan urusan
Daerah pemerintahan
daerah
Penyediaan Jasa ii?lﬂ:aan
Pemeliharaan,
) Perorangan .
Biaya Dinas atau Dinas
3025| 1 | 109 | ogo1 | Pemeliharaandan | oo oo 2 3 Unit 3 Unit 3 Unit Kelautan | Kota
’ Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 47,100,025 70,404,980 69,770,000 140,174,980 dan Dumai
Perorangan Dinas inelih Perikanan
atau Kendaraan yang Dipelihara
Dinas Jabatan dan Dibayarkan
Pajaknya
. Jumlah Dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Kelautan Kota
32| 1| 110 | 0006 | Peralatan dan Mesin Lainnya | © UMt 3 Unit 150,000,000 3 Unit 114,550,000 3 Unit 264,550,000 dan Dumai
Y yang Dipelihara Perikanan
Pemeliharaan/Reh Jumlah Sarana
abilitasi Sarana dan Prasarana Dinas
3|25 01| 109 | ooro | 4an Prasarana gtiﬂuggnﬁﬂg: 0 14 Unit 14 Unit Kelautan | Kota
' Gedung Kantor Lainnya yang 6,000,000 - - 6,000,000 dan Dumai
Egailrl:nangunan Dipelihara/Dire Perikanan
y habilitasi
Mening
katnya Program Jumlah
Produk Pengelolaan Produksi 147,176.
si 32503 Perikanan Perikanan 78 3,052,086,646 | 140,000 | 16,360,398,731 | %100 190,000,000 1408400 1 16 550,308,731
Perikan Tangkap Tangkap (Ton)
an
Penetapan
Lokasi
Pembangunan Jumlah Dinas
serta Pelabuhan . . . Kelautan Kota
3|25 03] 106 Pengelolaan Perikanan yang L 3,052,086,646 Lunit 1 16360308731 | 1 YNt 190,000,000 2Unit | 16 550,398,731 dan Dumai
Pelabuhan dikelola Perikanan
Perikanan
Provinsi
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Penentuan Lokasi Jumlah Lokasi Dinas
Pembangunan Pembangunan . . Kelautan Kota
8125103 106 | 0001 | pejapyhan Pelabuhan Lunit 560,000,000 ; - 2 Unit 500,000,000 dan Dumai
Perikanan Perikanan Perikanan
Penyediaan Jumlah Sarana .
Dinas
Sarana dan dan Prasarana Kelautan Kota
312503 106 | 0002 | Prasarana Pelabuhan 3,052,086,646 | LY | 15715207000 | UM 190,000,000 6UNit 1 45 905,227,000 dan Dumai
Pelabuhan Perikanan yang :
: . Perikanan
Perikanan Tersedia
Pelaksanaan FungS|_
> Pemerintahan .
Fungsi Dinas
3125|033 | 106 0003 Pemerintahan dan gz:: usahaan 1 1 Layanan Kelautan Kota
Pengusahaan 9 Layanan | 145,171,731 - - Y 145,171,731 dan Dumai
Pelabuhan ;
Pelabuhan - Perikanan
Perikanan Perikanan yang
Terlaksana
45,472,473,261 69,358,934,480 41,070,353,980.00 110,429,28846
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BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun 2026 Dinas
Kelautan dan Perikanan menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait
dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen
ini mengikat secara Kelembagaan dalam pelaksanaan Program kegiatan pada Tahun
2026, urusan pemerintah bidang kelautan.

Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, masih dijumpai
permasalahan/kendala baik eksternal maupun internal yang harus dicarikan solusinya.
Beberapa permasalahan strategis tersebut antara lain terkait dengan manajemen
perencanaan kinerja yang masih ditemui sepanjang tahun 2024 yaitu: (1)masih terjadi
perubahan indikator dokumen Renstra, sehingga dokumen kinerja yang disusun tidak
konsisten; (2) Masih terdapat inkonsistensi dalam dokumen Rencana Kerja, dan
penyusunan RKA pada angka pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang
ditetapkan.

Dengan masih besarnya Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang
tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal maka dengan adanya dokumen
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk Tahun 2026, dapat
memberi acuan kerja dalam mendukung program pemerintah daerah maupun pusat
dalam melaksanakan program kegiatan kedepan, meningkatkan kinerja aparatur,
sasarandan target yang akan dicapai serta mengevaluasi program kegiatan yang telah
dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Riau tahun 2026
ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Riau sebagai pemegang amanah dan stakeholderuntuk bersama-sama menciptakan

good governance dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan
Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berpengaruh oleh APBD maka
program dan kegiatan akan di prioritaskan untuk berkaitan langsung kepada masyarakat

untuk memenuhi misi yang di dukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
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Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Riau Tahun
2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ini di buat untuk mejadi dasar
pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

November 2925
i §s Kelautan dan Perikanan
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 — 34685, Fax. (0761) 23191
PEKANBARU-28131

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 000.7.2/DKP-Sekr/2025/1/001.4

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat
Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD;

b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan
Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan
Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim
Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau Tahun
2025



Mengingat

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Darah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



10.

11.

12.

13.

14.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi
Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana
telahdiubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Provinsi Riau Tahun  2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017
Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 -
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2022 Nomor 4;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Riau;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2017
Tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 Dan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas :

a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan
informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja
tahun sebelumnya;

b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.

c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;

d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana
Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Riau Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau
Tahun 2025;

e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi
rencana kerja tahun  sebelumnya, untuk
penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan
prioritas pembangunan daerah;

d. Perumusan program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai target kinerja
dan pendanaan sesuai dengan = prioritas
pembangunan daerah, dengan berpedoman
kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau dan RKPD;

f. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan
penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Riau Tahun 2026 Dan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau Provinsi Riau.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 03 Januari 2025

Riau



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU

Nomor
Tanggal

: 000.7.2/DKP-Sekr/2025/1/001.4
: 03 Januari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN PROVINSIN RIAU TAHUN 2025

NO KEDUDUKAN DALAM TIM JABAT;:}L%@?::;‘ :IEJ R
1. | Ketua Tim Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Tim Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
3. | Sekretariat
- Koordinator Perencana Ahli Muda
- Anggota 2 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Anggota 3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum
4. | Kelompok Kerja Bidang Perikanan
Budidaya
- Koordinator Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- Anggota 1 Analis Akuakultur Ahli Muda
- Anggota 2 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda
S. | Kelompok Kerja Bidang Perikanan
Tangkap
- Koordinator Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Anggota 1 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli
Muda
6. [Kelompok Kerja Bidang P2HKP
- Koordinator Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Kelautan dan Perikanan
- Anggota 1 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Ahli Muda
- Anggota 2 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Ahli Muda
7. [Kelompok Kerja Bidang Kelautan dan
Pengawasan
- Koordinator Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli

Muda




Lanjutan Lampiran..

- Anggota 1

Pengawas Perikanan Ahli Muda

- Anggota 2

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli

Muda

8. [Kelompok Kerja UPT. Pelabuhan
Perikanan
- Koordinator Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan
- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha
- Anggota 2 Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan
dan Kesyahbandaran
- Anggota 3 Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
9. [Kelompok Kerja UPT.Budidaya Perikanan
- Koordinator Kepala UPT Budidaya Perikanan
- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha
- Anggota 2 Kepala Seksi Teknis Pembenihan
- Anggota 3 Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan
Perikanan
10. [Kelompok Kerja UPT.PMHP
- Koordinator Kepala UPT PMHP
- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha
- Anggota 2 Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil
Perikanan
- Anggota 3 Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil
Perikanan
11. [Kelompok Kerja UPT Pengendalian
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Wilayah I
- Koordinator Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Prikanan Wilayah I
- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata usaha
- Anggota 2 Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan
- Anggota 3 Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
12. [Kelompok Kerja UPT Pengendalian

Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan

Wilayah II

- Koordinator

Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Prikanan Wilayah II

- Anggota 1

Kepala Subbagian Tata Usaha




Lanjutan Lampiran..

- Anggota 1

Pengawas Perikanan Ahli Muda

- Anggota 2

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli

Muda

8. Kelompok Kerja UPT. Pelabuhan
Perikanan

- Koordinator Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan

- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha

- Anggota 2 Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan
dan Kesyahbandaran

- Anggota 3 Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan

9. [Kelompok Kerja UPT.Budidaya Perikanan

- Koordinator Kepala UPT Budidaya Perikanan

- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha

- Anggota 2 Kepala Seksi Teknis Pembenihan

- Anggota 3 Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan
Perikanan

10. Kelompok Kerja UPT.PMHP

- Koordinator Kepala UPT PMHP

- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha

- Anggota 2 Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil
Perikanan

- Anggota 3 Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil
Perikanan

11. Kelompok Kerja UPT Pengendalian

Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan

Wilayah I

- Koordinator Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Prikanan Wilayah I

- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata usaha

- Anggota 2 Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan

- Anggota 3 Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

12.

Kelompok Kerja UPT Pengendalian
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan

Wilayah II

- Koordinator

Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Prikanan Wilayah II

- Anggota 1

Kepala Subbagian Tata Usaha




Lanjutan Lampiran...

- Anggota 2 Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan
- Anggota 3 Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

13.

Kelompok Kerja UPT Pengendalian
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Wilayah III

- Koordinator Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Prikanan Wilayah III

- Anggota 1 Kepala Subbagian Tata Usaha

- Anggota 2 Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan

- Anggota 3 Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Ditetapkan di
pada tanggal

Pekanbaru
03 Januari 2025

AS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A Peffibina Utama Madya/IVd
NIP. 19710417 200212 1 006




FORMULIR E-29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI RIAU

NO

JENIS KEGIATAN

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Kesesuaian

Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian

Ada

Tidak Ada

Tindak Lanjut Penyempurnaan
Apabila Tidak

4

Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat
Daerah Provinsi dan Agenda Kerja Perangkat
Daerah Provinsi

Pengolahan Data dan Informasi

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah

Mengkaji Hasil Evaluasi Renja Perangkat
Daerah Provinsi Tahun Lalu Berdasarkan
Renstra-Perangkat Daerah Provinsi

Penentuan Isu-isu Penting Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi
Riau

Penelaahan Rancangan Awal RKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penelaahan Usulan Masyarakat

Perumusan Kegiatan Prioritas

10.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Provinsi

10.a

Menyelaraskan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Provinsi Dengan Usulan
Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Kabupaten/Kota

10.b

Mempertajam Indikator dan Target Kinerja
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Provinsi

10.c

Mensinkronkan program dan kegiatan antar
Perangkat Daerah provinsi dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.

10.d

Menyesuaikan pendanaan program dan
kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing Perangkat Daerah
provinsi sesuai surat edaran Gubernur.

11.

Sasaran program dan kegiatan Perangkat
Daerah provinsi disusun berdasarkan
pendekatan kinerja, perencanaan dan
penganggaran terpadu.

12.

Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah
provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
prioritas pembangunan daerah telah dibahas
dalam forum Perangkat Daerah provinsi.

13.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-
masing Perangkat Daerah provinsi telah
menyusun dan memperhitungkan prakiraan
maju.

14.

Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi
yang telah disyahkan.

Pekanbaru, November 2925
xF{} ebalaD| 8

A/ Vb
08 199703 2 004

s Kelautan dan Perikanan




TABEL 2.1 EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN Il DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
PERIODE PELAKSANAAN : 2025 (Form E.55)

URUSAN/ BIDANG NDIKATOR KINERIA PROGRAM TARGET RENSTRA PADA TAHUN 20252026 | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI KINERJA DAN TINGKAT UNIT
NO | SASARAN URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (QUTCOME) / KEGIATAN (QUTPUT) (diambil dari renstra) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU (PERGESERAN) T m T v KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN RENSTRA PD CAPAIAN PERANGKAT
PEMERINTAHAN K | Rp. K T Rp. K | Rp. K Rp. K[ Rp. K [Rp.| K [Rp K Rp. K__|_Rp. | Rp. K_ | Rp DAERAH
1 2 3 ) 5 6 7 g g 0 i1 12 T3=0710711+12 T4=13/6x100 51377 T6=15/6x100 7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.592.440.450 5.587.239.212 16.162.649.534
1 _|PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 Persen 5.451.821.426 5.199.022.184 14.996.305.984
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi |2UT1ah laporan - perencanaan
- Penganggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja - 1| Laporan 21.600.000
Kinerja Perangkat Daerah
Peranakat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 1| Dokumen 100.000.000, - - 1| Dokumen 21.600.000 - 1 10.800.000 1 10.800.000( 100,00( 50,00 1 10.800.000( 100,00 10,80|  Sekretariat
Perangkat Daerah Peranakat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumiah Laporan Evaluasi Kineria 1| Laporan 100.000.000 - | Laporan - - - - - 0 of oo0o| o000 0 of o000 | sekretariat
Daerah Peranakat Daerah
Jumiah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Walidata Pendukung Statistik Sektoral 1| Dokumen 100.000.000 - .| Dokumen - - B B | 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 | sekretariat
Statistik Sektoral Daerah
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5| Laporan 30.691.566.886
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN iﬂ'::uiﬂgria"g Menerima Gaji dan 143 Orang 48.797.788.969) 143|0rang 85.361.251.042 201 Orang 30.691.566.886 143 4.702.205.049 143 13.321.049.969 143| 18.023255.018| 7114| 5872 286| 103.384.506.060| 200,00| 211,86| Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah
Penuniana Urusan Pemerintah Daerah 1 ‘taporan 67.600.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah | 2Um/ah Laporan Hasi Peniiaian Barang Miik
Soop 9 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian 14| Laporan 140.000.000 - 14| Laporan 49.785.000 - - 7 39.092.000 7 30002000 5000 7852 7 30002000  5000| 27.92| Sekretariat
Barang Milk Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumiah Laporan Penatausahaan Barang 14| Laporan 168.000.000 28|  Laporan 289.918.000 14|  Laporan 17.815.000 - B 5 13.352.750 5 13352.750|  3571| 74,95 33 303.270.750| 23571 18052| Sekretariat
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 6| Jenis 757.761.088
onyediaan Komnonen inotalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Ve P Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 2| Paket 180.000.000, - - | Paket - - 0| [J 0,00 0 0 0,00 | seretariat
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 Paket 100.000.000 177 Paket 651.482.558 5 Paket 200.000.000 - B 5 197.858.610 5 197.858.610| 100,00] 98,93 182 849.341.168| 3.640,00| 84934| Sekretariat
Kantor Kantor vana Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor f)“‘;';';sz‘ke‘ Bahan Logistk Kantor yang 20 Paket 470.004.000 20| Paket 914.059.000 5 Paket 57.793.000 - - 2, 34.946.000 2 34.946.000|  40,00| 6047 22 949.005.000| 110,00 201,91 Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Paket BE'E”BE:;::;“” 59 Paket 206.601.746| 59 Paket 350.722.795 15 Paket 103.300.873 - B 7 7 o| 4667 0,00 66 350.722.795 111,86 169,76| Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 588  Laporan 1.476.928.000, 588|  Laporan 2.641.101.500 155 |  Laporan 396.667.215 - B 1 118.985.785 1 118.985.785 065 30,00 580  2.760.087.285| 100,17| 186,88 Sekretariat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 7 7 7 i 7 i .
oo SKED Dinamis pads SKPD 11| Dokumen 60.000.000/ - Dokumen 0| o 000 0,00 0 0 0,00 Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penuniana Urusan Pemerintah Daerah 2| denis 164.257.000
engadaan Sarana dan Prasarana Gedung | 2UMIah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
9 9 |kantor atau Bangunan Lainnya yang a8 Jenis 270.988.250 48 Jenis 518.110.611 14 unit 130.257.000 - . - 0 o o000 0,00 48 518110611 10000| 191,19| Sekretariat
Kantor atau Bangunan Lainnya
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumiah Unit Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 6 unit 50.000.000 - - 3 Unit 25.000.000 - - - - 0| o o000 0,00 0 0 0,00 | sekretariat
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2 Jenis 2.751.129.183
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | J™Mah Laporan Penyediaan Jasa
ol iniuiie : Y2 | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4| Laporan 3.539.985.990) 16| Laporan 4599.908.672 4| Laporan 1.889.992.995 1 303.253.911 1 725.564.270 2| 1028818181 5000 5444 18| 5628726853 45000| 159,00 Sekretariat
! - vana Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 24| Laporan 2.755.112.312 24| Laporan 4.760.576.788 44| Laporan 861.136.188 10, 164.443.224 10, 320.762.816 20| 485206.040|  4545| 56,34 64 5254.782.828| 14545| 190,73| Sekretariat
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah )
Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah 27| denis 997.907.269
penyediaan Jasa pemelaraan Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
ol Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 107|  Jenis 334332590 07| Jenis 686.499.145 27 Unit 355.966.205 7 29.120.000 7 126.353.784 14| 155473784 5185 4368 121 841072020 113,08 251.84| Sekretariat
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Peralatan dan Mesin Lainnya é“‘;"e'ha:a;e'a'a‘a" dan Mesin Lainnya yang 556 Unit 288.000.000 556 Unit 288.000.000 278 Unit 122.600.000 - - 50 87.540.000 50 87.540.000 17,99 0,00 606 375.540.000| 10899| 13040|  Sekretariat
Pemelharaan/Rehabiltasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 nit 199.640.000 1 unit 371511.000 1 Unit 519.340.974 - - - 0| [J 0,00 1 371511000 10000| 186,09  Sekretariat
Lainnya Dipelinara/Di
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 32,08/ 3190
Predikat Kinerja| Sangat |~ Sangat
Rendah| _Rendah
2 |PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Puiau- 280.624 ha 52.137.000 - 6.302.337
Pulau Kecil yang di Kelola (Ha)
Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12
T;’;ﬁff'fa’;’RM“:"Zt:‘:nS;:;’;' fne"ga“ Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang 18.539,1 ha 52.137.000
1 di Luar Miny: um dikelola (Ha)
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wiayah 1, ,q31 awasan Konservasi di Wilayah Bidang Kelautan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan 4 201.491,72 Ha 1.300.000.000 | 224.131,74 Ha 2576.710.010|  144.633,73 Ha 52.137.000 - - - 6.392.337 0 6302.337| 000 1226 224.132|  2583102.347| 111,24 198,70 9
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola dan Pengawasan
Penetapan dari Pemerintah Pusat
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0,00 12,26
Predikat Kinerja| Sangat | Sangat
Rendah| _Rendah
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA
RELAUTAN DAN PERICANAN Persantase pelanggaran yang ditangani (%) 7| Kasus -
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan | ;a1 pokumen Hasil Pengawasan Pelaku
Genangan Air Lainnya yang Dapat U Porkanan 30 | Pelaku Usahal -
Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengawasan Usaha Pemasaran dan  |Jumiah Usaha pelaku Pemasaran hasil
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah |perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil . . . . . . | Bidang ketautan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah |Perikanan yang diperiksa kepatuhannya 20| Dokumen 200.000.000 Pelaku Usaha 0 0 0.00 0.00 0 0 000 dan Pengawasan
Provinsi sesuai kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan tkan di Wiayah Sungai, |Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air |wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan 62| Dokumen 200.000.000 300| Dokumen 160.000.000 -| Pelaku Usaha - B 0 0 0,00 0,00 300 160.000.000| 48387  80,00| BidaNd Kelautan
Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas |mengumpulkan air lainnya yang diperiksa dan Pengawasan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah |kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi
Provinsi Sesuai dengan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 7
Perikanan sampai denaan 12 Mil Pelaku Usaha
Koordinasi Penanganan Tindak Pidana [Jumlah Forum Koordinasi Penanganan . . . . . . | Bidang Kelautan
Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah | TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan 2| Forum 80.000.000 Forum o o] o0 000 0 0 0.0 dan Pengawasan
Rata-rata Capaian Kinerja%)| 0,00 000
Sangat | Sangat
Rendah| _Rendah,




URUSAN/ BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2025-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI KINERJA DAN TINGKAT UNIT
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTCOME) | KEGITAN (QUTPUT) (diambil dari renstra) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU (PERGESERAN) m ] v KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN RENSTRA PD CAPAIAN PERANGKAT
PEMERINTAHAN K Rp. K T Rp. K | Rp. Rp. K] Rp. K [Rp.| K [Rp. T Rp. K Rp. K Rp. DAERAH
T 7 3 2 5 G 7 g 0 11 12 T3=0+10+11+12 T4=T3/8x100 T5=13+7 T6=15/6x100 17
3 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumian Produksi Perikanan Tangkap 140.000 Ton 1.635.625.000 - -
on
Pengelolaan Penangkapan kan di Wilayah | Jumlah wilayah perkanan tangkap dilaut
Laut sampai denaan 12 Mil vang 2| Wiayah 1635.625.000
enyediaan Data dan Informasi Sumber Daya |JUMIaN data dan nformasi Sumber Daya Bidang
oy Y2 | ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai 1| Dokumen 380.000.000 2|  Daa 150.000.000 -| Dokumen - - 0 of oo00| o000 2 150.000.000| 20000| 39.47| Perkanan
dengan 12 Mi Tangkap
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Bidang
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap |yang Tersedia di Wiayah Laut sampai 4 Unit 575.000.000 - - - Unit 1.635.625.000 - 0 of 00| o000 0 o o000 -|  Perikanan
dengan 12 Mil Tanakap
Pengelolaan Penangkapan kan di Wilayah
Sungal, Danau, Waduk, Rawa dan Jumlah wilayah perikanan tangkap
Genangan Air Lainnya yang dapat diperairan umum daratan yang dimanfaatkan 1| Wiayah )
diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam | yang
satu Daerah Provinsi
Bidang
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya |Jumiah Data dan informasi Sumber Daya | dokumen 350000000 . . 2| ookumen . 1 o ol o0l o0 o ol o000 1 rotnes
kan Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat
Tangkap
Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkaj Bidang
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap okap 172 unit 3.500.000.000 - - - unit - - 0 of oo00| o000 0 of o000 -|  Perikanan
yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat Tangkap
Penjaminan _Ketersediaan  Sarana Usaha 148 unit 5.044.275.217 148 Unit 5.044.275.217 - - -
Perkanan Tanakap
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha
Jumlah perizinan berusaha perikanan
Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan |28 PRl Peaia PETETEY . in
Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 | 9P Yan9 P
o perkanan
Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor | [MOK&t  Penyelesaian - Rekomendasi
Penangkapan dan Pengangkutan lkan unwk |PETZNan  Berusaha  Subsekior Bidang
'gkapan da gang Penangkapan dan Pengangkutan Ikan 160| Rekomendasi 170.000.000 - -| Persentase B - 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 | Perikanan
kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan
untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan Tangkap
beroperasi sampai dengan 12 mi :
beroperasi sampai dengan 12 mil
penyedaan Data dan Informasi Usaha | ?UMiah dala dan informasi perizinan usaha
Perikanan Tangkap untuk Kapal penangkap |UMiuk kapal penangkap dan pengangkut Bidang
ian ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan 180 izin 293.313.286 - -| Dokumen - 0 of 0o0o| o000 0 o o000 -|  Perikanan
dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30
beroperasi sampai dengan 12 mil yang Tangkap
GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
tersedia
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0.00! 0.00,
Predikat Kinerja| Sangat | Sangat
Rendah| _Rendah
4 |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan 132712,51 Ton - -
Jumlah kawasan/wilayah perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan kan di Laut |30t e e an 3| kawasan
Pengelolaan Kesehatan Kkan dan Lingkungan | =0 on o oL Bidang
Budidaya di Laut dan Lintas Daerah T ‘gkungan yang 20| Dokumen 203.326.000 1| Dokumen 463.024.903 4 uni 0 of 000| o000 1 463.024.903|  500| 227,73 Perikanan
K ! Buddiaya
dan Bidang
lkan di Laut dan di Kawasan Konservasiyang | Jumiah Pembudidaya 180  Orang 250.000.000 280  Orang 266.674.000 | orang - - 0 of 000| o000 280 266.674.000 15556| 106,67| Perikanan
Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Buddiaya
Penjaminan Ketersediaan Sarana 69|  unit 9.372.548.000 69 Unit 9.372.548.000
kan di Laut
Pengelolaan  Pembudidayaan tkan di | umiah kawasaniwilayah - perikanan
budidaya ikan diperairan darat yang 4| kawasan
Perairan Darat
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air |Jumiah Sarana Pembudidayaan fkan di Ar Bidang
Payau dan Ar Tawar Linias Daerah |Payau dan Ar Tawar Lintas Daerah 8 Unit 2.200.000.000 - 4 uni 0 of 000| o000 0 o o000 -|  Perikanan
K Buddiaya
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di | Jumlah Prasarana Pembudidayaan tkan di Bidang
Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah |Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah 6 unit 2.000.000.000 - - 4 i - 0 of oo00| o000 0 of o000 -|  Perikanan
Buddiaya
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0.00! 0,00,
Predikat Kinerja| Sangat |~ Sangat
Rendah| _Rendah
5 |BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUATAN PERIKANAN 2084528]  Ton 5.520.000 B 5.084.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Jumlah Produksi hasi Olahan Perkanan
et e kanan trom 2084528  Ton 5.820,000
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah |Jumlah izin usaha pemasaran dan s i
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah |pemprosesan hasil yang diterbitkan
Provinsi
Penetapan  Persyaratan = dan - Prosedur |5 o Rekomendasi Perizinan Berusaha
Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran
Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat lzin Usaha |SCSU3 dengan Standar Usaha_Bidang
- : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12| Rekomendasi 100.000.000 - - -|  Dokumen 0 of 0o0o| o000 0 of o000 -| Bidang P2HKP
Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala
Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat
Menengah dan Besar dengan Penanaman
Risko melalui Proses Verifikasi
Modal Dalam Negeri
pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil | I UEREREER
Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan P P 9 3 Unit 5.820.000
o P S dan besar yang menerapkan standar mutu
emasaran Skala Menengah dan Besar [ pooo Yoo
Pelaksanaan  Pembinaan,  Fasiitasi,  |Jumlah Pembinaan, Fasiltasi, Pemantaan,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan |dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan
Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing |Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta
serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka |Pemberdayaan Usaha dalam  rangka 15| Kegiatan 538510.130 - - | Kegiatan 0 of 00| o000 0 o o000 -| Bidang P2HKP
Menghasikan Produk yang Aman dan |Menghasikan Produk yang Aman dan
Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, |Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan,
dan Berdaya Saing dan Berdaya Saing
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan yang
Pecra e
o o e onengah | Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha 8 unit 105.500.000 12 unit 2.047.797.105 1| Kegiatan 5.820.000 - 5.084.000 1 5084000| 10000| 87,35 13| 2052881105 162,50| st | Bidang P2ZHKP
o oo 98" | hada Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan
Risko
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
Industri Pengolahan lkan Lintas Daerah 1 1
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan
Baku Usaha Pengolahan/Distribusi lkan Lintas
Darah KabupatonKota dalam 1 (sats) Dacran 2| Dokumen | 150.000.000 2|  Dokumen 150.000.000
Provinsi
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 33.33] 29.12°
Predikat Kinerja| Sangat |~ Sangat
Rendah| _Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) __10.90] _ 1221,




URUSAN/ BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2025-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI KINERJA DAN TINGKAT UNIT
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTCOME) | KEGITAN (QUTPUT) (diambil dari renstra) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU (PERGESERAN) T m L KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN RENSTRA PD CAPAIAN PERANGKAT
PEMERINTAHAN K Rp. K T Rp. K | Rp. Rp. K] Rp. | K TRo.| K [Rp. T Rp. K Rp. K Rp. DAERAH
T 7 3 2 5 G 7 g E 0 [ i1 [ 12 T3=0+10+11+12 T4=T3/8x100 T5=13+7 16=15/6x100 17
Sangat| Sangat
PREDIKAT KINERJA PROGRAM
Rendah| _Rendah
6 [UPT PSDKP WILAYAHT 238.788.971
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
DEMERINTAHAN DAERAH PROVINS] 100|  Persen 199.538.971 25.939.320 91618872
Umum Peranakat Daerah 3] Jenis 22715501
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket 46.169.800 12 Paket 100.938.584 9 Paket 4.421.591,00 8 4.401.000 8 4401000 8889 9953 20 105.330584| 16667 22816| UPT-PSDKP
Kantor Kantor yang Disediakan Wilayah |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor g‘;";':g;f‘ke‘ Bahan Logistik Kantor yang 20 Paket 20.080.000 20 Paket 36.562.000 2 Paket 1.334.000,00 10, 1.334.000 10| 1.334.000] 500,00 100,00 30 37.896.000| 150,00| 188,73| UPVI""; VSaDn'jp
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 20 Paket 3.472.388 20 Paket 6.639.412 | Paket - - o o] o000 0,00 20 6.630.412 10000 101,21| URTPSDKP
vang Disediakan Wilayah |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 77| Laporan 112.920.000 77| Laporan 232.560.000 6| Laporan 16.960.000,00 - 10 11.510.000 10 11510000| 16667| 67,87 87 244070000 11299| 21614 UPT.PSDKP
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Wilavah |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan o semis 170616350
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 4| Laporan 212.340.480 4| Laporan 427.093.920 7| Laporan 170.616.380 25.939.320 2 69.573.680 4 95513000 57,14 5598 8 522606920 20000| 246,12 UPT.PSDKP
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Wilayah |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah 2| denis 6:207.000
Penyediaan Jasa Pemelharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemelinaraan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 8 Unit 47.894.640 8 Unit 108.971.482 2 Unit 4.377.000,00 - 1 3.350.192 1 3.350192| 50,00| 7654 9 112321.674| 11250 23452 UPTPSDKP
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Wilayah |
dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemelharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung [S—
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang 48 unit 20.000.000 48 Unit 24.590.000 3 Unit 1.830.000,00 2 1.450.000 2 1450000|  6667| 7923 50 26040000 20817| 130.20| YRR
Lainnya Dipelihara/Di
Rata-rata Capaian Kineria%)| _132.77| __ 68.45
Predikat Kinerja| S392 | sedang
Tingai
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA
ELAUTAN DAN PERICANAN 7| Kasus 39.250.000 27.380.000
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 10| Poraku usaha 20.250.000
Perikanan sampai denaan 12 Mil
Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber
usaha sumber daya | 4aya kelautan yang diperiksa kepatuhannya 2| Pelaku usaha 60,000,000 - E Pelaku usaha - . - 0 of o000 o000 0 of 000 o| Ukt PSDKP
kelautan kewenangan provinsi Wilayah |
sesuai kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha penangkapan ikan Jumiah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha UPT.PSDKP
dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai 12 | Pelaku usaha 665.000.000 - - 10| Pelaku usaha 39.250.000 5 27.380.000 5 27380000  5000| 69,76 5 27380000  4167| 412
Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mi Wilayah |
dengan 12 Mil sesual kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha UPTPSDKP
Laut sampai dengan 12 Mil sesuai Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 12 | Pelaku usaha 60.650.483 - - - | Pelaku usaha - - - 0 o o000 0,00 0 0 0,00 | Ve
kewenangan provinsi Laut sampai dengan 12 Mil V!
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 158 Dokumen 916.390.764 _
sampai dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan lkan di Laut sampai dengan 60 Dokumen 105.650.483
12 il
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 16.67 23.25
Sangat | Sangat
Predikat Kinerja
"2 Rendah| Rendah
RATARATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) 74.72] 4585
PREDIKAT KINERJA PROGRAM|  Sedang| S2n92t
Rendah
7 [UPT PSDKP WILAYAHTI 189.390.780
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
DA TALAN DACRAL PRGNS 100|  Persen 180.390.780 34.786.840) 66.557.480
Umum Peranakat Daerah 1 Jenis 9.639.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan 24 Paket 141.236.280 24| Paket 316.377.668 5| Paket 9.639.400 - 0 o 0,00 0,00 24 316377.668| 10000| 224,01| UPT-PSDKP
Kantor Kantor yana Disediakan Wilayah 1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistk Kantor yang 20 Paket 15.456.000 20 Paket 30.720.000 -|  Paket - - - - 0| o] o000 0,00 20 30.720.000  100,00| 108,76| VT PSDKP
Disediakan Wilayah I
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan 8 Paket 5.199.512 8 Paket 11.215.214 - Paket - 0 0 0,00 0,00 8 11215214| 100,00 21570| UPT:PSDKP
vana Disediakan Wilayah I
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat UPT.PSDKP
e e 46| Laporan 70.440.000 46| Laporan 133.350.000 | vaporan - . - 0 o o000 0,00 46 133350000 10000 18031 “UEISDH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 sens 179751380
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 5| Laporan 237.435.264 5| Laporan 475.835.712 5| Laporan 179.751.380 34.786.840 1 66.557.480 2 101.344320|  40,00| 5638 7 577.180032| 14000| 24300 UPT-PSDKP
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Wilayah I
Pemeliharaan Barang Milik Dacrah T sens 7
Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemelinaraan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 2 Unit 35.790.000 2 Unit 72.476.960 - Unit B - - 0 0 0,00 0,00 2 72.476.960| 100,00| 202,51 UPT-PSDKP
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Wilayah i
dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2umIh Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 Unit 100.000.000 - - - Unit - - 0 o 0,00 0,00 o o 0,00 .| uPT.PSDKP
Dipelihara Wilavah I
Rata-rala Capaian Kinena%%)| 571 0.00
Sangat | Sangat
Precikat Kinerja| Sn02 | Sanoa
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA 7 Kasus ~ N |
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 80 | Pelaku Usaha -
Perikanan sampai denaan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha 12| Pelaku Usaha 710.295.668 161|Dokumen 802315600 - | Pelaku Usaha - - - - 0| 0 0,00 0,00 161 802.315.600| 134167 11296 UPT.PSPKP
sampai dengan 12 Mi Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mi Wilayah I
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di | Jumiah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha UPTPSOKP
Laut sampai dengan 12 Mil sesuai Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 12| Pelaku Usaha 60.000.000 60| Dokumen 105.000.000 -| Pelaku Usana - 0 o o000 0,00 60 105.000.000  50000| 175,00 VFTPEDH
kewenangan provinsi Laut sampai dengan 12 Mil ay:
Rata-rata Capaian Kinerja(%) 0.00! 0,00,
Predikat Kinerja| Sangat |~ Sangat
Rendah| _Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) 2.86] 0,00
PREDIKAT KINERJA PROGRAM| Sangat | Sangat
Rendah| _Rendah
8 UPT PSDKP WILAYAH Il 231.967.160
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
DAL AN DALt SoNS! 100|  Persen 231.967.160 38.325.848 84.053.696
Administrasi Umum Perangkat Daerah 6| Jenis 7.422.160
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 24| Jenis 40.715.548 6| Jenis 92.406.446 3| Paket 7.422.160 2 7.402.000 2 7.402000| 6667 99,73 8 99.808.446|  33,33| 245.14| UPT.PSDKP
Kantor Kantor vana Disediakan Wilayah il
Penyediaan Bahan Logistik Kantor f)“‘s";';';sz‘km Bahan Logistik Kantor yang 20 Paket 15.456.000 24 Paket 23.184.000 - Paket - - - 0 0 0,00 0,00 24 23184000 12000 150,00| O ‘:Vsa[h”;r




URUSAN/ BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2025-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI KINERJA DAN TINGKAT UNIT
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTCOME) | KEGITAN (QUTPUT) (diambil dari renstra) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU (PERGESERAN) m ] v KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN RENSTRA PD CAPAIAN PERANGKAT
PEMERINTAHAN K Rp. K T Rp. K | Rp. Rp. K] Rp. K [Rp.| K [Rp. T Rp. K Rp. K Rp. DAERAH
T 7 3 2 5 G 7 g 0 i1 2 T3=0+10+11+12 T4=T3/8x100 T5=13+7 T6=15/6x100 17
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 20 Paket 4.062.244 20 Paket 6.958.420 -|  Paket - - - - 0| [J 0,00 20 6.958.420( 10000 171,20| UOTPSDKP
vana Disediakan Wilavah il
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat _ UPT.PSDKP
Py R o e e 40| Laporan 57.270.000 40| Laporan 139.665.000 Laporan 0 o o000 0,00 0 139665000 10000| 24387| VLIS
Pengadaan Barang Milik Daerah T Jems
Penuniang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung ooy atay Bangunan Lainnya yang 32 Unit 116.748.866 32 Unit 210.712.267 - Unit - - o o 000 0,00 32 210712267 10000| 180,48| UPTPSDKP
Kantor atau Bangunan Lainnya Wilayah li
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 4 sens 159420000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2UM/ah Laporan Penyediaan Jasa 7| Laporan 353.739.936 7| Laporan 635.091.072 8| Laporan 189.420.000 38.325.848 2, 76.651.696 4 114977544 5000 60,70 1 750.068.616| 157,14| 212,04 UPT.PSDKP
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Wilayah lil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah T sens
Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemelharaan, Biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemelharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelfihara 2 unit 22.498.624 2 unit 44.998.624 - Unit - - - 0| o 000 0,00 2 44.998.624| 10000 20001| UPTPSDKP
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Wilayah lil
dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemeliaraan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2u™ah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 unit 155.000.000 - - - Unit - - - o o 000 0,00 0 0 0,00 .| UPT.PSDKP
Dipelihara Wilayah Il
Pemelharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung UPTPSOKP
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Kantor atau Bangunan Lainnya yang 9 unit 10.000.000 - - - Unit - - - - 0 o o000 000 0 0 000 it
Lainnya Dipelihara/D ilayat
Rata-rata Capaian Kinerja(%)| 12,96 17,83
Sangat | Sangat
Predikat K
1edWal KNl Rendah| Rendah
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA
L ALAN DA PERANAN 7| Kasus 35.125.000 -
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 5| Petaku Usaha 45125.000
Perikanan sampai denaan 12 Mil
Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber
Pengawasan usaha pemaniaatan sumber daa | yq, yelautan yang diperiksa kepatuhannya 4 Pelaku usaha 60.000.000 - - - | Pelaku Usaha - - - - 0| o 000 0,00 0 0 0,00 o| UPT.PSDKE
kelautan kewenangan provinsi Wilayah il
sesuai kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha penangkapan ikan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha UPT.PSDKP
dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai 9 75 Pelaku usaha 839.000.480 - - -| Pelaku Usana 35.125.000 - - - 0 o o000 0,00 0 0 0,00 -
Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Wilayah fi
dengan 12 Mi sesuai kewenangan provinsi
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di | Jumiah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha UPTPSOKP
Laut sampai dengan 12 Mil sesuai Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 5 Pelaku usaha 60.000.000 - Pelaku Usaha - 0 o o000 0,00 0 0 0,00 | Ve
kewenangan provinsi Laut sampai dengan 12 Mil val
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap 88| Dokumen 042,994,000 i . 7
sampai denaan 12 Mi
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan lkan di Laut sampai dengan - - - - -
12 Mil
Rata-rata Capaian Kinea®%)| 000 000
Sangat | Sangat
Predicat Kinerja - San%at | Sanoat
RATARATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) 6.48] 891
Sangat | Sangat
|
PREDIKAT KINERJA PROGRAM| >392 | - Sangar
9 [UPT BUDIDAYA PERIKANAN 1.735.041.069
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
D ATAN DAEAR PEOVINS] 4| Jenis 943.981.544 162.553.072 381.244.608
Administrasi Umum Perangkat Daerah 6|  Paket 76.791.864
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 24 Paket 85.421.588 24, Paket 158.247.481 6 Paket 53.347.047 2 22.154.095 2 22154005 3333 4153 26 180.401.576| 108.33| 211,19 UPT-Budidaya
Kantor Kantor vana Disediakan Perikanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor é“‘;';:g‘ka Bahan Logistk Kantor yang 20 Paket 24.774.790 20, Paket 53.798.135 6 Paket 3.790.000 2 3.790.000 2 3.790.000|  33,33| 100,00 22 57.588.135| 110,00| 232,45 UPJE ?;‘:r"‘:‘ya
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 16 Paket 24.000.000 16 Paket 20.750.000 5 Paket 1.367.317 - 2 1.316.000 2 1316000 4000 96,25 18 22066000 112,50| 91,04 UPT-Budidaya
vana Disediakan Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 93| Laporan 156.000.000 93| Laporan 261.340.950 1| Laporan 18.287.500 7 13.483.000 7 13.483.000| 70000 73,73 100 274823950 10753| 176,17| YUPTBudidaya
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 18] Laporan 822.728.480
Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 18|  Laporan 1.404.981.326 18| Laporan 2.330.605.742 20| Laporan 822.728.480 162.553.072 a 312.968.113 8 475521.185|  4000|  57.80 26| 2806.126.927| 144,44 199,73 UPT-Budidaya
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah 3| Jenis 44461200
Penyediaan J?:"P:'";Eh;;i:} :‘:ya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau UPT Budidaya
ol Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelinara 20 Unit 207500.320 20 Unit 148.918.858 3| unit 27.651.200 1 21.453.400 1 21453400 3333 7750 21 170372.258| 10500  8210) day;
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perikanan
i dan Dibayarkan Pajaknya
atan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2uMIah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 108 Unit 400.000.000 - - 1 Unit 16.810.000 - 3 6.080.000 3 6.080.000| 27,27 36,17 0 6.080.000 0,00 1,52| UPT Budidaya
Dipelinara Perikanan
Pemelharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 108 Unit 213.104.400 -
Lainnya
Rata-rala Capaian Kinerja%%)| _ 120.61] 69,01
Predikat Kinerja| S392 | sedang
Tingai
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
D UDDAYA 13271251 Ton 791.050.525 - 54.075.501
Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Darat | uMiah kawasaniwilayah perikanan 3| Kawasan 791.059.525
budidaya ikan diaut yana
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di |dumiah Prasarana Pembudidayaan Ikan di [
Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah |Ar Payau dan Air Tawar Lintas Daerah 6 unit 3.606.952.494 - - 8| unit 785.465.625 - - - 0 o o000 000 000 0 000 | P oeranan”
Ki Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air |Jumiah Sarana Pembudidayaan fkan di Ar UPT Budidaya
Payau dan Ar Tawar Lintas Daerah |Payau dan Ar Tawar Lintas Daerah 6 unit 4.862.700.000 - o unit 5.593.900 2 54.075.501 2 54075501  000| 96669 0,00 54.075.501 000 11| VAT
K
Pengelolaan Pembudidayaan kan di Laut . . -
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan tkan di
Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan
Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila )
Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau n unit 4.621.639.855 - ) -
Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana Pembudidayaan tkan di Air
Payau dan Ar Tawar yang Penggunaan
Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila ;
Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau 2 Jenis 2.136.257.745 - - -
Manfaat atau Dampak Negatifiya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian Kinerja(%)| ___0.00] _ 483,34




URUSAN/ BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2025-2026 REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN TINGKAT REALISASI KINERJA DAN TINGKAT UNIT
NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTCOME) | KEGITAN (QUTPUT) (diambil dari renstra) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU (PERGESERAN) T m MW KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA | ANGGARAN RENSTRA PD CAPAIAN PERANGKAT
PEMERINTAHAN K | Rp. K T Rp. K | Rp. Rp. | K] Rp. K [Rp.| K [Rp. T Rp. K Rp. K Rp. DAERAH
T 7 3 2 5 G 7 g | 0 112 T3=0+10+11+12 T4=T3/8x100 T5=13+7 16=15/6x100 17
Sangat| Sangat
P ikat Ki
redikat Kineria) Rendah| Tinaai
RATARATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) 6481] 27618
PREDIKAT KINERJA PROGRAM|  Rendah! 5?"7::““
10 |UPT PELABUHAN PERIKANAN 1.813.231.620
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
P EMERINTALAN DACRAL DROVINS 100[  Persen 640.059.990 70.579.080) 353.220.100
Administrasi Umum Perangkat Daerah 6| Jenis 55.861.390
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 20 Paket 20.932.802 20 Paket 50.524.418 6|  Paket 14.270.290 - 2 14.185.400 2 14185.400| 3333 9941 22 64700818 11000| 216,18| UPTPeiabunan
Kantor Kantor yang Disediakan Perikanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor f)“‘s’g';';;f‘ke‘ Bahan Logistik Kantor yang 20 Paket 9.543.886 20 Paket 23.663.829 1 Paket 4.400.000 1 4318242 1 4318242| 100,00 9814 21 27.982071 10500| 293,19] Upg:ri'::::a"
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 20 Paket 10.736.880 20 Paket 24.605.320 1| Paket 7.211.100 1 6.524.000 1 6524000] 10000 90,47 21 31120320 10500| 157,72| UPT.Pelabunan
yana Disediakan Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 108|  Laporan 192.180.000 108|  Laporan 263.250.000 1| Laporan 29.980.000 - 1 29.734.500 1 29.734500| 10000| 99,18 109 202984500 10093| 152,45| UPTPelabuhan
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan A sens 398296100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 11|  Laporan 769.734.240 11|  Laporan 1.403.055.808 1| Laporan 398.206.100 70.579.080 4 144.777.600 8 215.356.680| 800,00| 54,07 19 1618.412.488| 172,73| 210,26 UPT-PelRbUNan
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah 3| Jenis 185.902.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ’
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemelinaraan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 3 Unit 119.786.122 3 Unit 166.886.147 3 Unit 72.152.500 - 71.015.303 0 71.015.303 000 9842 3 237.001.450| 10000| 198,61| UPT-Pelabunan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Perikanan
dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2uM12h Peralatan dan Mesin Lainnya yang - 5 Unit 113.750.000 82.674.055 0 82.674.055 000 7268 0,00 82.674.055 0,00 0,00| UPT Pelabuhan
Dipelihara Perikanan
Rala-rata Capaian Kinerja(%)| 16190 87.48
Sangat
Tingai| "9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
T ANGRAP 140.000 Ton 1.173.171.630 E -
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola 1 Unit 1.173.171.630
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan | Jumiah Sarana dan Prasarana Pelabuhan 6 unit 31.430.454.000 6 unit 9.167.011.454 1 Unit 1.173.171.630 - - - 0| 0 0,00 0,00 6| 9167011454 100,00 29.17| UPTPelabuhan
Perikanan Perikanan vana Tersedia Perikanan
Rata-rata Capaian Kinerja( 0.00 0.00
Sangat | Sangat
Predikat Kinerja Renda—h' it
RATARATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%) 8095] _ 43.74
Sangat
PREDIKAT KINERJA PROGRAM | Tinggi|  orcey
11 |UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PMHP) 238.617.424
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
MR ALAN DACRAL BROVINS 100  Persen 231.565.424 53.480.868 93.707.956
Administrasi Umum Perangkat Daerah 6| Jenis 8.603.416
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 15| Paket 19.944.412 15| Paket 20.916.618 4| Paket 3393.416 461.200 790.000 1 12512000 2500 3687 16 31.167.618| 106,67 15627| UPT.PMHP
Kantor Kantor vana Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12| Paket 4279.716 12| Paket 6.419.574 1| Paket - - - 0 0 0,00 0,00 12 6.419.574| 10000 150,00 UPT.PMHP
vana Disediakan
Rapat Koordinasi dan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12|  Laporan 33.120.000 12|  Laporan 49.680.000 1| Laporan 5.210.000 3.862.500 1.302.500 1 5.165.000| 100,00( 99,14 13 54845000 10833| 16559| UPT.PMHP
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan o sens 209,646,008
Pemerintahan Daerah
Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 10|  Laporan 579.152.925 10|  Laporan 1.089.420.583 9|  Laporan 209.646.008 44.157.168 86.102.456 3 130.250624| 3333 6213 13 1219.680.207| 130,00| 210,60| UPT.PMHP
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penuniana Urusan Pemerintahan Daerah 3| Jenis 13316.000
penyeqaan Jasa pemelharaan Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
d Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 12 unit 42.047.676 12 unit 63071514 3 Unit 10.466.000 2.150.000 5.513.000 1 7663000| 3333 7322 13 70734514| 10833| 16822 UPT.PMHP
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya JD“‘Dme"?hha:’a'aw" dan Mesin Lainnya yang - 1 Unit 2.850.000 2.850.000 | 1 2.850.000| 100,00{ 100,00 0,00 2.850.000 0,00 0,00 UPT.PMHP
Pemelharaan/Rehabiltasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Kantor atau Bangunan Lainnya 18 unit 10.000.000 - - - Unit - - - - 0 o o000 000 0,00 0 0,00 | upT.PMHP
Lainnya /angDipelihara/Di
3| a167] 5305
Sangat
Predikat Ki
rediat Kinerja| 52192 | Rendan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
A HASIL PERKANAN 2084528|  Ton 7.052.000 2.552.000 3.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 4 Unit 7.052.000
Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Pembinaan, Fasiltasi, Jumlah Pembinaan, Fasiitasi, Pemantauan,
Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan | dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan
Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing | Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta
serta PemberdayaanUsaha dalam rangka Pemberdayaan Usaha dalam rangka 15| Kegiatan 538.510.130 36 unit 1.096.316.966 3|  Kegiatan 7.052.000 2.562.000 3.000.000 3 5552000| 10000| 7873 30| 1101868966 26000| 20461 UPTPMHP
Menghasikan Produk yang Aman dan Menghasilkan Produk yang Aman dan
Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan,
dan Berdaya Saing dan Berdaya Saing
Rata-rata Capaian Kinerja(%)| 100,00 78,73
Sangat
Predikat Kinerja
%3] Tingai| "9
RATARATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)| _ 7083] 6589
PREDIKAT KINERJA PROGRAM]| _Sedana] _Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSIRIAU (%)| __4251] 64,68
PREDIKAT KINERJA PROGRAM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN| Sangat | - Sangat
Rendah| Rendah
Fakior pendorong Kinena:
Faktor Kinera

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berkutnya:

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD Berkutnya:




